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Kata Pengantar

Puji syukur kita sampaikan ke hadirac Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena hanya aras rahmat dan karunia-Nya maka bunga rampai
yang berjudul "BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa" dapat
diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu buku bunga rampai yang
diterbitkan oleh Pusat Penelitian pada tahun 2018 dan ditulis oleh para
peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian
DPR RI.

Buku ini juga merupakan hasil penelitian dan kajian dari para
peneliti bidang Kesejahteraan Sosial atas fenomena Badan Usaha Milik
Desa yang dilakukan antara Maret-September 2018. Hasil penelitian
dan tinjauan dari berbagai disiplin ilmu memberikan warna tersendiri
terhadap buku bunga rampai ini sehingga memberikan manfaat banyak
bagi para pembaca untuk memahami permasalahan BUMDes.

Terdapat tiga tulisan yang terdapat dalam buku ini. Bagian pertama
ditulis oleh Rohani Budi Prihatin dan Nurhadi Wiyono yang membahas
mengenai "BUMDes Sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Desa." Bagian
selanjutnya berjudul "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUMDes: Studi
pada BUMDes Cahaya Makmur di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah
dan BUMDes Tirta Mandiri di Kabupaten Klaten Jawa Tengah."
Sementara itu, tulisan terakhir berjudul "BUMDes dan Relevansinya
terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan" yang ditulis
oleh Nur Sholikah Putri Suni.

Buku ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan
terhadap kebijakan dan manfaat BUMDes dalam menggerakkan
perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemikiran dan beberapa hasil temuan lapangan dalam buku ini secara
khusus disumbangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang
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dalam tugasnya membutuhkan data, fakta, scrta analisis yang terkait
dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Sebagai Kepala Pusat Penelitian (Kapuslir) Badan KeaWian DPR
RI, saya menghargai segenap penulis dan mendorong agar pada masa
mendatang dapat dihasilkan buku-buku lain yang bermanfaat bagi
Pimplnan dan Anggota DPR RI, serta untuk masyarakat pada
umumnya.

Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr.
Cucu Nurhayati, M.Si. atas sumbangan pemikirannya dan upayanya
dalam meiakukan kegiatan editorial sehingga buku ini layak dibaca.

Kritik dan saran dari pembaca atas buku ini sangat saya harapkan
demi penyempurnaan penerbitan buku selanjutnya di kemudian hari.
Akhirnya, saya berharap semoga penerbitan buku ini dapat menambab
manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

-Jakarta, I7_Qkt:Qber 2018

Kepala Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, M.Si.

NIP 19711117 199803 1 004
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Prolog

Jalan tanah yang masih becek jika hujan, minim fasilitas dan penuh
nestapa, mungkin itulah gambaran umum desa pada masa lalu.
Barangkali, saat ini pun masih ada benarnya jika ditemukan kondisi
mengenaskan tersebut. Namun, tidak sedikit pula gambaran masa
lalu tersebut kini keliru karena kesadaran di desa untuk berubah

dengan disokong ketersediaan dana negara, swasta, dan pendampingan
para pihak yang pada akhirnya memunculkan geliat perubahan besar
pedesaan di Indonesia.

Memang ada benarnya bahwa desa saat ini memiliki berbagai
permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala
usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten; akses pendanaan
yang terbatas dan cenderung berpola 'ijon\ kurang memiliki akses pasar
dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki pengetahuan mengenai
cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung
input produksi, proses produksi, dan pasca-produksi. Hadirnya
BUMDes dalam hal ini menjadi jawaban atas permasalahan-
permasalahan tersebut, yang diharapkan mampu menjadi motor
penggerak ekonomi desa.

Di Yogyakarta misalnya, tumbuh subur desa-desa wisata, seperti di
Gunung Kidul dan Kulon Progo, serta desa wirausaha di Bantul yang
kian dikenal publik. Begitu pula di Jawa Tengah, seperti di desa
Ponggok, Klaten, yang beberapa tahun terakhir membentuk tren desa
wisata yang viral di media sosial. Umumnya diawali dari pembangunan
fisik infrastruktur sambil meletakkan dasar-dasar meningkatkan
ekonomi masyarakat desa.

Banyak contoh pengelolaan desa sukses di tengah banyaknya iaju
desa yang jalan di tempat atau malah tertinggal. Kolaborasi para pihak
menjadi kunci, selain keberadaan tokoh lokal sebagai eksekutor dan
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pengarah. Desa Pujon Kidul salah satu contohnya. Desa di Kecamatan
Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu dulu tidak dikenal. Kini ia
tenar sebagai tujuan wlsata Iculiner, agrowisata, dan swafoto yang unik.
Setiap akhir pekan ada 3.000an pengunjung dan sekitar 500
pengunjung di hari kerja. BUMDes Pujon Kidul ini memiliki enam
unit usaha. Sejak 2017, warga mendirikan Kafe Sawah di atas tanah
kas desa seluas 8.500-meter persegi, plus lahan parkin Usaha kafe ini
mampu menampung 80 karyawan lokal. Dalam satu tahun, kafe
tersebut memberi pemasukan Rp. 75 juta. Itu belum warung di
sekitarnya yang diatur peraturan desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian,
termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah
membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman
usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung
ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang
mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan
sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah
dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim
perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di
tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi
yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena
adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas
pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin
penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua
tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata
dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara
dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama
dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya



itubelum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan
bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi
pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas
dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin
ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi
di pedesaan tidakberjalan efektifdan berimplikasi pada ketergantungan
terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat
kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa
mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan
iahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi
yang dilakukan dengan caramenghimpun dan melembagakan kegiatan
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan
pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan
menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui
pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat desa yaitu BUMDes sebagai salah satu program andalan
dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha
peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa,
yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah
dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat
dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola
secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal
ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktifdan efektif. Ke
depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang
sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi
masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keterlibatan banyak pihak ke desa selama mengikuti gerak
kemajuan masyarakat. Misalnya, ada perusahaan yang ingin



membantu sebuah desa, maka tidak seenaknya membuat program
sendiri. Harus melihat dokumen perencanaan yang dimiliki desa
tersebut. Pada kasus ini, Undang-Undang tenrang Desa telah
menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Sebagai
subyek, masyarakat desa berwenang memetakan persoalan mereka,
merencanakan program pembangunan mengatasi persoalan, serta
mengontrol pelaksanaan program.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut

Permendagri No. 39 Tahun 2010 rentang BUMDes adalah usaha desa
yang dibentuk/didirikan olehpemerintah desa yang kepemilikan modal
dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan
kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan
desa danmasyarakat, pemerintah desa dapatmendirikan BUMDes sesuai
dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan
BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa,
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan
pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang
merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak
akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk
menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Salah satu
indikator dari suksesnya program BUMDes adalah terciptanya
kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai
pengaruh BUMDes dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat
desa ke depannya harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengukur
sejauhmana keberhasilan program BUMDes.



BAGIAN 1

BUMDES SEBAGAI GERAKAN SOSIAL

MASYARAKAT DESA

Kohani Budi PrihaM dan Nurhadi Wijono^

1. Pendahuluan

Desa merupakan ujung tombak pembangunan bangsa karena sebagian
besar penduduk Indonesia masih tinggaJ di desa. Dengan membangun
desa, penduduk yang tinggal di desa akan terangkat kesejahteraannya.
Selama ini, dalam Hal penyediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, air
bersih, sarana kesehatan dan pendidikan, umumnya penduduk desa
selalu tertinggal jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di
perkotaaan. Ditambah fagi dengan sempitnya lapangan pekerjaan di
desa, kondisi ini kemudian mendorong penduduk untuk mencari
pekerjaan di kota sebagai pekerja musiman atau sebagai pekerja sektor
informal.

Desa juga merupakan unit terkedl dari negara yang berhubungan
langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan aparat
pemerintah. Dalam UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya
disebut dengan UU Desa) telah disebutkan bahwa desa merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

' Peneliti Madj^padaPusatPenelitian (Puslit) Badan Keahlian DPR RI.
^Pencliti pada Lembs^ Demografi, Fakultas Ekonomi danBisnis, Universitas Indonesia.
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(NKRI). Kepala desa sebagai wakil pemerintah di tingkat paling bawah
memiliki tanggung jawab agar masyarakatnya sejahtera dengan berbagai
program pembaiigunan di desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satu
cara yang bisa dilakukan adalah melalui program kewirausahaan
(entrepreneurship) dalam bentuk BUMDes. BUMDes merupakan
program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi negara
Indonesia terutama di desa.

Defmisi BUMDes menurut UU Desa adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui

penyertaan secara iangsung yang berasal dari kekayaan desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya
BUMDes ini diharapkan masyarakat memperoleh manfaat melalui
kegiatan yang dilakukan BUMDes seperti simpan-pinjam, pengelolaan
air bersih, pengelolaan sampah, penyediaan saprodi (bibit, pupuk, obat
hama dan peralatan pertanian), pemasaran produk pertanian dan
sebagainya.

Menurut Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) hingga Juli 2018,
jumlah BUMDes di seluruh Indonesia sudah mencapai 35 ribu dari
74.910 desa di Indonesia. Jumlah tersebut lima kali lipat dari target
Kemendesa PDTT yang hanya mematok 5000 BUMDes.^ Namun,
tidak semua BUMDes yang terdaftar aktif melakukan kegiatan.
Penelitian di Jambi, misalnya, dari 349 BUMDes yang terdata hanya
193 BUMDes (55%) yang aktif dan sisanya 156 BUMDes tidak aktif
lagi.'* Di Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), sejak tahun 2016 telah

^Lihat http://www.berdesa.com/itiformasi-lengkap-tentang-BUMDes-yang-harus-anda-
ketahui/

^Syaputra, et al2017. Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi
danKemandirian Masyarakat Di Provinsi Jambi, Laporan Penelitian, tidak diterbitkan.
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berdiri sebanyak4l9 BUMDes, namun yang aktif tinggal 21 BUMDes
(5%).'' Kebanyakan BUMDes yang tidak aktif dikarenakan hanya
mengharapkan bantuan modal dari dari dana desa acau aJokasi dana
desa canpa didasari adanya visi dan business pkn yang jelas.

Meskipun pembentukan BUMDes barus melalui musyawarah desa,
tapi di sisi Iain modal BUMDes berasal dari kekayaan desa sebingga
peran kepala desa di sini menjadi penting bagi kelangsungan BUMDes.
Pertanyaannya adalah, mungkinkah BUMDes mampu menjadi
sebuah gerakan masyarakat yang mendorong perubahan sosial di desa?
Bisakah BUMDes menjadi pelopor dan penggerak ekenomi di desa
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Tulisan ini berusaha
menyoroti permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes
berdasarkan studi kasus dan penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Landasan hukum

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong
pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan
kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup
desa mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa.
Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah melalui BUMDes.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa inilah yang
kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007).

Beberapa di antara tujuan UU Desa ini antara lain pertama,
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan

Puguh Budiono. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen
Kecamatan Kanor",/ur/7a/Po//f/A-M;d!3,Vol. 4No. l,Januari -Maret2015, 116-125.
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bagi seluruh rakyai Indonesia. Kedua, mendorong prakarsa, gerakan,
dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset
desa guna kesejahteraan bersama. Ketiga, meningkatkan pelayanan
publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan
kesejahteraan umum. Keempat, memajukan perekonomian masyarakat
desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Kelima adalah
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh untuk menjalankan
pemerintahannya, pemerintah desa harus mencari sendiri dana desanya
untuk mengembangkan desanya. Dalam Pasal 72 Undang-undang
No. 6 Tahun 2014 telah disebutkan beberapa sumber pendapatan desa
yaitu pendapatan asH desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong-royong, dan Iain-lain pendapatan asli desa;
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; Alokasi Dana Desa
yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak
ketiga; dan Iain-lain pendapatan desa yang sah. Akan tetapi tidak
semua sumber dana desa bersumber dari yang disebutkan di atas
menguntungkan bagi desa, dana yang dianggarkan tidak sepenuhnya
dapat berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, pemerintah harus
memikirkan dan mencari jalan keluar agar dapat menambah sumber
pendapatan desa tersebut. Salah satu caranya desa harus memaksimalkan
Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
ada di desa tersebut, sehingga sumber pendapatan yang didapat dari
SDA dan SDM tersebut dapat dimasukkan dalam kas desa. Suatu desa
dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki
kemampuan keuangan desa yang berarti desa tersebut memiliki
kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber
keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk
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membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan tinglcat ketergantungan
kepada bantuan pusat dan daerah yang rendah. Akan tetapi sumber
pendapatan kas desa yaitu karena bantuan yang besar berasal dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga apabila
mengandalkan pendapatan asli desa tidak dapar perkembangnya
insfrastruktur desa tersebut.

AJokasi Dana Desa (ADD) muncul menjadi isu yang sangat 'seksi'
dalam panggung kampanye pemilihan iegislatifdan pemilihan presiden
2014, karena partai-partai politik dan kedua calon presiden
menjanjikan anggaran desa sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 14 miliar.
Tentu bagi beberapa desa di Indonesia yang berjumlah 74.910 desa,
jumlah rupiah yang akan dikucurkan tersebut bisa dibilang bukan
jumiah yang kecil. Jika benar satu desa akan mendapatkan kucuran
dana 1 miliar rupiah, maka harus dialokasikan dana APBN sekitar
Rp. 73 triliun untuk desa. Kucuran dana yang besar ke desa tentu
akan berpengaruh besar pada perubahan wajah desa. Tidak hanya
infrastruktur, tetapi program-program penguatan ketahanan ekonomi
masyarakat juga bisa dikembangkan. Desa akan menjadi basis
pembangunan. Desa akan menjadi wilayah otonomi yang terkait
langsung dengan kehidupan warga. Untuk mengubah desa menjadi
basis ekonomi harus diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal
dan tanggung jawab perangkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya
pendampingan terhadap perangkat desa agar mengetahui bagaimana
memanfaatkan dana desa untuk kepentingan cransformasi sosial
di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga
harus dibangun berdasarkan prinsip transparasi dan akuntabilitas.
Pendampingan perangkat desa dan mekanisme pengawasan
pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum
dana desa disalurkan.

Dalam UU NO. 6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan ayat (1),
disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:
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1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong royong, dan Iain-lain pendapatan asli desa.

2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;

3. Bagian dari hasi! pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/
kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota; paling sedikit 10%
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/
Kota;

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam UU Desadisebutkan,desadapatmendirikan BUMDes yang
digunakan untuk mengatur dan menggerakan perekonomian sesuai
dengan potensi dan kebutuhan desa. Pada dasarnya pendirian dan
pengelolaan BUMDes sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi
produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu
membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar dapat
memaksimaJkan potensi desa.

Ada empattujuanpenting pendirian BUMDes yaitu a.meningkatkan
perekonomian desa; b. meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
c. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat; dan d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi desa. Untuk bisa mencapai empat tujuan
BUMDes di atas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi
kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan
barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa.
Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada
non-anggota (pihak luar desa) dengan menempatkan harga dan
pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme
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kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan
disrorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

Menurut Peracuran Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi No. 4 tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan berbagai
jenis usaha yang disesuaikan dengan kondisi potensi desa dan atas
persetujuan musyawaran desa yaitu:

a. Bisnis Sosi^il/Serving

BUMDes dapat memberikan pelayanaan kepada masyarakat sesuai
dengan potensi dan kemampuan BUMDes dan memperoleh
keuntungan finansial. Jenis bisnis sosial ini misalnya pengelolaan
air minum, hstrikdesa, lumbungpangan, pengolahan sampah dan
sebagainya.

b. Bisnis Keuangan/Banking

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan {fmaiida} business)
yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang
dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, misalnya memberikan
akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oieh masyarakat
desa. Bisnis keuangan dengan bunga ringan diharapkan dapat
menghilangkan rentenir yang mencari nasabah di desa-desa.

c. Bisnis Penyewaan//?e/7f//3^

BUMDes dapat menjalankan usaha penyewaan untuk melayani
kebutuhan masyarakat desa misalnya penyewaan alat transportasi/
traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah
milik BUMDes dan lainnya.

d. Lembaga Veram^rsL/Brokering

BUMDes dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan
jasa pelayanan kepada warga, misalnya jasa perantara hasil bumi
dari petani ke pasar sehingga memperpendek tataniaga dan
menguntungkan petani, jasa pembayaran listrik, pasar desa
untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, jasa
pelayanan lainnya.
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e. Perdagangan/Trading

BUMDes dapat menjalankan usaha penjualan barang yang
dibutuhkan masyarakat yangselama ini ridakbisadilakukan warga

secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan pompa bensin
bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes dapat mendirikan
pabrik es pada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es

dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan
mereka, perdagangan hasil pertanian, sarana produksi pertanian,
sumur bekas tambang, dan lainnya.

f. Usaha Holding

BUMDes dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari
unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. Misalnya,

BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya
pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang

dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu, pengembangan kapal
desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan"kecil agar
usahanya menjadi lebih ekspansif dan sebagainya.

Menentukan jenis usaha bagi BUMDs harus melibar masyarakat
melalui musyawarah desa. Cocok dan tidaknya sebuah unit usaha
sehingga sebuah desa melakukan pendirian BUMDes tidak bisa
didasarkan atas suka atau tak suka melainkan melihat potensi dan
kebutuhan warga desa. Maka sebelum memutuskan untuk bergerak

pada tipe tertentu BUMDes harus melakukan survei dan identifikasi
potensidesa. Soalnya, BUMDes harus mampu menyediakan jugaruang

partisipasi bagi warga karena lembaga ini pada dasarnya milik warga.
Jangan sampai kepala desa untuk membentuk BUMDes ini hanyalah
kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa tersebut.

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan
lembaga ekonomi komersial pada umumnya {PKDSP, 2007), yaitu:
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a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dan masyarakat

(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);

c. Operasionallsasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari
budaya lokal {local wisdom)-,

d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil
informasi pasar;

e. Keumungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui
kebijakan desa {villagepolicy)-,

f. Difasilltasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten, dan pemerintah desa; dan

g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,
BPD, anggota).

Pada dasarnya BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan
dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi
desa" adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan
kebutuhan pokok; tersedianya sumber daya desa yang belum
dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat
permintaan di pasar; tersedia sumber daya manusia yang mampu
mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian
masyarakat; adanya uni-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi
warga masyarakat yang masih dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi. Singkatnya, BUMDes merupakan wahana bagi
masyarakat desa dalam menjalankan usahanya di desa seperti.

Keberadaan BUMDes ini diharapkan menstimulasi dan
menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Filosofi BUMDes
harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan selfhelp upaya
memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes
akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber
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pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di
mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

3. BUMDes sebagai Gerakan Sosial

Gerakan sosial {socialmovemenc) didefinisikan gerakan suatuorganisasi
atau kelompok orang yang bermaksud mengadakan perubahan
terhadap struktur sosial yang ada. Gerakan sosial dibedakan menjadi
dua istilah yaitu aksi {action) dan kolektif{collective) Wiggins (1994)/'

Aksi ini dibagi lagi menjadi:

Aksi sipil (c/V//acr/o/i5),

Aksi protes {protest actions),

Aksi menghalangi-halangi {obstruction actions), dan

Aksi kekerasan {violant actions).

Perilaku kolektif yang dilakukan leblh satu orang dibedakan
menjadi 3 hal yaitu:

Organisasi {organizations): gerakan sosial bisa dari organisasi
tunggal atau jaringan beberapa organisasi. Organisasi yang
bertujuan mengubah disebut organisasi gerakan sosial {social
movement organizationlSMOs),

Kelompok dengan ciri-ciri tertentu yaitu gerakan sosial lebih
didasarkan oleh kategori yang sama atau sejenis, misalnya gerakan
v/2LYnidJfeminist, gerakan kulit hitam pekerja dan lainnya,

Crowd (kumpulan orang banyak): gerakan sosial dari orang-
orang yang berkumpul bersama pada waktu terbatas untuk
mempertanyakan atau protes pada isu atau masalah tertentu.

6 Seperti dikutip dalam Power Point"Perubahan Sosial Melalui Gerakan Sosial" http://
alhada-fisipl l.web.unair.ac.id/ diakses 2 Oktober2018
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Gerakan masyarakat yang cenderung politis melibatkan aksi
termasuk aksi kekerasan dan berorieniasi kelas menurut Rahmat (2014)

disebut sebagai gerakan masyarakat lama. Gerakan sosial baru merujuk
pada suatu konsep yang bersifat kultural, tidak melibatkan aksi
massa, lebih dekat dengan isu sehari-hari, misalnya masalah air bersih,
jalan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang dihadapi oleh
sekelompok masyarakat.

Gerakan sosial dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menyebut
kelompok masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi melalui
perubaban sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki. Dua karakteristik dari perubaban sosial yaitu adanya
tindakan kolektif serta adanya orientasi menuju pada perubaban sosial
yang dikehendaki.

BUMDes dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial jika
dikembalikan pada filosofinya bahwa, BUMDes sebagaimana
tercantum dalam UU Desa, pendiriannya disepakati dalam musyawarah
desa dan BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan. BUMDes adalah organisasi yang didirikan atas
dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama

dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Keterlibatan

sekelompok masyarakat yaitu masyarakat desa menentukan keberadaan

BUMDes. BUMDes yang berhasil umumnya melibatkan partisipasi
masyarakat dan kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas.

Hasil penelitian di bawah ini menggambarkan keberhasilan
BUMDes yang dikelola oleh pemimpin yang memiliki visi yang kuat
dan dukungan yang solid dari masyarakat menentukan keberhasilan
BUMDes:
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a. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kabupaten Klaten

BUMDes TirtaMandiri Desa Ponggok adaiah salah satu BUMDes yang
maju dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Pada tahun
2014 saja, pendapatan asli Desa Pon^ok yang dihasilkan dari hasil
usaha BUMDes Tirta Mandiri sebesar Rp. 350.000.000,-. Dengan
keberadaan BUMDes ini, Desa Ponggok bertransformasi menjadi
desa mandiri.

Jenis-jenis usaha yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri meUputi
pengeloaan air bersih, perikanan, pariwisata, perkreditan, kios kuliner
dan mini market. Sejak terbentuk pada tahun 2009, BUMDes Tirta
Mandiri telah mampu menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri,
yang dibuktikan dengan besaran pendapatan bersih tahun 2014 atau
dari neraca sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp. 140.388.300,-
. BUMDes Tirta Mandiri juga berkontribusi terhadap perkembangan
infrastruktur desa serta bantuan sosial dan permodalan seperti
pembangunan kantor Desa Ponggok, pemberian bantuan sosial seperti
program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa, program
pemberian bantuan dalam iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang
belum terdaftar dalam Jamkesmas, serta bantuan permodalan bagi para
pengusaha UMKM. BUMDes Tirta Mandiri dapat berjalan efektif
sejak adanya peningkatan yang siginifikan dari pemasukan tiket masuk
Umbul Ponggok yang mulai meningkat pada tahun 2013 dan sejak
itu pendapatan BUMDes Tirta Mandiri juga mengalami peningkatan
yang signifikan. Dari pemasukan pariwisata Umbul Ponggok tersebut,
BUMDes Tirta Mandiri mulai berkembang dan membangun usaha-
usaha lain dengan melibatkan masayarakat, seperti keterlibatan
masyarakat dalam penanaman modal (saham), dan masyarakat berperan
sebagai investor.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No. 21 Tahun
2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 19 disebutkan bahwa
BUMDes dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa
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untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara
cransparan, akuntabel, partisipatif berkelanjutan dan akseptabel. Agar
prinsip-prinsip tersebut bisa tercapai, harus cerdapat suatu pengawasan
karena peranan pengawasan dalam suatu organisasi muncul sebagai
hal yang sangat penting, artinya apabila dalam kehidupan organisasi
terjadi suasana ketidaktertiban, dengan adanya pengawasan dapat
diperbaiki dan ditingkatkan.

Berdasarkan Perda tersebut, jeias sekali bahwa pendirian BUMDes
di Kabupaten Klaten adalah dalam rangka: (a) menggali sumber
pendapatan asli desa; (b) menumbuhkembangkan perekonomian; dan
(c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada
nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan (Perda 21/2013).

Lembaga ekonomi ini tldak lagi didirikan atas dasar instruksi
pemerintah, tetapi lebih didasarkan pada keinginan masyarakat desa
yang berangkat dari adanya potensi ekonomi desanya yang jika dikelola
dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

b. BUMDes "SEJAHTERA" di Desa Bleberan, Kabupaten
Gunungkidul DF

Desa Wisata Bleberan yang dikenal dengan ikon AirTerjun Sri Gethuk
dan Gua Rancang, sebelumnya merupakan dukuh yang terpelosok,
dengan angka kemiskinan tinggi dan kondisi perekonomian yang
tertinggal dibanding dengan dukuh sekitarnya. Namun, desa tersebut
kini telah menjadi salah satu objek wisata primadona di Kabupaten
Gunungkidul. Keberhasilan ini karena kontribusi BUMDes dalam
mengelola tempat di desa tersebut. 27 BUMDes yang adadi Kabupaten
Gunungkidul, BUMDes Bleberan telah mampu menjadikan Bleberan
sebagai desa wisata terbaik tahun 2015 tingkat Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY).

^Fajar Sidik. 2015."Menggali Potensi Lokal, Mewujudkan Kemandirian Desa",yurnaV
Kebijakan & Adminisrrasi Publik, Vol 19 No 2 - November 2015.
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Pendirian BUMDes "SEJAHTERA" di Desa Bleberan secara resmi

dikukuhkan dengan adanya Surac Keputusan Kepala Desa Bleberan
Nomor 06/ KPTS/2009 tcntang BUMDes. PenyusunanAiiggaraji Dasar

dan Angaran Rumah Tangga (AD-ART) BUMDes "SEJAHTERA" di
Desa Bleberan dilakukan oleh pemerintah desa beserta lembaga yang
ada di desa. BUMDes ini tidak hanya hadir sebagai institusi ekonomi,

tetapi juga dapat dijadikan sebagai institusi jembatan sosial warga
masyarakat. Dengan demikian, BUMDes dapat dijadikan sebagai wadah
dalam mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan desawisata.

DesaBleberan memiliki potensi sumberdaya alam dan budaya lokal
yang potensial untuk dikembangkan sebagai tempat wisata antara lain
Gua Rancang Kencono, AirTerjun Sri Gethuk, AirTerjun Slempret,
Tebing Indah, Situs Purbakala, Bumi Perkemahan, Hutan Masyarakat,
dan wisata pendidikan pembangkit tenaga surya. Desa Bleberan
memiliki potensi untuk wisata religi atau budaya seperti upacara ritual

nyadraih upacara cumpeng robyong, dogerpanggah jad, ceog, hadrah,
dan shalawatan.

Pada awal pengembangan BUMDes yang-ada di Desa Bleberan
berfokus pada masalah yang dihadapi warga yaitu air bersih. Setelah
air bersih bagi warga terselesaikan BUMDes "SEJAHTERA"
mengembangkan dan mengelola desa wisata. Proses merealisasikan/
membentuk Desa Wisata Bleberan berjalan sangat alot melalui proses
yang panjang karena mendapat pertentangan dari para tokoh agama
setempat yang tidak setuju desanya menjadi desa wisata, karena dengan
menjadi desa wisata akan banyak menerima kunjungan tamu dan
dikhawatirkan dapat merusakan tradisi masyarakat. Namun dengan
upaya negosiasi secara kekeluargaan yang ditempuh oleh Pemerintah
Desa setempat, desa wisata tersebut akhirnya terwujud. BUMDes
"SEJAHTERA" sendiri saat ini telah memiliki tiga unit usaha yakni
Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Pengelolaan Air Bersih
(PAB) dan Pengelolaan Desa Wisata.
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Secara ekonomi keberhasilan BUMDes "SEJAHTERA" dapat
dilihat dari neraca keuangan BUMDes hingga 31 Desember 2014
dengan pemasukan sebesar Rp. 1.164.515.474,- dan laba sebesar
Rp. 394.319.383,-. Adapun keuntungan BUMDes yang dialokasikan
untuk PADes sebesar Rp98.579.846,00 tahun 2014. Sebelum ada

BUMDes PADes hanya Rp 5 juta.

Dalam penyerapan tenaga kerja, BUMDes "SEJAHTERA"
mampu menyerap tenaga kerja baik dari masyarakat umum maupun
Karang Taruna sebanyak 74 orangyang berstatus sebagai pegawai tetap
dengan penghasilan Rp. 35.000,- hingga Rp. 50.000,- per-hari sesuai
dengan jabatan dan lugasnya. BUMDes unit wisata tersebut juga
mampu merekrut tenaga bantu pada saat jumlah wisatawan mengalami
kenaikan terutama di musim liburan dan hari raya dengan besaran
upah berkisar minimal Rp. 35.000,- per-hari.

Multiplier effect dari desa wisata iniselain penyerapan tenaga kerja,
juga menghidupkan usaha kecil (kios dan warung) yang melayani
pengunjung. Jumlah kios yang dibangun secara permanen ada 15buah
kios, dan terdapat sekitar 44 pedagang di lokasi wisata Gua Rancang
Kencono dan Sri Gethuk yang tergabung dalam satu paguyuban yang
berasal dari masyarakat lokal.

c. BUMDes Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kab Gunung Kidul®

Secara resmi BUMDes Karangrejek didirikan pada tahun 2008 dengan
prakarsa dari masyarakat desa Karangrejek bekerja sama dengan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Provinsi DIY.
Kebutuhan untuk mendirikan BUMDes dilandasi dari masalah bersama

yang dihadapi oleh masyarakat desa yaitu kekeringan yang melanda
desa, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Pendirian

^DantikaOvi EraTamadan Yanuardi. DampdkBadan Usaha Milik Desa(BUMDes)
Bagi Kese/ahreraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul. Tersediadi http;//eprints.un)'.ac.id/21714/9/9.RINGKASAN.pdf
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BUMDes ini mendapatkan dana dari pemerintah kabupaten setelah
mengajukan proposal. Kemudian dana tersebut dikelola seluruhnya
oleh masyarakat desa dengan bantuan dari pemerintah desa.
Masyarakat berpartisasi dan bergocong royong membangun sarana air
bersih yang memberi dampak bagi kehidupan masyarakat Desa
Karangrejek.

Sejak didirikan BUMDes yang mengelola air bersih sudah banyak
konsumen yang menggunakan layanan tersebut, dan sampai sekarang
jumiah konsumen terus meningkat. Jumiah konsumen yang terus
bertambah ini akan meningkatkan pendapatan BUMDes yang pada
gilirannya meningkatkan laba BUMDes. Dalam hal partisipasi
masyarakat, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk
berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Keterlibatan
masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan
pembangunan dilaknkan dengan meilbztkiLn stakeholder dz\am
masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat memegang peran
penting unmk mcndistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan
ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh masyarakat
untuk terlibat dalam gotong-royong dalam membangun. Partisipasi
masyarakat saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur air bersih
dilakukan dengan bergotong-royong di lingkungan RT mereka.
Dengan selesainya pembangunan sarana air bersih, masyarakat turut
berpartisipasi dengan menjadi konsumen penggunaan air bersih.

BUMDes Desa Karangrejek mengelola banyak unit usaha. Salah
satunya adalah BUMDes Tirta Kencana yang bergerak di bidang
pengelolaan air bersih. Kini dengan hadirnya BUMDes warga
Karangrejek sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan
akan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, BUMDes Desa
Karangrejek juga mengelola kredit mikro atau simpan-pinjam yaitu
Usaha Kredit Mikro (UKM), Jasa Pengelolaan Usaha Desa (JPUD),
dan masih banyak unit-unit usaha yang ada di dalamnya namun belum
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semua berjalan dengan efektif. Pemerintah desa berharap dengan
hadirnya BUMDes ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Masyarakat Desa Karangrejek, sebelum BUMDes berdiri,
kondisinya jauh dari sejahtera, kemiskinan ada dimana-mana. Angka
kemiskinan mencapai 68,8% pada tahun 1993 sehingga desa ini
ditetapkan sebagai desa IDT (Inpres Desa Tertinggal). Upaya
menurunkan kemiskinan terus dilakukan, namun belum semua

masyarakat merasakan kesejahteraan. Setelah adanya kebijakan
BUMDes dan BUMDes Desa Karangrejek berdiri, kondisi masyarakat
mulai ada perubahan. Pengembangan BUMDes di desa ini telah
membuka peiuang usaha bagi masyarakat. Misalnya industri rumah
tangga (home industry) seperti tahu, tempe, toge, dan usaha perikanan
yang sangat meningkat. Pada tahun 2011 sampai tahun 2012 sebanyak
lebih dari 800 pekerja kini terUbat kegiatan home industry. Dengan
demikian pengangguran di Desa Karangrejek jauh berkurang dan
ekonomi desa meningkat. Secara umum kesejahteraan masyarakat dari
tahun 2008 sampai 2011 mengalami peningkatan.

Melalui BUMDes dengan unit usaha pengelolaan air bersih,
masyarakat yang sebelum dibentuk BUMDes mengalami kekeringan
dan kekurangan air bersih yang menyebabkan gangguan kesehatan,
sekarang kebutuhan air telah tercukupi bahkan meUmpah. Masyarakat
tidak perlu berjalan kaki jauh untuk mendapatkan air. Pada musim
kemarau panjang pun, masyarakat tetap masih bisa mendapatkan air.
Air tetap mengalir di rumah masyarakat. Begitu pula kebutuhan untuk
minum, memasak, dan mandi pun sudah tercukupi. Hewan ternak
pun tidak lagi mengalami penyakit akibat kekurangan air dan
langkanya rumput. Secara tidak langsung, masyarakat juga merasakan
dampak dari pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang
berasal dari dana BUMDes yang 20% dari keuntungannya dialokasikan
kepada pendapatan desa. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di
desa bisa dibangun, seperti pengaspalan jalan desa, dtainase, pagar
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pekarangan, gapura pintu masuk, gardu ronda, sanicasi, pembangunan

jaringan air bersih, pembangunan balai padukuhan dan balai desa.

Dari sisi ekonomi, pada tahun 2011 keuntungan BUMDes
Karangrejek mencapai Rp. 184 juta. Angka ini menyumbang hampir

sepertiga dari pendapatan asli desa. Seluruh kebutuhan dana bagi
pengembangan Desa Karangrejek diperoleh dari BUMDes
Karangrejek.

Manfaat dari kegiatan BUMDes di Karangrejek dari sisi ekonomi

bagi masyarakat. Manfaat kegiatan ini terhadap aspek ekonomi
pedesaan, antara lain:

Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak
terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar,-
antara lain:

Kegiatan pembangunan sumber dzya masyar^t desa -

Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat

Penyerapan tenaga kerja lokal

Penyuluhan dan pelatihan mengenai pertanian, kesehatan dan
pengelolaan BUMDES.

d. BUMDes Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor dan BUMDes
Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro^

Di Kabupaten Bojonegoro pendirian BUMDes ada payung hukumnya
yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 dan di tingkat desa

' PuguhBudiono. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Mililc Desa(BUMDes)
di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu danDesa Kedungprimpen
Kecamatan Kanor)",/urna/Po/ff/^Mut/a, Vol. 4 No. I.Januari - Marer 2015, 116-125



Rohani Budi Prihatin dan Nurhadi Wiyono 23

menggunakan payung hukum peraturan desa. Dalam Perda disebutkan
pembentukan BUMDes harus dilakukan berdasarkan Musyawarah
Desa yang dihadiri masyarakat dan pemerintah desa. Melalui
musyawarah tersebut, akan menjaring semua aspirasi baik dari
masyarakat maupun pemerintah desa dalam mendirikan BUMDes.
Dalam Perda tersebut juga disebutkan keuntungan BUMDes
dialokasikan untuk Pendapatan Ash Desa. BUMDes diharapakan dapat
meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat desa serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa melakukan pendampingan dan pelatihan kepada
pengurus BUMDes. Pelatihan bagi pengelola BUMDses adalah
manajemen dan strategi menentukan jenis usaha BUMDes.

BUMDes di Desa Kedungprimpen berdiri sejak tahun 2006.
BUMDes ini merupakan lanjutan dari usaha desa yang telah ada sejak
tahun 1994. Usaha desa bergerak di bidang pengairan lahan pertanian
milik warga desa. Latar belakang pembentukan usaha desa tersebut
adalah kurang maksimalnya hasil pertanian ketika musim kemarau.
Waktu itu pihak pemerintah desa bekerja sama dengan pihak
pengusaha dalam kegiatan pompaisasi untuk mengairi sawah warga
dengan sistem bagi hasil kepada pemerintah desa. Sayang, hasilnya
kurang maksimal karena pendapatan yang diperoleh dari hasil
pembagian dengan pihak pengusaha terhadap pemasukan PADes kecil.
Kondisi ini mendorong kepala desa bersama para pamongnya untuk
mengelola usaha ini secara mandiri oleh pihak desa lanpa melibatkan
swasta. Pelaksanaan usaha pompanisasi pada awalnya melibatkan
masyarakat untuk permodalannya. Pemerintah desa mengajak
masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola dan menjalankan
usaha desa tersebut. Kesamaan visi antara pemerintah desa dan
masyarakat yaitu agar hasil panen lebih baik memunculkan gagasan
pengelolaan usaha pompanisasi lewat BUMDes. Pelibatan masyarakat
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dalam usaha pengairan/pompanisasi ini terbilang berhasil apabila
melihat hasil panen meningkat dan pemasukan bagi pendapatan asli
desa juga meningkat yang bergima untuk pembangunan desa. Adanya
kesamaan kepentingan antara pihak pemerintah desa melalui kebijakan
BUMDes dan masyarakat desa mendorong keberhasilan BUMDes,
meskipun jauh sebelum ada kebijakan tersebut telah berdiri usaha desa.

Pembentukan dan pemilihan pengelola BUMDes di Desa
Kedungprimpen dilakukan melalui Musyawarah Desa. Pemilihan
pengurus BUMDes yang adadi Desa Kedungprimpen melalui seleksi
yang dilakukan oleh pemerintah desa di setiap dusun. Hal tersebut
untuk menjaring sumber daya manusia yang lebih baik serta untuk
menghindari kecemburuan antar-dusun. Pemilihan secara terbuka ini
juga untuk menunjukkan transparansi sehingga tidak menimbulkan
kecemburan di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan BUMDes dievaluasi oleh pemerintah desa
Kedungprimpen setiap minggu. Tujuan evaluasi mingguan-ini adalah_
untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengurus
BUMDes dan mencari solusi bersama. Dengan evaluasi tersebut dapat_
diketahui perkembangan pelaksanaan program BUMDes. Selain
evaluasi mingguan tersebut, evaluasi juga dilaksanakan setiap bulan dan
juga setiap tahun melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh
pemerintah desa. Melalui evaluasi, pemerintah desa Kedungprimpen
bisa menjadi pengawas dan membantu dalam menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes tersebut.

Secara ekonomi, dengan adanya BUMDes ini telah memberikan
kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 11.450.000,- pada tahun
2011 dan Rp. 16.200.000,- pada tahun 2012 dari usaha pompanisasi.

Kondisi yang berbeda dialami oleh BUMDes Desa Ngringinrejo.
BUMDes ini berdiri tahun 2011 sebagai respon adanya kebijakan
BUMDes di Kabupaten Bojonegoro. Jenis usaha yang dijalankan adalah
simpan-pinjam. Sayangnya, sejak berdiri sampai dengan tahun 2013,
BUMDes ini belum mampu memberikan pemasukan kepada kas desa.
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Keuangan BUMDes Desa Ngringinrejo pada awal berdiri sejumlah
Rp. 37.000.000," dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 41.560.000,-
dari hasil usaha simpan-pinjam. Penyebab BUMDes tidakmemberikan
pemasukan pada Pendapatan Asli Desa karena ada kepentingan
individu terkait dengan pengelolaan potensi ekonomi yang terjadi di
desa Ngringinrejo yang membuat pelaksanaan BUMDes di desa
tersebut tidak bisa berjalan sesuai harapan. Penguasaan potensi ekonomi
yang dilakukan oleb kepala desa yang menjabat adalah pengelolaan
saluran irigasi sawah pertanian. Ada konflik kepentingan antara
kepala desa dan BUMDes ketika BUMDes berusaha memperluas jenis
usaha ke arah pompanisasi pengairan sawah. Pengelola BUMDes
mengalami kesulitan ketika mengusulkan pelebaran jenis usaha
pengairan. Usaha untuk memperluas jenis usaha mengalami jalan buntu
berbentuan dengan pengelolaan saluran irigasi milik kepala desa.

e. BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak
Kab. Kerinci'°

Desa Dusun Dalam merupakan salah satu desa yang termasuk dalam
wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Kondisi
demograPi penduduk Desa Dusun Dalam berjumlah 260 KK, bila
dilihat darikesejahteraannya, mayoritas berada padakondisi Prasejatera
(81 KK), Sejahtera 1 (69 KK) dan Sejahtera 2 (50 KK), mayoritas
penduduk Desa Dusun Dalam bekerja pada sektor pertanian dan
perdagangan/wiraswasta.

Pendirian BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam berawal

dari usaha simpan-pinjam dalam bentuk koperasi yang berdiri sekitar
tahun 1990, namun dalam operasional kegiatannya belum berjalan
secara maksimal dan selalu mengalami kerugian. Kemudian koperasi
simpan-pinjam tersebutdileburmenjadisalah satu unit usahaBUMDes.

'"M. Rialdi S)^putra, Asnelly Ridha Daulay, Elwamendri. 2017. Mode!Pengembingm
BUMDes GunaMeningkatkanlnovasidanKemandirisnMasyarakatdiProvinsiJambL Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi.
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Alasan lain pendirian BUMDes adalah permasalahan masyarakat
terutama petani yang hasil pertaniannya selalu dipermainkan oleh

tengkulak dalam hal harga haMl-ka&il pcruaiaii, sepcrci padi, kopi»
coklat. Pendirian BUMDes ditetapkan melalui Peraturan Desa Dusun
Dalam No. 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa Karya Dermawan. Dalam peraturan desa
tersebut juga terdapat AD/ART Badan Usaha Milik Dusun. Kemudian
untuk menjalankan roda organisasi BUMDus Karya Dermawan

tersebut dibuatlah Surat Keputusan DesaDusun Dalam Nomor4l2.6/
OlO/Kep.DD/2014 Tahun 2014 Tentang Susunan Pengurus Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan.

Tujuan pembentukan BUMDes Karya Dermawan adalah untuk
menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk
peningkatan pendapatan masyarakat, baik perekonomian yang
berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat,
seperti lembaga ekonomi adat dan kegiatan/proyek dari Pemerintah-
dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada masyarakat Desa
Dusun Dalam. Hasil keutungan BUMDes diharapkan dapat_
meningkatkan pendapatan asli desa, menciptakan lapangan kerja,
menghindarkan masyarakat desa dari pinjaman bunga tinggi,
meningkatkan peranan masyarakat dalam mengelola bantuan modal,
meningkatkan kebiasaan bergotong-royong, mendorong kegiatan
ekonomi masyarakat, mendorong usaha sektor informal untuk
menyerap tenaga kerja, meningkatkan kreativitas berwirausaha dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Karya Dermawan
bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, serta keuangan yang
mempunyai wilayah kerja di wilayah Desa Dusun Dalam dengan
tujuan agar semua kegiatan-kegiatan ekonomi desa dapat terlembaga
dalam satu wadah. BUMDes Karya Dermawan mempunyai delapan
unit usaha yaitu: bank desa, usaha perbengkelan, penggilingan padi,
kolam renang anak-anak, budidaya ikan Lele, pembuatan kompos,
penjualan sarana produksi (Saprodi) dan alatmesinpertanian(Alsintan).
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Semua unit usaha yang dikembangkan BUMDes merupakan usaha
yang digali dari potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Dusun Dalam.
Bank desa dengan unit simpan-pinjamnya menjadi unit usaha yang
paling menonjol apalagi didukung oleh bank nasional. Namun, unit
usaha tersebut belum diaktanotariskan sebagai bentuklegalitasnya selain
Perdes Desa Dusun Dalam. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh
desa maka BUMDes hams mampu untuk memberikan kontribusi
terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal
pendirian BUMDes yang tertuang dalam AD/ART BUMDes.

BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam saat inimengelola
sebuah bangunan dengan peralatan penggilingan padi {rice mill) yang
sangat berprospek berkembang karena sangat dibutuhkan jasanya oleh
masyarakat sekitarnya yang umumnya bekerja sebagai petani padi.
Selain itu terdapat unit usaha lain yaitu bengkel terali dan kolam
pemandian anak-anak yang juga dibutuhkan oleh masyarakat sekitar
dan merupakan peluang penyerapan tenaga kerja pemuda di desa
tersebut.

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan profesional dan
mandiri sehingga selain dapat mempertahankan kelangsungan
usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian
desa. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan laba usaha yang
dihasilkan BUMDes. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan
peningkatan pendapatan desa. BUMDes Karya Dermawan sejak berdiri
tahun 2014 telah meyumbang PADes sebesar Rp. 16.000.000,-
kemudian di tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 26.000.000,- dan di
akhir tahun 2016 terjadi peningkatan yang signifikan bagi PADes
sebesar Rp. 120.000.000,-.
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f. BUMDes Gerbang Nusantara, Desa Dataran Kempas Kab.
Tanjung Jabung Barat"

Keadaan Topografi Desa Dataran Kempas dilihat secara umum
merupakan daerah dataran rendah sebagaimana desa-desa lain di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mempunyai iklim kemarau,
pancaroba dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh
langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Dataran
Kempas. Awal mula pembentukan BUMDes Gerbang Nusantara
berawal dari Musrembangdes Desa Dataran Kempas disepakati
membentuk BUMDes karena desa ini tidak memiliki KUD. Hasil dari

Musrembangdes tersebut terbentuklah pengurus inti-BUMDes.
Namun sebelumnya telah ada rintisan dari potensi desa dari Desa
Dataran Kempas yaitu budidaya ikan air tawar dan organisasinya telah
didaftarkan ke Kemenkumham RI. Diharapkan budidaya air tawar
tersebut dapat dikelola oleh BUMDes menjadi unit usaha BUMDes.

Dalam sektor perkebunan, petani menghadapi proses penuaan
kelapa sawit yang telah berproduksi selama 25 tahun artinya tinggal
sisa 4-5 tahun lagi dan harus diremajakan. Untuk menambah
penghasilan selama masa peremajaan sawit, masyarakat memanfaatkan
limbah ternak dan kelapa sawit menjadi pupuk organik atau pupuk
kompos. Selain itu, ada juga usaha peternakan sapi. Selanjutnya dengan
semakin maraknya pola tanam organik, produksi pupuk organik jadi
potensi yang terbuka untuk peluang perekonomian masyarakat. Warga
yang tergabung dalam Kelompok tani Mekar Jaya memproduksi
pupuk organik dengan merek "Raja Kompos" dan "Ratu Kompos".
Produksi pupuk kompos memiliki mitra yaitu PT. WKS dan
PetroChina. Selain itu juga bermitra dengan Bank Indonesia (BI),
Universitas Jambi (UNJA) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Usaha

produksi pupuk kompos tersebut merupakan salah satu unit usaha

" M. Rialdi Syaputra, Asnelly Ridha Daulay, Elwamendri. 2017. ModelPengembangan
BUMDes Guna Meningkadan Inovasidan Kcmandirian Masyarakat diProvinsiJambi. Badan
Penelitian danPengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi
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BUMDes Gerbang Nusantara. Omzet usaha pupuk kompos mencapai
Rp. 1.135.000.000,- dengan produksi per 1.000 ton.

Saat ini BUMDes Gerbang Nusantara telah memiliki 58 ekor sapi
dan memperkerjakan 55 tenaga kerja lokal untuk pengolahan pupuk
kompos. Dengan berkembangnya usaha BUMDes inidibutuhkan lebih
banyak kotoran sapi sehingga hal ini menjadi pasar baru kotoran ternak
bagi pemilik ternak yang ada di desa tersebut.

Dalam hal pemasaran pupuk kompos yang diproduksi BUMDes
Gerbang Nusantara tidak mengalami kendala karena semua produksi
pupuk komposnya diserap oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri
(HTI) PT. WKS, bahkan masih terdapat peluang pasar yang potensial
atau permintaan pupuk yang belum dapat dipenuhi.

Dasar hukum pembentukan BUMDes Gerbang Nusantara adalah
Peraturan Desa Dataran Kempas No.l Tahun 2017 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Di dalam peraturan desa

tersebut juga terdapat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga
(ART) Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ini juga mengelola usaha
simpan-pinjam melalui Lembaga Keuangan Agribisnis (LKM-A) "Mitra
Usaha Mandiri" yang dibina oleh BI Perwakilan Jambi.

Pengembangan BUMDes di desa memberikan manfaat bagi
masyarakat dan membuka peluang usaha-usaha baru yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat langsung
ataupun tidak langsung dari keberadaan BUMDes. Manfaat langsung
misalnya masyarakat menikmati airbersih, jasa penggilingan padi, dana
pinjaman, tersedianya Saprodi dan Alsintan, menjadi karyawan
BUMDes dan manfaat tidak langsung misalnya masyarakat membuka
warung/kios di lokasi wisata, jalan yang lebih bagus, dan infrastruktur
lainnya. Partisipasi dan dukungan masyarakat menjadi katalis bagi
kemajuan BUMDes. Tanpa dukungan masyarakat yang ada di desa
itu, BUMDes tidak akan bisa berjalan dengan baik.
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4. Permasalahan yang Dihadapi BUIVIDes

Walaupun BUMDes bcrmaiifiat bagi inoiyaiakac, tidak dipungkiri
masih banyak masalah yang dihadapi mengingat keberadaan BUMDes
baru seumur jagung. Berdasarkan temuan hasil penehtian berikut ini
beberapa masalah yang dihadapi BUMDes saat ini.

a. Kemampuan Manajerial Pengelola BUMDes lemah

Kemampuan manajerial yang dimaksud adalah kemampuan untuk
mengatur, mengkordinasikan dan menggerakkan para stafke arah
pencapaian tujuan pembentuk BUMDes. Dalam kasus BUMDes
di Jambi misalnya, keberadaan BUMDes tergantung pada satu
orang, kekurangan staf, dan tidak memiliki visi ke depan. Ada
pengelola BUMDes yang sangat tergantung dari keputusan kepaia
desa karena dia mendominasi kepemimpinan di desa termasuk
BUMDes. Kepaia Desa memang secara exofficio adalah penasihat
BUMDes, tapi pengelolaan BUMDes seharusnya otonom, bebas
dari pengaruh Kepaia Desa (Syaputra et 2017).

b. Terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola BUMDes.
Faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola
BUMDes juga menjadi kelemahan dalam mengembangkan
BUMDes. Banyak pengelola BUMDes yang rangkap jabatan
dengan lembaga lainnya, sehingga mereka lebih fokus ke pekerjaan
utamanya daripada mengelola BUMDes (Agunggunanto, et. Al.
2016, Anggraini, 2016)

c. Managemen keuangan yang kurang

Pencatatan keuangan BUMDes sering tidak transparan dan
akuntabel karena SDM yang mengelola bagian keuangan tidak
kompeten. Di sisi lain, ada BUMDes yang rutin membuat laporan
keuangan namun masyarakat atau scakehoJder tidak memahami
laporan keuangan BUMDes.
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d. MasaJah komunikasi

Masalah komunikasi antara pengeloia BUMDes dengan
masyarakat muncul akibat kekecewaan masyarakat karena
pendapatnya tidak dldengar atau tidak ditanggapi oleh BUMDes,
akibatnya kendala komunikasi menurunkan parrisipasi
masyarakat. Masyarakat hanya berani ngomong' di belakang
(Anggraeni, 2016).

e. Kecemburuan antar dusun

Kecemburuan biasanya berkaitan dengan pembagian keuangan
BUMDes ke dusun-dusun yang menurut masyarakat tidak adil.
Persoalan ini tidak akan muncul jika dalam musyarawah desa
disepakati proporsi pembagian hasil keuntungan BUMDes untuk
masing-masing dusun (Sidik, 2015).

f. Tidak transparan dalam merekrut pengeloia BUMDes

Pengisian jabatan di BUMDes seringkali hanya ditentukan oleh
Kepala Desa tanpa melalui seleksi, bahkan ada pengeloia BUMDes
merupakan "orangnya" Kepala Desa. Kasus lain perekrutan staf
BUMDes tidak transparan karena direkrut dari luar desa, ini juga
menimbulkan kecemburan masyarakat. Namun pihak BUMDes
beralasan stafyang dicari memenuhi kualifikasi tidak adadi desa.
Karena itu, dalam musyawarah desa masalah-masalah harus
mendapat perhatian agar dapat diselesaikan (Syaputra et 2017).

g. Permasalahan yang dialami BUMDes adalah keterbatasan modal
sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang
beragam serta kurangnya pengetahuan pengurus dalam
manajemen BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan BUMDes
dalam pengembangan usaha kurang optimal. Modal BUMDes
bersumber dari pemerintah desa melalui bantuan modal dari
pemerintah kabupaten dan masyarakat desa (Agunggunanto, et.
Al. 2016).
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h. Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa rendah terkait
pentingnya membentuk kelompok usaJia. Keterbatasan sumber
daya manusia untuk menjalankan BUMDes dan rendahnya
wawasan masyarakat desa dapat menjadikan program BUMDes
yang direncanakan tidak berjalan lancar. Kurangnya koordinasi
yang baik antar-pengurus memperburuk program BUMDes yang
dijalankan (Agunggunanto, et. Al. 2016).

i. Hubungan antara pengelola desa dan kepala desa. Idealnya
pengambilan keputusan di BUMDes menggunakan mekanisme
musyawarah dan rapat dengan pemangku kepentingan.
Namun karena pemerintah desa (terutama kepada desa) lebih
dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan
pengurus BUMDES. Akhirnya pengelola BUMDes hanya
mengikuti "apa kata kepala desa saja" dalam pengambilan
keputusan (Anggraeni, 2016).

Isu lain adalah masalah pengawasan oleh pemerintah mengingat
BUMDes menggunakan sebagian modal dari dana desa. Upaya untuk
dengan cepar mengubah desa menjadi basis ekonomi jika tanpa diiringi
mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggung jawab perangkat
desa, dapat menjadi bumerang yang justru menghancurkan ikatan sosial
warga. Fragmentasi masyarakat sangat mungkin terjadi, ketika
pemerintah desa menjadi sumber daya yang semakin menarik orang-
orang untuk berebut jabatan. Untuk itu, perlu disiapkan sumber daya
manusia dan peraturan pelaksanaannya yang matang, karena belum
semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan
pemahaman yang sama soal alokasi dana desa tersebut termasuk tentang
BUMDes, serta kemampuan menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanda Desa. Jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan dikorupsi
kalau para pemangku kepentingan di pusat ataupun daerah dan desa
belum siap.
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Payung hukum pembentukan BUMDes hanya berlandaskan
Peraturan Desa juga menuai kritik.'^ Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal No. 4 Tahun 2015 Pasal 4, ayat 1
dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan
Peraturan Desa tentang BUMDes. Hal ini menjadi kontra produktif
bagi sebagian besar pemerintah desa karena menurut kebiasan yang
berlaku, Peraturan Desa barus dinaungi oleh payung hukum seperti
Peraturan Daerah. Namun hal ini disanggah oleh Sekretaris Jenderal
Kemendesa PDTT yang menegaskan bahwa BUMDes yang terbentuk
melalui Peraturan Desa telah memiliki kekuatan secara hukum.

Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa BUMDes dengan
Peraturan Desa berstatus berbadan hukum.'-''

5. Kesimpulan

Secara umum, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial {social insti
tution) dan lembaga komersial {commercial institution). Sebagai
lembaga sosial maka BUMDes harus berpihak pada kepentingan
masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial.
Namun pada sisi lain, BUMDes juga harus menjadi pilar peningkatan
pendapatan asli desa (PADes) dengan cara mencari keuntungan melalui
aktifitas penjualan barang dan jasa. BUMDes tidak hanya berorientasi
pada laba dan profit saja, namun harus digunakan sebaik-baiknya untuk
gerakan sosial pada level desa untuk kesejahteraan masyarakat.

BUMDes berperan sebagai gerakan sosial dalam arti BUMDes
sebagai organisasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial
pada masyarakat desa. Banyak kasus yang menunjukkan BUMDes
berhasil mengangkat desa terpelosok danmiskin kini menjadi salah satu

Lihat M. Rialdi Syaputra, Asnelly Ridha Daulay, Elwamendri. 2017. Model
Pengemhangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi dan Kemandirian Masyarakar di
ProvinsiJambi. Badan Penelitian danPengemhangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi

www.kemendes.go.id, datadiakses 15Oktober2018.
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obyek wisata di Gunung Kidul. Begitu piila, kasus BUMDes di Desa
Ponggok yang berhasil menyejahcerakan masyarakatnya melalui unit
usaha yang dikelola BUMDes. BUMDes yang bergerak dalam bidang
pertanian juga sangat membantu petani dalam menjual produk
pertanian sehingga tidak melalui tengkulak. Sarana produksi pertanian
yang jual BUMDes juga memudahkan petani untuk bercocok tanam
tanpa hams membeli sarana produksi ke kota. Usaha simpan-pinjam
membantu masyarakat yang akan memulai usaha tanpa harus repot ke
bank di kota. Desa-desa yangmengalami kekurangan air bersih berhasil
mengubah kondisi itu dengan mendirikan BUMDes yang mengelola
air bersih yang disalurkan ke warga dengan biaya yang terjangkau.

Sebagai badan usaha memperoleh keuntungan bagi BUMDes
merupakan sesuatu yang wajar, karena tanpa ada keuntungan

BUMDes tidak langgcng. Namun apakah ukuran keberhasilan
BUMDes hanya dari keuntungan? Sesungguhnya, kehebatan BUMDes
tak bisa diukur dari keuntungan saja, kehebatannya juga diukur dari
seberapa besar manfaat sosial BUMDes tersebuc. BUMDes yang berhasil
mengatasi masalah air bersih yang mendera warga desa jika musim
kemarau tiba lebih hebat dibandingkan BUMDes yang omsetnya
milyaran. Ide-ide yang inovatif inilah yang diperlukan untuk
menyejahterakan masyarakat desa dengan katalis BUMDes dengan
segala aktivitasnya.

Sebagai lembaga baru, didesa BUMDes masih menghadapi banyak
masalah. Seiring dengan waktu dan proses jatuh bangun serta belajar
dari kegagalan, prospek BUMDes di masa depan akan cerah.
Peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes perlu terus dilakukan
terutama untuk mengatasi lemahnya manajemen dan administrasi
keuangan. Tentu dengan syarat political will dan kebijakan dari
pemerintah pusat tidak berubah-ubah. Jangan sampai inisiatif dari
masyarakat mati karena ada perubahan kebijakan dari pemerintah
pusat.
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Meskipun peran masyarakat menentukan, saat ini BUMDes
masih tergantung pada pemerintah desa. Di masa depan untuk
mengembangkan agar BUMDes mandiri maka perlu mempertimbangkan
kepemilikan BUMDes yang diperluas dengan menjual "saham" ke
masyarakat, sehingga BUMDes menjadi milik seluruh masyarakat
desa. Skema kepemilikan tersebut bisa diatur persentase antara "saham"
yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat desa. Agar kepentingan
desa terjaga, misalnya, pemerintah desa melalui anggaran pendapatan
dan belanja desa (APBDes) bisa menanamkan modal awal 60%,
sedangkan warga sebagai manifestasi kepemilikan publik memiliki
"saham" 40%. Skema inilah yang oleh Faedlulloh (2018) akan
memungkinkan aktifitas BUMDes menjadi ruang belajar bagi warga
desa untuk berdemokrasi secara ekonomi.
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ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT MELALUI PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN

BUMDES (STUDI PADA BUMDES CAHAYA
MAKMUR Dl KAB. SIGI SULAWESI TENGAH

DAN BUMDES TIRTA MANDIRI

Dl KAB. KLATEN JAWA TENGAH)

Mohammad Mulyadi^

Pendahuluan

Berbagai hipotesis telah diuji,dan diketahuibahwapartisipasi masyarakat
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan. Khusus
dalam artikel yang ditulis sebagai bagian dari buku ini, ingin dijelaskan
tentang besarnya pengaruh partisipasi masyarakat dalam
pengembangan BUMDes terhadap kesejahceraan masyarakat. Sehingga
nantinya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi
masyarakat, maka akan semakin membuat pembangunan masyarakat
desa tersebut berhasil. Begitupun sebahknya semakin rendah tingkat
partisipasi masyarakat, maka akan semakin membuat pembangunan
masyarakat desa tidak berhasil.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
yang mengatur tentang desa, mengartikan bahwa desa merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

' Pcnelid Ucama pada Pusat Peneiitian Badan Keahlian DPRRI.
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran UU tentang Desa dalam bentuk dana desa harusnya
dapat dikapitalisasi sebagai penambahan aset pemerintah desa dan
memicu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa tampak mulai
bergeliat dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Badan Usaha Milik
Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) sebagai instrumen untuk
mencapai misi yang terkandung dalam tujuan ini telah mencerminkan
momentum politikyang penting. Dengan merujuk konsepsi BUMDes
sebagaimana tercantum dalam UU tentang Desa menunjukkan arti
pentingnya pengelolaan secara profesional dan akuntabel, inkiusif dan
partisipatoris, adil, dan berdasar pada sifat kegotongroyongan.
Pengelolaan BUMDes menurut mandat UU tersebut tentu
mensyaratkan adanya dimensi partisipasi yang tidak hanya dalam
kontcks hubungan sosial antar-masyarakat secara umum tetapi
diharapkan lebih terstruktur ke dalam kelembagaan perencanaan,
pengambilan keputusan, p.eiaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian,
sifat pengelolaan BUMDes yang profesional dan akuntabel dapat
semakin memperkokoh peranpartisipasi masyarakat desa sebagai subjek
pembangunan nasional.

Meskipun demikin, upaya pengelolaan BUMDes yang dapat
semakin memperkokoh peran partisipasi masyarakat bukanlah hal yang
mudah dicapai. Sejumlah faktor turut berperan, di antaranya, pertamay
faktor sosialekonomi. Hal ini mencakup beberapa aspekpenting seperti

tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap keberadaan
BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan, konteks tingkat
pendidikan, sosial budaya dan tingkat kesejahteraan ekonomi
masyarakat setempat. Kedua, faktor peran kepemimpinan daerah untuk
mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam struktur kelembagaan
baik dari tingkat perencanaan sampai tingkat evaluasi. Kedga, faktor
sumber daya ekonomis/sosial lokal yang dijadikan sebagai landasan
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pembentukan sebuah BUMDes. Data menunjukkan bahwa sejumlah

BUMDes yangdinilai berhasil lebih didominasi oleh 'nilai jual' sumber
daya ekonomis/sosial lokal yang ceiah dikembangkan sebelumnya.

Fakta menyebutkan bahwapasca-diterbitkannya PeraturanMenteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2016, jumlah BUMDes mengalami peningkatan
yang sangat tinggi. Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut menyatakan
bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah
pendirian dan pengembangan BUMDes. Hal ini memicu pembentukan
BUMDes di seluruh Indonesia kurang lebih 21,5 kali pada tahun 2017
dibandingkan dengan jumlah BUMDes pada tahun 2014.

Jumlah ini pun diyakini akan terus meningkat karena salah satu
amanah dalam penggunaan dana desa, selain untuk pembangunan
infrastruktur, juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat, salah
satunya melalui wadah bernama BUMDes. Di bawah pengelolaan

BUMDes, sejumlah desa wisata bahkan telah membuat sebuah desa
menjadi sangat mandiri. Contoh nyata adalah Desa Ponggok (Klaten)
yang beromzet Rp. 1,3miliar per-tahun, Desa Bleberan (Gunung Kidul)
beromzet Rp. 1 miliar per-tahun, atau Desa Kertayasa (Pangandaran)
yang beromzet Rp. 300 juta per-tahun (Maulani, 2017). Desa-desa
tersebut setidaknya mulai sadar dalam memetakan potensi yang

dimilikinya.

Mendasarkan argumen pada hubungan antara partisipasi

masyarakat dalam pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan
masyarakat tidak menutup ruang argumen bahwa keberhasilan
pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyakarat juga
ditentukan oleh sejumlah faktor lain. Hal ini karena dalam perspektif
peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai aspek pembangunan

sosial ekonomi secara umum ditentukan oleh faktor struktural,

prosesual, dan kultural (Wirutomo, 2014). Partisipasi masyarakat baru
mewakili aspek prosesual dan, dalam batas tertentu, aspek kultural.
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Dalam pemahaman inilah, penelician ini akan dibatasi pada dimensi
pengaruh partisipasi masyarakat yang secara operasional akan disajikan
dalam rumusan penelitian di bawah iiiL

Partisipasi IVIasyarakat

Akhir-akhir ini partisipasi menjadi satu istilah yang cukup penting
dan banyak digugat dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi adalah
prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan
pemerintah. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yakni; co participate
yang berarti ikut serta, mengambil bagian atau terkadang juga sebagai
berperan serta.

Partisipasi harus dibedakan dengan mobilisasi, karena memang
kedua hal ini sangat berbeda walaupun pada masa yang lalu, hal ini
dicampuradukkan untuk kepentingan tertentu oleh pemerintah.
Dalam mobilisasi sangat jelas adaunsurpaksaan/keharusan di dalamnya,
baik oleh pemerintah/pengtiasa ataupun-oleh pihak lain yang memiliki
kekuatan lebih dari yang akan digerakkan.

Selanjutnya Oakley et. al., (1991:9) memberi pemahaman yang
lebih luas tentang konsep partisipasi, yaitu:

Participation is considered a voluntary contribution by the people in
one or anather of the public programmes supposed to contribute to
national development, but the people are not expected to takepart in
shaping the programme or criticizing its contents (Economic
Commission For Latin America, 1973).

With regard to rural development... participation includes peoples
involvement in decesion-making processes, in implementing
programmes, theirsharingin the benefits ofdevelopment programmes
and their involvement in efforts to evaluate suchprogrammes (Cohen
and Uphoff, 1977).

Participation is concerned with... the organized efforts to increase
control over resources and regulative institutions in given social
situations on the part ofgroups and movements of those hitherto
excluded from such control (Pearse and Stiefel, 1979).
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Community parddpacion [is] an active process by which beneficiary
or client group influence thedirection and execution ofa development
project with a view to enhancing their well-being in terms ofincome,
persona!growth, selfreliance or othervalues they cherish (Paul, 1987).

Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjaiankan
program, di mana mereka ikut menikmati manfaat dari program-
program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat
mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Janabrota (Ndraha,
1990:20) mengartikan bahwa "partisipasi sebagai kesediaan untuk
membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap
orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri". Dengan
demikian partisipasi masyarakat dapat pula berarti kesediaan untuk
membantu keberhasiian suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan
kepentingan yang bersangkutan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa
kesediaan untuk membantu tidak dilakukan secara terpaksa, karena
proses keteriibatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing.

Akhir-akhir ini kritik terhadap konsep partisipasi oieh para ahli,
menunjukkan pergeseran paradigma tentang arti partisipasi
sebenarnya. Hal ini karena partisipasi yang selama ini terjadi adalah
semu, keikutsertaan masyarakat dimobilisasi oleh kekuatan tertentu di
luarmasyarakat itu sendiri. Pemerintah sering menganggap masyarakat
adalah kelompok yang lemah dan harus menerima apapun yang
menjadi kebijakan pemerintah.

Kebijakan terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi oleh
Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979)
dalam Sirajuddin (2006: 14) dianggap suatu kebijakan yang tepat dan
baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman

bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh
suatu proyek pembangunan memiliki hak untukdikonsultasikan {right
to be consulted).
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Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses

pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengganggaran,
penyelen^araan pelayanan publik serca per^eiolaan sumber daya dan
aset daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan
pemerintah juga ditandai oleh adanya patron-klien antara pemerintah,
pejabat, dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keputusan dan
sumber daya lokal uncuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk
pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status
aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi
dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk
diimplementasikan. Di sini terbencang hambatan strukturai bagi
partisipasi masyarakat yang murni (genuine) dansubstantifsebagai salah
satu tujuan desentralisasi dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang
dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik {degree of tokenism),
bahkan masih ditemukan partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga
tidak layak disebut sebagai partisipasi.

Hal irii disebabkan karena pemerintah masih memandang bahwa

masyarakat bukan elemen pencing dalam proses pembuatan kebijakan,
perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di Dewan
Perwakilan Rakyat. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan
keinginan yang kuat (terutama dalam level institusional danoperasional)
untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-
sungguh keinginan dan harapan masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen
kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk
menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,
perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan
publik dengan memperhatikan secara sun^uh-sungguh kebutuhan,
aspirasi dan harapan masyarakat

Dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah seringkali hanya
mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat
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sipil yang berbadan hukum formal (NGO/LSM). Hal ini menyebabkan
organisasi masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak
berbadan hukum misalnya asosiasi petani, kelompok nelayan, kelompok
kesenian lokal, kelompok pendidikan, kelompok agama dan asosiasi
masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembuatan
kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta
pengelolaan sumber daya alam dan aset negara/daerah. Padahal peran
mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit
dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara
ekonomi, sosial maupun budaya.

Di banyak daerah tidak ditemukan peraturan daerah yang
mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal
Peraturan Daerah merupakan sarana hukumyang penting bagi jaminan
pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Dalam
konteks partisipasi, peraturan daerah jugapenting ditetapkan terutama
yang berkaitan dengan pelembagaan partisipasi di tingkat daerah.
Karena karakteristik sosial dan budaya daerah beragam, maka tidak
mungkin ketentuan pelembagaan publik iniditetapkan di tingkat pusat.

Secara umum, ruang bagi publik untuk berpartisipasi saat ini lebih
bersifat spontan melalui beberapa wahana. Di antara wahana utama
yang sering dipergunakan sebagai media partisipasi adalah dengar
pendapat publik (public hearing) d\ DPRD, pengaduan di kotak-kotak
saran, dan melalui lembaga-lembaga resmi lainnya di desa seperti Badan
Permusyawaratan Desa. Meskipun demikian keterlibatan masyarakat
tidak sampai pada tingkatan pengambilan keputusan bersama dan
kontrol oleh warga, melainkan hanya sampai pada tingkat informasi
dan konsultasi.

Untuk menumbuhkan partisipasi, diperlukan kebijakan
pemberdayaan masyarakat, di mana salah satu wujudnya yang ada di
desa adalah dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Sesuai tugas dan fungsinya BPD adalah lembaga yang
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Artinya
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lembaga ini mempunyai sistem kerja komunikasi dua arah yaitu
pemerintah desa menawarkan berbagai kebijakan kepada masyarakat
desa, begitupun sebaliknya ma&yarakac meinberikan usulan kepada
pemerintah desa. Menurut Canter (1977) dalam Sirajuddin (2006:13)
bahwa:

"Suatu proses yang melibackan masyarakat umum, dikenal sebagai
peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang
berlangsung cerus-menerus untuk meningkatkan pengertian
masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, di mana masalah-
masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisls oleh badan yang
berwenang (Canter, 1977). Secara sederhana, Canter mendcfinisikan
sebagai feed-forward information (komunikasi dari pemerintah kepada
masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information
(komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan ttu).

Lebih lanjut menurut Sirajuddin (2006: 13-14) bahwa:

Beberapa ahli berpandangan Iain centang partisipasi yang sebenarnya.
Goulet (1989), menyebut partisipasi sebagai suatu cara melakukan
interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang seiama ini tidak
diikut.sertakar^ dalam proses pengambilan keputusan (non-clire) dan
kelompok yang seiama ini melakukan pengambilan keputusan i^ir^.
Bahasan yang lebih khusus lagi, peranserta masyarakat sesungguhnya
merupakan suatu cara untuk membahas incentive material yzn^
mereka butuhkan. Dengan perkataan lain, peran serta masyarakat
merupakan insentif moral sebagai "paspor" mereka untuk
mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya
suatu keputusan-kepucusan yang sangat menentukan kesejahteraan
mereka.

Dengan demikian partisipasi membutuhkan pemberdayaan sebagai
upayauntuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti
halnya perasaan ketidakberdayaan {sense ofpowerlessness), tidak
percaya diri dan perasan bahwa diri mereka bukan komponen pencing
dalam kehidupan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan {empowerment) berasal dari kata
'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama
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pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.
Menurut Suharto (2005:58) pemberdayaan menunjuk pada
kemampuan otang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga
mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam; (a) memenuhi
kebutuhan dasarnya; (b) menjangkau sumber-sumber produktif;
(c) berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat sebagai proses adalah
serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan
kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan
menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah
perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan
dan kemampuan dalam berpartisipasi.

Besarnya jumlah angka kemisldnan penduduk Indonesia yang
berdomisili di desa, menjadikan mereka seringkali kurang dihargai dan
bahkan dianggap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan
oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali
merupakan akibat dari adanya kebijakan yang menempatkan masyarakat
sebagai obyek saja, bukan subyek pelaku pembangunan.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan kekuatan masyarakat
dalam pembangunan dan merupakan salah satu sendi untuk mengukur
demokratis tidaknya suatu negara (Mahardika, 2001 : 41). Pemikiran
dasar dari perlunya partisipasi masyarakat adalah bahwa, merealisasikan
proyek pembangunan mudab mengalami ancaman kegagalan-
kegagalan sepanjang tidak memberdayakan penduduk terkait dalam
semua proses yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan hasil dan pengawasan pembangunan. HaJ itulah yang
mendorong munculnya suatu dukungan agar ditinggalkannya strategi
''cop-down' dan sebagai gantinya menghadirkan model interaksi dengan
partisipasi. Dengan demikian, partisipasi ditempatkan sebagai bagian
terpenting dari proses pembangunan itu sendiri.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan
masyarakat tentu membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama
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partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan
tersebut. Tanpa partisipasi masyarakat, maka efektivitas pelaksanaan
kebijakan tersebut agakiiya perlu dipertanyakan. Karena itu, dinamika
partisipasi masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan
pembangunan dapat juga dipandang sebagai salah satu indikator
keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai peranyang
sangat penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa
masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi juga
berperan sebagai subyek pembangunan. Partisipasi masyarakat pada
dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari seseorang untuk
membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya,
karena partisipasi yang dilakukan dengan ikhlas (sukarela) akan membuat
masyarakat merasa turut menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

Keith Davis (1962 dalam Sastropoetro, 1988:13) melalui
pengertian partisipasi itu sendiri yang mengatakan: partisipasi sebagai
keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam
situasi kelompok yang mendorongnya-untuk memberikan-sumb^nga^n
kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab
terhadap usaha yang bersangkutan. Timpe (2002: 89) mengemukakan
bahwa "partisipasi dapat didefinisikan sebagai melakukan oleh, dengan
dan lewat orang lain dengan menciptakan situasi di mana mereka
terlibat secara mental dan emosional dalam situasi yang mendorong
sumbangan yang positif kepada tujuan."

Apabila menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di desa
adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah
mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk
kepentingan mereka sendiri. Pemberitahuan ini tidak selalu dapat
berjalan dengan baik, dan ha! ini sangat tergantung pada cara-cara
pendekatan yang dilakukan. Satu hal yang menjadi catatan bahwa
masyarakat tidak merasa memiliki apabila pembangunan tersebut tidak
mengikutsertakan mereka.
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Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena
mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan
pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai
objek dan subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami

pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam
pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian
penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi
bahwakegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya
dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif
masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan
adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan
cara bekerja. Padakenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau

berpartisipasi, dengan alasan yangbermacam-macam pula. Hal ini dapat
disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuatmereka
terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang bolehdikatakan sangat
bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati
langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuncungan kepada mereka.

Menurut Khairuddin (2000: 126) ditinjau dari segi motivasi,
partisipasi anggota masyarakat terjadi karena: takut atau terpaksa; ikut-
ikutan; dan kesadaran. Partisipasi yang dilakukan dengan paksaan atau
takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan, sehingga
masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang
ditentukan. Berpartisipasi dengan ikut-ikutan, hanya didorong oleh
rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama anggota masyarakat desa.
Apalagi kalau yang memulai adalah pimpinan mereka, sehingga
keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi
merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan
kondisi budaya masyarakat desa.

Motivasi partisipasi yang ketiga adalah kesadaran, yaitu partisipasi
yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal
ini dilandasi oleh doronganyang timbul dari hati nurani sendiri. Dalam
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hal ini,warga masyarakac dapat menerima pembangunan karena mereka
sadar bahwa pembangunan tersebut semata-mata adalah kepentingan
mereka juga. Karena itu apa yang mereka lakukan bukan karena
terpaksa acau ikut-ikutan, tetapi karena kesadaran diri mereka sendiri.
Partisipasi bentuk inilah yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat
berkembang dalam masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi yang
didasarkan atas kesadaran, maka masyarakat dapac diajak untuk
memelihara dan merasa memiliki objek pembangunan yang
diselengg^rakan di desa tersebut, terutama pembangunan-pembangunan
fisik. Banyak kegagalan dalam pembangunan Pisik di daerah hanya
karena masyarakat tidak merasa memiliki proyek pembangunan itu,
dan akibatnya mereka tidak merasa berkewajiban untuk memelihara

hasil pembangunan tersebut, meskipun hasil pembangunan tersebut
sesungguhnya sangat mereka butuhkan.

Partisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela
tanpa tekanan dan jauh dari perintah. Ada bermacam-macam faktor
yang mendorong kerelaan untuk keterlibatan ini, bisa karena
kepentingan" Bisa "kaTHnaToBdaritasr^isa^tarena^memang mempunyai
tujuan yang sama, bisa juga karena ingin melakukan langkah bersama

walaupun tujuannya berbeda. Apapun aktor yang mendorong,
partisipasi akhirnya harus membuahkan kesepakatan tentang tujuan
yang hendak dicapai dan tindak yangakan dilakukan bersama. Artinya,
apa yang semula bersifar individual harus secara sukarela diubah dan
diolah menjadi tujuan dan kepentingan kolektif. Ini jelas merupakan
persoalan yang tidak sederhana, sering harus terjadi dalam proses yang
panjang dan berbelit. Dalam proses inilah terjadi argumen, negosiasi,
kompromi untuk kemudian sampai pada kesepakatan.

MenurutThoha (1990:73), partisipasi adakalanya dilakukan secara

mandiri dan adakalanya dengan mobilisasi. Partisipasi mandiri adalah
suatu usahaberperansertayangdilakukansendiri oleh pelakunyauntuk
mempengaruhi policy yang bakal dibuat. Partisipasi mobilitas adalah
keikutsertaan rakyat dalam berperan serta untuk mempengaruhi
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kebijaksanaan pemerintah dengan cara dimobilisasi pihak Iain. Dalam
sistem pemerintahan yang demokratis, konsep panisipasi masyarakat
merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung
dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus
pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat
memiliki banyak bentuk, mulaidari yangberupa keikutsenaan langsung

masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak
langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun
pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya
ditentukan secara sederhana, yakni dari banyaknya individu yang
dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan

berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi.
Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan
tetap dan terlembaga khususnya daiam pembuatan keputusan. Sejauh
ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam
pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal
partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan
tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.
Untuk itu peran sertamasyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu
terus diperkuat sertadiperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak
menjadi sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata
dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya
bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan,
tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari
masyarakatnya. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana
masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan
daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada
monitoring ddin evaluasi merupakan "daya dorong" guna mewujudkan
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sistem manajemen pembangunan daerah yang cerpadu menuju
peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan
pembangunan partisiparif dipandang sebagai sebuah merodologi yang
menghantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah
yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain
tindakan-tindakan terpilih dan memberikan kerangka untuk
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

Kelemahan bentuk perencanaan pembangunan yang selama ini
dilakukan oleh pemerintah biasanya terletak pada terbatasnya akses
masyarakat untuk terlibat dalam tahap-tahap perencanaan tersebut,
karena partisipasi dalam konteks pembangunan oleh pemerintah lebih
diartikan sebagai mobilisasi. Oleh karenanya keberhasilan suatu
pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama
dalam kegiatan tersebut, sebaiknya dimulai pada tahap perencanaan
pembangunan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Pengembangan BUMDes

Pengembangan ekonomi di Indonesia sebaiknya tidak hanya bertumpu
pada pertumbuhan saja, tetapi juga perlu memikirkan perluasan dan
pemerataan aktivitas ekonomi pada berbagai elemen masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi selama ini memiliki dampak yang lebih
terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu saja. Padahal
pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak pada pemerataan akan

menimbulkan kesenjangan sosial dan masalah kerawanan keamanan.
Pertimbangan untuk melakukan pemerataan ekonomi dapat dilakukan
dengan cara menciptakan dispersi pusat perekonomian pada seluruh
wilayah di Indonesia.

Upaya memberdayakan BUMDes merupakan representasi

kebijakan pemerintah untuk melakukan pemerataan kegiatan ekonomi

hingga pada tingkat pedesaan. Bila selama ini kegiatan perekonomian
lebih terkonsentrasi di perkotaan, maka pencipataan BUMDes akan
ikut berperan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
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BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru
di wilayah perdesaan. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan
payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola
potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga
desa.

BUMDes didukung melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/
2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa
yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-
royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk
mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Sebagai lembaga yang akan menjadi kekuatan ekonomi dipedesaan,
maka perlu diketahui karakteristik dari BUMDes. Terdapat 10
(sepuluh) dri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga
ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat

(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);

3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan
kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang
dan hidup dimasyarakat {local wisdom)-,

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan
potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang
menopang kehidupan ekonomi masyarakat;

5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan
tenaga kerja potensial yang ada di desa;

6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan/atau penyerta modal;

7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan
melalui musyawarah desa;
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8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan clesa
{village policy);

9. Difasilitasi oleh pemeriniah, pemprov, pemkab, dan pemdes;

10. Pelaksanaan kegiacan BUMDes diawasi secara bersama (pemdes,
BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya
dibangun atas inisiatifmasyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti
pemenuhan modal usaha BUMDes hams bersumber dari masyarakat.
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat

mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari
pemerintah desa atau pihak lain, bahkan meialui pihak ketiga. Ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini
sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena

implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan
Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Maksud pembenrukan BUMDes adalah: (1) me^numbuhkembangkan
perekonomian desa; (2) meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa;

(3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi
peruntukan hajat hidup masyarakat desa; dan (4) sebagai perintis bagi
kegiatan usaha di desa.

Sedangkan tujuan pembenrukan BUMDes antara lain:
(1) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-
sumber pendapatan lain yang sah; (2) menumbuhkembangkan
kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
(3) menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat
menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; (4) meningkatkan kreativitas
wirauasaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMDes
dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada
prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, {user-owned, user-benefited, and
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user-concrolled), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable
dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang
terpenting adalah bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara
profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang
berfungsi sebagai iembaga sosial {social institution) dan komersial
{commercial institution). BUMDes sebagai Iembaga sosial berpihak
kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam
penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai Iembaga komersial
bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal
(barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip
efisiensi dan efektivicas hams selalu ditekankan.

Sementara itu BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk
berdasarkan cata perundang-undangan yangberlaku, dan sesuai dengan
kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian,
bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam

bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya
yang dimiliki masing-masing desa.

Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes dapat diatur melalui
Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa

tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, setiapPemerintahDesa

dapat mendirikan BUMDes. Namun penting disadari bahwa BUMDes
didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat
dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat

permintaan pasar. Pendirian BUMDes bukan merupakan paket
instruksional yang datang dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau
pemerintah kabupaten.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan
penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/
atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi
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peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa
masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun

kehidupannya sendiri.

Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan peiatihan
dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.
Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnyakepada
masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perludipersiapkan terlebih
dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi
yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersiai.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-
nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling
tepat adalah berpusat padasosialisasi, pendidikan, dan peiatihankepada
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup
masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat/kecua suku,
ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam
pembangunan. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan

selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai.
Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan
kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai
kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui
desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan

memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih
mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan
masyarakat di daerah dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki
daerah untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci

i
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pelaksanaan otonomi daerah. Karena semangat dari otonomi daerah
adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara yang
selama masa pemerintahan Orde Baru lebih bercorak sentralistis
(Jakarta minded}.

Lebih dari satu dasawarsa, sejak kebijakan desentralisasi
diberlakukan, telah banyak hal yang terjadi di daerah. Pemerintah
terlihat juga terus berupaya uncuk selalu mengembangkan pola dan
sistem pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pendek kata, desentralisasi
memberikan ruang bagi daerah untukmenyusun strategi pembangunan
daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Dalam tataran yang lebih operasional dan dengan kadar basis
legalistik yang lebih komprehensif, nafas baru untuk mendorong
keterlibatan masyarakat di daerah adalah disahkannya dengan
kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Melalui amanat UU ini, terlihat jelas penguatan relasi antara
kepentingan penguatan partisipasi dengan upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari satu dasawarsa, sejak kebijakan desentralisasi

diberlakukan, telah banyak hal yang terjadi di daerah. Pemerintah
terlihat juga terus berupaya untuk selalu mengembangkan pola dan
sistem pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pendek kata, desentralisasi
memberikan ruang bagi daerah untukmenyusun strategi pembangunan
daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Dalam sejumlah kajian akademik, konsepsi kesejahteraan
masyarakat, untuk sebagian sebenarnya bisa dirujuk pada konsepsi
tentang kesejahteraan sosial. Melalui Undang-Undang tentang
Kesejahteraan Sosial, negara mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Secara umum defmisi
inimencakup sejumlah dimensi penting, yakni kesejahteraan masyarakat
secara umum, keberdayaan orang secara ekonomis, terpenuhinya
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serangkaian layanan sosial, mampu mengembangkan potensi diri dan
mampu melaksanakan fiingsi sosial.

DeFinisi ini juga mencga&kaii adaaya persamaan dengan dePinisi
yang diberikan badan dunia PBB di mana salah satu dimensi penting
tersebut mencakup penegasan pentingnya individu atau pribadi sebagai
unsur bangunan masyarakat sebagai subjek pembangunan (Das et. al.,

2017; Prayitno, 2013).

Selain itu, kesejahteraan sosial sebagai sebuah sistem. Dalam
pengertian ini, Walter Friedlander mendefmikan kesejahteraan sebagai
sistem yang diorganisasikan dari institusi dan pelayanan sosial yang
dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai
standar hidup dan kesehatan yang lebih baik dalam dimensi standar
kehidupan, kemampuan diri, dan kesejahteraan individu maupun
keluarganya. Defmisi inimenyiratkan pentingnya sistem yang dibangun
dari serangkaian kelembagaan dan pelayanan sosia! dalam upaya
memfasilitasi peningkatan standar kesejahteraan. Defmisi ini juga
sekaligus memperkuat defmisi yang dikeluarkan badan dunia PBB
bahwa keadilan sosial adalah suatu-kegiataa yang ieiorgariisasLyajig
bertujuan untuk membantu relasi resiprokal setiap individu dengan
lingkungan sosialnya (Pengertian Kesejahteraan sosial, http://
www. mainotes.com/2015/ 12/definisi-kesejahteraan.html).

Beberapa ahli/akademisi Indonesia sendiri mendefmisikan konsepsi
kesejahteraan sosial dari sudut pandang yang beragam. Dari sudut

pandang pembangunan sosial, Suharto misalnya mendefmisikan
kesejahteraan sosial sebagai pendekatan atau kegiatan yang
terorganisasikan ke dalam bidang pembangunan sosial (Suharto, 2007).

Dari semua defmisi di atas, satu karakteristik yang berbeda dengan
pendefmisian konsepsi tersebut oleh negara-negara maju yang
mengidentikan kesejahteraan sosial dengan konsepsi jaminan sosial
{social security) dalam bentuk asuransi dan jaminan, yang
diselenggarakan negara terutama khususnya untuk anggota masyarakat
yang kurang beruntung {disadvantagedgroups) (Suharto, 2007).
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Namun demikian, pelembagaan otoritas publikyangmenyelenggarakan
jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan
berdasarkan prinsip gocong-royong sedikit banyak merefleksikan cara
pandang negara terhadap konsepsi kesejahteraan sosial dalam
pemahaman jaminan sosial ala negara-negara maju (Pasal 3 UU No.
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelen^ara Jaminan Sosial).

Pada sisi lain, setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera.
Sejahtera menunjukan kepada suatu keadaan yang serba baikatau suatu
kondisi manusia, di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur,
sehat, damai, aman sentosa, makmur, serta selamat dari segala macam
gangguan. Stiglitz (2009) mendefmisikan kesejahteraan dalam beberapa
dimensi yang meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi,
dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk
bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan
kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa
depan) baik yang bersifat ekonomi maupun Pisik. Semua dimensi ini
menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya
diperiukan data objektif dan subjektif.

Dari definisi luas seperti yang ditawarkan Stiglitz di atas
membuktikan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi
ekonomi. Memang betul bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan
suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan yang
dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai
macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan

tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini
penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah
dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya di
masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh
angka ProdukDomestik Ragional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak
dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk



60 Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Melahif

nilai PDRB, secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai
nilai tambah bmto yangdihasilkan unit-unit produksi padasuatu daerah
dalam pcriodc tertcntu. Lebih jauh,pcrkembangan besaran nilai PDRB
merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk
menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata
Iain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melaiui
pertumbuhan nilai PDRB.

Selain PDRB, ada indikator lain untuk mengukur tingkat
kesejahteraan umum. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang
ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM
adalah indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian di sektor
kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap
perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.

Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui
perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita, tetapi juga diteropong
melalui capaian di sektorsosial, yaknipendidikandan kesehatan. Dalam

hal yang terakhir, Tingkat Melek Hurtif (TMH) dan Tingkat Hara^an
Hidup (THH) adalah dua indikator yang lazim termaktub dalam
konstruksi IPM.

Beberapa pemerintah daerah biasanya menetapkan target dan fokus
tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, PDRB
per-kapita, indeks gini yang rendah, pemerataan pendapatan,
penurunan penduduk miskin dan kriminalitas yang semakin menurun.
Ke semua indikator ini memiliki ukurannya masing-masing dan bisa

dijadikan sarana evaluasi apakah pemerintah sukses atau gagal dalam

mengurus rakyatnya.

Fokus lain yang menjadi fokus pemerintah daerah biasanya adalah
kesejahteraan masyarakat. Fokus yang kedua inijugamemiliki indikator
antara lain angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka
partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka
partisipasi murni. Indikator ini tergabung dalam fokus kesejahteraan



Mohammad Mulyadi 61

masyarakac di bidang pendidikan. Selanjutnya fokus kesejahteraan
masyarakat di bidang kesehatan memiliki indikator antara lain angka
kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, dan persentase
balita gizi buruk.

Paradigma yang mengatakan bahwa kesejahteraan itu hanya
ditangkap di sektor ekonomi saja otomatis gugur karena indeks
pembangunan manusia (IPM) telah menjawabnya dengan
menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara
agregat. Sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus digambarkan daiam
indeks ini sehingga kesejahteraan umum dapat diukurdengan cakupan
yang luas. IPM juga mampu menjeiaskan ukuran-ukuran dalam
infrastruktur dan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah hal
inilah yang menyebabkan IPM mampu mendapatkan gambaran
capaian pembangunan dalam sektor ekonomi dan sosial.

Penelitian ini akan mengarah pada pengaruh partisipasi masyarakat
pada BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan
masyarakat yang akan diukur akan berkaitan erat dengan pengaruh
beroperasinya BUMDes. Pengaruh tersebut bergantung dengan bidang
usaha yang diusahakan oleh BUMDes yang umumnya bergerak dalam
usaha simpan-pinjam, penjualan kebutuhan pokok, jasa, pariwisata,
dan lainnya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan
masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat
dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: penama,
peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar
seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua,
peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang
lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai
kemanusiaan; dan kedga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan
pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang
layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan
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dan kesehatan yang murah dan berkuaUcas atau kondisi di mana setiap
individu mampu memaksimalkan utilitasnya padatingicat batas anggaran

tertentu dan kondisi di mana cercukupinya kebutuhan jasmani dan
rohani. Teori kemasyarakatan menurut Todaro ini yang dinilai lebih
sesuai untuk diimplementasikan dalam peneiitian kali ini.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas, maka
hipotesis dalam peneiitian ini dirumuskan sebagai berikut: "besarnya
pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes
terhadap kesejahteraan masyarakat positifdan signifikan."

Metode Peneiitian

Desain peneiitian ini adalah explanacory survey sebagai upaya
mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan
angket. Peneiitian ini bertujuan menguji hipotesis yang menyatakan
adanya hubungan atau pengaruh antarvariabel. Peneiitian survei adalah
peneiitian yang mengambil sampel dari suatu popiilasi dan
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.
Sedangkan tujuan dari metode survei adalah untuk menguji berbagai
hipotesa tertentu dengan maksud membenarkan atau memperkuat
hipotesa tersebut.

Untuk menetapkan populasi dan ukuran sampel, maka terlebih
dahulu perludiketahui unit analisis dalam peneiitian ini.Yang dimaksud
dengan unit analisis dalam peneiitian adalah satuan tertentu yang
diperhitungkan sebagai subjek peneiitian. Adapun yang menjadi subjek
peneiitian adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan
pengembangan BUMDes di beberapa desa yang terdapat di Provinsi
Jawa Tengah, terutama Kabupaten Klaten, dan Provinsi Sulawesi
Tengah, terutama Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Untuk
menentukan jumlah populasi yang akan dijadikan sampel, digunakan
tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang
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dikembangkan dari Isaac dan Michael sebagaimana dikutip dalam
Sugiyono (2008:98-99).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik
kuesioner (penyebaran angket) ini adalah suatu cara pengajuan
pernyataan/pertanyaan tertulis serta pilihan jawabannya kepada para
responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner penelitian ini
berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data primer (data yang
langsung dari sumbernya). Penyusunan kuesioner penelitian dilakukan
dengan menggunakan teknik Racing Scale. Selain itu juga dilakukan
wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan
tertentu. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita,
data, atau fakta di iapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung
dengan bertatap muka langsung {face to face) dengan informan.
Namun, bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui
telepon, internet atau surat (wawancara tertulis). Wawancara menjadi
penting dalam upaya menggabungkan pendekatan kuantitatif dan
kualitatif, agar supaya niiai pengaruh atau hubungan antara independen
variabel dan dependen variabel yang diperoleh dari proses analisis data
kuantitatif menjadi bermakna.

Analisis data dilakukan dengan terlebih duJu menguji validitas
instrumen penelitian. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur itu mengukur apa yang diukur. Sehubungan dengan
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
kuesioner, maka kuesioner yang disusun tersebut harus dapat teruji
validitasnya. Selanjutnya melakukan uji reliabilitas instrumen penelitian.
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat
pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil
pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur
tersebut reliabel. Untuk membahas data yang diperoleh melalui proses
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kegiatan penelitian, penulis menggunakan Metoda Analisis Deskriptif
Kuanticatif adalah interprestasi dan pengukuran atas data-data hasil
penelitian yang berwujud angka-angka acau bilangan certentu. Selain
itu untuk mengetahui lebih dalam tentang apa dan bagaimana
partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes dan
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat maka dilakukan teknik
analisis data dengan model interaktif yang dikemukakan Miles dan
Huberman. Di mana terdiri atas pengumpulan data, reduksi data,
dispky data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian disebut valid. Jika sebelum dilakukan penelitian,
terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen penelitian, yaitu
pengujian validitas (kesahihan) atas data yang terkumpul. Pengujian
terhadapvaliditas iniakan menentukan layak atau tidaknya data tersebut
untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk menguji validitas setiap butir
instrumen penelitian. maka skor-skor yang ada pada butir instrumen
yang dimaksud dikorelasikan dengan skortotal. Dengan diperolehnya
indeks validitas setiap butir instrumen dapat diketahui dengan pasti
butir-butir instrumen yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari
validitasnya. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti dapat mengganti
ataupun merevisi butir-butir instrumen. Bagi peneliti, pengujian
terhadap butir instrumen dapatdilakukan dengan mengorelasikan butir
dengan skor total pada faktor.

Butir instrumen yang mempunyai korelasi positifdengan skor
total serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa butir instrumen
tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya, syarat
minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0.3.
Apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.3, maka
butir instrumen tersebut tidak valid. Hal ini sesuai dengan apa yang
dikemukakan oleh Sugiyono (2005:152), bahwa "suatu item dikatakan
valid, jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.3".
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Hasil penelitian dibuat berdasarkan basil proses pengujian datayang
melipuii pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu,
hasil penelitian itu tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan
instrumen yang digunakan. Untuk mengumpulkan data penelitian
instrumen pada penelitian ini digunakan kuesioner, sehingga data yang
diperoleh dari responden akan diuji kualitas datanya dengan
menggunakan uji validitas.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan
SPSS 22.0, maka untuk variabel Partisipasi Masyarakat diperoleh hasil
uji, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Validitas Variabel X

Item

Pertanyaan

Variabel X

Koefisien

Korelasi
t hitung t tabel Keputusan

I 2 3 4 5

1 0.303 3.099 1.660 Valid

2 0.790 12.559 1.660 Valid

3 0.623 7.763 1.660 Valid

4 0.437 5.008 1.660 Valid

5 0.247 2.484 1.660 Valid

6 0.651 8.359 1.660 Valid

7 0.589 7.104 1.660 Valid

8 0,631 7.928 1.660 Valid

9 0.671 8.821 1.660 Valid

10 0.298 3.043 1.660 Valid

11 0.513 5.825 1.660 Valid

12 0.586 7.049 1.660 Valid

13 0.340 3.524 1.660 Valid
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Tabel tersebutdi atasdapat diketahuibahwa semua item pertanyaan

valid untuk variabel Partisipasi Masyarakat, karena nilai r korelasinya
lebih besar dari nilai r kritis = 0.3. Dikarcnakan sctiap nilai t hitungnya
melebihi 1.96, maka semua item adalah valid.

Selanjutnya, berdasarkan uji validitas yang dilakukan dengan

menggunakan SPSS 22.0, maka untuk variabel Kesejahteraan
Masyarakat diperoleh hasil uji, sebagai berikut:

Tabel 2 .Hasil Validitas Variabel Y

Item Pertanyaan

Variabel Y

Koefisien

Korelasi
t hitung t tabel Keputusan

1 2 3 4 5

1 0.740 10.72339304 1.660 Valid

2 0.758 11.32697364 1.660 Valid

3 0.702 9.607513533 1.660 Valid

4 0.726 10.28970079- 1:660 Valid

5 0.721 10.14155454

-r0:7»77?2tt-

11.08559462

1.660 Valid

G

7

U./42

0.751

l,6utr

1.660

Vaiicl

Valid

8 0.779 12.10919156 1.660 Valid

9 0.424 4.563115093 1.660 Valid

10 0.525 6.01228251 1.660 Valid

11 0.687 9.214861871 1.660 Valid

12 0.703 9.634553197 1.660 Valid

13 0.634 7.99069385 1.660 Valid

14 0.623 7.762827117 1.660 Valid

15 0.553 6.469153326 1.660 Valid

16 0.329 3.395736244 1.660 Valid

17 0.743 10.82020182 1.660 Valid

18 0.650 8.336795817 1.660 Valid

19 0.373 3.918335288 1.660 Valid

20 0.597 7.253225048 1.660 Valid
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Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan
valid untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat. Karena, nilai r
korelasinya lebih besar dari nilai r kritis = 0.3, karena setiap nilai t
hitungnya melebihi 1.96, maka semua kem adalah valid.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat, maka
sebelum dilakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan uji coba
instrumen penelitian, yaitu pengujian reliabilitas (keterandalannya) atas
data yang terkumpul. Pengujian terhadap reliabilitas ini akan
menentukan layak atau tidaknya data tersebut untukdianalisis lebih lanjut.

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran.
Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang
mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable). Walaupun
secara teoritis besarnya koefisien reliabilitas sekitar 0.00 s/d 1.00, akan
tetapi pada kenyataannya koefisien sebesar 1.00 tidak pernah tercapai
dalam pengukuran. karena manusia sebagai subjek penelitian
merupakan sumber error yang potensial. Dari hasil pengolahan data
diketahui, bahwa:

Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan
SPSS 22.0, makauntuk variabel Partisipasi Masyarakat, diperoleh hasil
uji reliabilitas sebesar 0.776, dan variabel Kesejahteraan Masyarakat
diperoleh hasil uji reliabilitas sebesar 0.924. Hasil uji reliabilitas
variabel-variabel tersebut menunjukkan reliabilitas hasil ukur yang
tinggi. Hal ini berarti, instrumen penelitian yang digunakan untuk
mengukur dapat dipercaya.

Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden Dimensi Participation In
Decision Making pada Variabel Partisipasi Masyarakat di Provinsi
Sulawesi Tengah

Dari4 item pertanyaan pada dimensi Participation In Decision Making,
sebanyak 79 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing
tanggapan responden mengenai Participation In Decision dapat
dilihat dalam diagram berikut:
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Distribusi Frel(uensi Jawaban Responden untuk
Dimensi Participation in Decision leaking

KUT RAPAT PtNOAPAT/SARAN

ITidak Pernah Bl^rang BK^dang-K^ane BSenng BSelalu

MtMBeKI

DATA/INFORMASI

PEM6UATAN

KEPUTUSAN

Diagram 1. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
Participation in Decision Making

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang dipcroleh dari hasil
penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar
responden masih berpendapat warga masyarakat sering- menghadifi
rapat perencanaan pengembangan BUMDes. Kondisi seperti ini
sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

Diagram Distribusi Frel(uenslJawaban Responden
untuk Indilcator Menghadiri Rapat

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

^.00%

0J)0%

SELALU BERING KADANG

KADANG

>Seriesl

Diagram 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator
——— __ Menghadiri Rapat
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Dari diagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa cerdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan masyarakat sering (45%), disusul kemudian selalu (33%),
sementara yang berpendapat kadang-kadang (1.3%), jarang (0 %) dan
tidak pernah (0 %) menghadiri rapat perencanaan pengembangan
BUMDes tersebut. Artinya mayoritas responden berpendapat bahwa
warga masyarakat sering menghadiri rapat perencanaan pengembangan
BUMDes tersebut.

Adapun Indikator Mengemukakan Pendapat atau Saran dalam
Setiap Pertemuan/Rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari
hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditunjukkan dalam diagram berikut:

^ Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

untuk Indikator Memberikan Pendapat/Saran

60.009(

50.00%

40.00%

30.00%

•Seriesl

20.00%

10.00%

0.00% FfFfl—
SELALU SERING KADANG JARANG TIDAK PtRNAH

KAOANG

Diagram 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator
Memberikan Pendapat/Saran

Daridiagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sering(55.7%), disusul kemudian selalu
(22.8%), sementara yang berpendapat kadang-kadang (16.5%), jarang

(2.5%) dan tidak pernah (2.5%) mengemukakan pendapat atau saran
dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut. Artinya sebagian
besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering
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mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat

BUMDes tersebut.

Adapun indikator memberikan dara/informasi dalam setiap

pertemuan/rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari basil
penelitian yang dilakukan, dapat ditunjukkan dalam diagram berikut:

Diagram Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Untuk Indikator Memberikan Data/lnformasi

dalam Setiap Pertemuan/Rapat Pengembangan
BUMDes

44.3

34.2

60

40

20
15.2

0 HH
Selalu

S.l 1.3

Sering Kadang-Kadang Jarang Tidak Pernah

Axis Title

Diagram 4. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator

Memberikan Data/lnformasI dalam Setiap Pertemuan/Rapat

Pengembangan BUMDes

Dari diagram tersebutdi atas dapat diketahui bahwaterdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sering (44.3%) disusul kemudian
kadang-kadang (34.2%) sementara yang berpendapat selalu (15.2%)
jarang (5.1%) dan tidak pernah (1.3%) memberikan data/informasi
dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut. Aninya sebagian besar
responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih seringmemberikan
data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam proses/perumusan
pembuatan keputusan dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
untuk Indikator Memberikan

Pendapat/Saran

Selalu Kadang-Kadang Jarang Tidak Perrah

71

>Skor

•%

Diagram 5. Kajian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam
Proses/Perumusan Pembuatan Keputusan (n=7g)

Dari diagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sering (51.9%) disusul kemudian
kadang-kadang (22.8%) sementara yang berpendapat selalu (17.7%)
jarang (6.3%) dan tidak pernah (1.3%) ikut serta dalam proses/
pembuatan keputusan dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya
sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih
sering ikut serta dalam proses/pembuatan keputusan dalam kegiatan
BUMDes tersebut.

Dimensi Participation in Implementation

Dari 4 item pertanyaan pada dimensi Participation in Implementation,
sebanyak 79 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing
tanggapan responden mengenai Participation in Implementation dapat
dilihat dalam diagram berikut:
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untukDimensi
Participation in Implementation

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

5 1 6 31 31 10

6 2 9 50 17

7 3 11 6 27 32

8 6 13 37 19 4

jumiah 11 32 83 127 63

Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi Participation in Implementation

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 63 315 27.46 2

4 W :?08 —44:29— 1

3 83 249 21.71 3

2 32 64 5.58 4

1 11 11 0.96 5

Jumlah 316 1147 100.00

Tabel tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi Participation

In Implementation ini adalah 5 (skor tertinggi) x 4 (jumlah item
pertanyaan) x 79 (jumlah responden) = 1580. Dengan demikian
rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skoryang
diperoleh adalah 1147 atau 72.59%. Dari kriteria yang ditetapkan,
apabila diinterpretasi nilai 72.59% tersebut terletak pada daerah sering
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(dalam batas tertinggi yaitu 61-80). Artinya responden berpendapat
bahwa warga masyarakat sering berpartisipasi dalam menjalankan
BUMDes.

Diagram tersebut di atas menunjukkan cerdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan
masyarakat dalam memberikan kontribusi tenaga sebagaimana
ditunjukkan dalam diagram berikut:

Persentase (%)

120

100

80

60

40

20 7,6

0

39.2 39.2

• 1.3

Selalu Sering Kadang- Jarang Tidak pernah
kadang

100

5 4 3 2 1 Jumlah

Diagram 6. Persentase Kontribusi Tenaga dalam Kegiatan BUMDes

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sering (39.2%) dengan persentase yang
sama bagi responden yang menjawab masyarakat kadang-kadang
(39.2%) sementara yang berpendapat selalu (12.7%) jarang (7.6%)
dan tidak pernah (1.3%) memberikan kontribusi tenaga dalam kegiatan
BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat
bahwa warga masyarakat lebih sering atau juga kadang-kadang
memberikan kontribusi tenaga dalam kegiatan BUMDes tersebut.
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Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui ide/

pemikiran dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari
hasil penelitian yang dilakukan, dirunjukkan dalam diagram berikut:

Persentase (%)

70 63.3

60

50

40

30

20

10

0

21.5

Selalu

11.4

1.3

Kadang-kadang Jarang Tidak pernah

3 2 1

Diagram 7. Persentase dalam memberikan kontribusi Ide/pemikiran

dalam kegiatan BUMDes

Daridiagram tersebut di atas dapatdiketahui bahwa cerdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sering (63.3%) disusul kemudian
kadang-kadang (21.5%) sementara yang berpendapat selalu (11.4%)
jarang (2.5%) dan tidak pernah (1.3%) memberikan kontribusi ide/
pemikiran dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar
responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering
memberikan kontribusi ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes
tersebut.

Adapun indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui uang

dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan, dapat ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Selaiu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah

Diagram 8. Persentase dalam Kontribusi Uang daiam Kegiatan

BUMDes

Dari diagram tersebut di atas dapatdiketahui bahwa terdapatvariasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat selalu (40.5%) disusul kemudian

kadang-kadang (34.2%) sementara yang berpendapat jarang (13.9%)
kadang-kadang (7.6%) dan tidak pernah (3%) memberikan kontribusi
uang dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar
responden berpendapat bahwa warga masyarakat selalu memberikan
kontribusi uang dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui
bahan/material dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang
diperoicn dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam
diagram berikut:



76 Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Mefafui ...

Persentase (%)
46.8
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30 24.1
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5.1
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Selalu Sering Kadang-kadang Jarang

5 4 3 2

Diagram 9. Persentase dalam Kontribusi Bahan/Material dalam
Kegiatan BUMDes

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa cerdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang (46.8%) disusul
kemudian sering (24.1%) sementara yang berpendapat jarang (16.5%)
tidak pernah (7.6%) dan selalu (5.1%) memberikan bahan/material
dalam kegiatan BUMDcs tcrscbuL Artinya sebagian bejar responden
berpendapat bahwa warga masyarakat kadang-kadang memberikan
kontribusi dengan bahan/ material dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Dimensi Participation in Benefit

Dari 3 item pertanyaan padadimensi Participation in Benefit, sebanyak
79 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan
responden mengenai Participation in Benefit dapat dilihat dalam
diagram berikut:

Tidak pemah
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Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
Participation in Benefit

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

9 3 0 5 46 25

10 0 2 4 35 38

11 0 3 10 27 39

Jumlah 3 5 19 108 102

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi Participation in Benefit

Skor
Responden

Ranking
F FkS %

5 102 510 50.40 I

4 108 432 42.69 2

3 19 57 5.63 3

2 5 10 0.99 4

1 3 3 0.30 5

jumlah 237 1012 ICQ

Tabel tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi Participation
in Benefit ini adalah 5 (skor tertinggi) x 3 (jumlah item pertanyaan) x

79 (jumlah responden) = 1185. Dengan demikian rekapitulasi sebaran
jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah
1.012 atau 85.40%. Dari kriteriayang ditetapkan, apabiladiinterpretasi

nilai 85.40% tersebut terletak pada daerah selalu (dalam batas tertinggi
81-100).
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Diagramtersebutdi atas menunjukkan terdapatvariasi daJam setiap

jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikacor-
indikator hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat
bahwa keikucsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok
usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan
ekonomi keluarga, sebagaimana ditunjukan dalam diagram berikut:

70

60

50

40 31.6

30

20 I

Persentase (%)

58.2

Hi sa
Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah

5 4 3 2 1

Diagram 10. Kajian Terhadap Mengikuti Kegiatan Kelompok Usaha
Ekonomi Desa. yang akan Memberikan Tambahan Penghasilan

Ekonomi Keluarga (n=79)

Dari diagram tersebut di atasdapat diketahuibahwaterdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sering (58.2%) disusul kemudian selalu
(31.6%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (6.3%) tidak
pernah (3.8%) dan jarang (0%) mengikuti kegiatan kelompok usaha
ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi
keluarga. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga
masyarakat lebih sering mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi
desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ckonomi keluarga.

Adapun indikator keikutsertaan dalam menggunakan produk/
layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan
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BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Persentase(%)
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48.1
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Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pemah

Diagram 11. Kajian terhadap Menggunakan Produk/Layanan yang
Dihasilkan Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=79)

Dari diagram terscbut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat selalu (48.1%) disusul kemudian sering
(44.3%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (5.1%) jarang
(2.5%) dan tidak pernah (0%) mengikuti kegiatan dalam menggunakan
produk/layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam
kegiatan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat
bahwa warga masyarakat selalu menggunakan produk/layanan yang
dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes.

Adapun indikator keikutsertaan memelihara/merawat/merasa
memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan
BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 12. Kajian Terhadap Memelihara/Merawat/Merasa
Memiliki Fasilitas Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=79)

Daridiagram rersebut diatas dapat diketahui bahwa cerdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat selaiu (49.4%) disusul kemudian sering
(34.2%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (12.7%) jarang
(3.8%) dan tidak pernahr (0%) mcngikuci kegiatamneiiie!ihara/_
merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam
kegiatan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat
bahwa warga masyarakat selaiu ikut serta memelihara/merawat/merasa
memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan
BUMDes.

Dimensi Participation in Evaluation

Dari 2 item pertanyaan pada dimensi Participation in Evaluation.
sebanyak 79 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing
tanggapan responden mengenai Participation inEvaluation dapat dilihat
dalam diagram berikut:
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Tabel 7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
Participation in Evaluation

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

12 3 19 17 34 6

13 0 5 7 52 15

Jumlah 3 24 24 86 21

Diagram13. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden
untuk Dimensi Participation in Evaluation

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 21 105 18.36 2

4 86 344 60.14 1

3 24 72 12.59 3

2 24 48 8.39 4

1 3 3 0.52 5

Jumlah 158 572 100

Tabel tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi Pardcipacion
in Evaluation ini adalah 5 (skor tertinggi) x 2 (jumlah item pertanyaan)
X79 (jumlah responden) = 790. Dengan demikian rekapitulasi
sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh

adalah 572 atau 72.41%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila

diinterpretasi nilai 72.41% tersebut terletak pada daerah sering (dalam
batas tertinggi 61-80).

Diagram tersebut di atas menunjukkan terdapatvariasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-
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indikator hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat
bahwa keikucsertaan masyarakat dalam melakukan kritik/koreksi
terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes, sebagaimana
ditunjukan dalam diagram berikut:

Persentase (%)
50

45

40

35

30

25 21.5
20

15

10
7.6

Selaiu Sering Kadang-kadang
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Diagram 14. Kajian Terhadap Melakukan Kritik/Koreksi terhadap
Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=79).

Dari diagram tersebutdi atasdapat diketahui bahwaterdapatvariasi

jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sering (43%) disusul jarang (24.1%)
sementara yang berpendapat kadang-kadang (21.5%) selaiu (7.6%)
dan tidak pernah (3.8%) melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya
kegiatan pengembangan BUMDes. Artinya sebagian besar responden
berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering melakukan kritik/
koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Adapun indikator keikutsertaan dalam memberikan saran terhadap
jalannya kegiatan pengembangan BUMDes. Berdasarkan data yang
diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam
diagram berikut:

24.1

Jarang Tidak pernah
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Persentase (%)
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Diagram 15. Kajian Terhadap Memberikan Saran terhadap Jalannya
Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=79).

Daridiagram tersebuc diatas dapatdikecahui bahwa cerdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sering (65%) disusul selalu (19%)
sementara yang berpendapat kadang-kadang (8.9%) jarang (7.6%) dan
tidak pernah (0%) melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan
pengembangan BUMDes. Artinya sebagian besar responden
berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering memberikan saran
terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Dimcnsi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi
Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan
Perlindungan

Dari 9 item pertanyaan pada dimensi peningkatan kemampuan dan
pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan;
perumahan; kesehatan dan perlindungan, jawaban dari 79 responden
atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai
kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam diagram berikut:
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Tabel 8, Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar

yang Meiiputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan

Skor

1 2 3 4 5

1 0 8 18 22 31

2 0 8 16 38 17

3 0 7 19 28 25

4 1 5 24 28 21

5 0 11 22 36 10

6 0 4 17 27 31

7 0 4 14 39 22

8 0 5 14 41 19

9 0 2 18 39 20

Jumlah 1 54 162 298 196

Tabel 9. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi

Kebututian Dasar yang Meiiputi Makanan, Perumahan, Kesehatan

dan Perlindungan

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 196 980 35.42 2

4 298 1192 43.08 1

3 162 486 17.56 3

2 54 108 3.90 4

1 1 1 0.04 5

Jumlah 711 2767 100
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Tabel tersebut di atas menunjukkan adanya variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor certinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi peningkatan
kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi
makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan adalah 5 (skor
tertinggi) x 9 (jumlah itempertanyaan) x 79 (jumlah responden) =3555.
Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan
bahwa skoryang diperoleh adalah 2767 atau 77.83%. Dari kriteria yang
ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 77.83% tersebut terletak pada
daerah setuju. Artinya responden berpendapat setuju bahwa BUMDes

dapat meningkatkan kemampuan danpemerataan distribusi kebutuhan
dasar yang meliputi makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-
indikator dari dimensi peningkatan kemampuan dan pemerataan

distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, perumahan,
kesehatan dan perlindungan.

Adapun indikator peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan
dasar. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam tabel berikut;

Tabel 10. Distribusi FrekuensiJawaban Responden untuk Indikator
Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar

Pertanyaan
Skor

I 2 3 4 5

I 0 8 18 22 31

2 0 8 16 38 17

3 0 7 19 28 25

4 5 24 28 21

5 0 11 22 36 10

Jumlah 1 39 99 152 104
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Tabel 11. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 104 520 34.57 2

4 152 608 40.43 1

3 99 297 19.75 3

2 39 78 5.19 4

1 I 0.07 5

Jumlah 395 1504 100

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor certinggi yang diharapkan dari jawaban
responden terhadap pertanyaan tentang indikator peningkatan daya
beli warga rerhadap kebutuhan dasar adalah 5 (skor tertinggi) x 5
(jumlah item pertanyaan) x 79 (jumlah responden) = 1975. Dengan
demikian rekapituksi-sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa
skor yang diperoleh adalah 1.504 atau 76.15%. Dari kriteria yang
ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai % tersebuc terletak pada daerah
setuju. Artinya responden berpendapat setuju bahwa BUMDes dapat
meningkatkan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar.

Adapun untuk mengukur indikator peningkatan daya beli warga
terhadap kebutuhan dasar dilakukan kajian terhadap setiap item
pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

Warga Masyarakat Mampu Membeli Sembako

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.
ditunjukan dalam diagram berikut:

a.
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Diagram 16. Kajian Terliadap Mampu Membeli Sembako (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak berpendapat bahwa masyarakat sangat setuju (39.2%)
disusul setuju (27.8%) sementara yang berpendapat netral
(22.8%) tidak setuju (10.1%) dan sangat tidak setuju (0%)
mengatakan mampu membeli sembako. Artinya sebagian besar
responden berpendapat sangat setuju bahwa sejak ikut dalam
kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membeli sembako.

b. Warga Masyarakat Mampu Membangun Rumah yang Layak Huni

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:
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Diagram 17. Mampu Membangun Rumah yang Layak Huni (n=79)
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c.

Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Melaluu.

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat

variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (48.1%) disusul
sangatsetuju (21.5%) sementara yang berpendapatnetraJ (20.3%)
tidak setuju (10.1%) dan sangat tidak setuju (0%) dalam
membangun rumah yang layak huni. Artinya sebagian besar
responden berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan
BUMDes warga masyarakat mampu membangun rumah yang
layak huni.

Warga Masyarakat Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas
Kesehatan

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,

dltunjukan dalam diagram berikut:

Persentase (%)

Sangat Setuju Setuju Netrai Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Diagram 18. Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas

Kesehatan (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden

terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (35.4%) disusul
sangatsetuju (31.6%) sementara yangberpendapat netrai (24.1%)
tidaksetuju (8.9%) dansangat tidaksetuju (0%) dikatakan mampu
berobat ke fasilitas kesehatan. Artinya sebagian besar responden
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berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes
warga masyarakat mampu berobat ke fasilitas kesehacan.

d. Warga Masyarakat Mampu Membayar luran BPJS
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.
ditunjukan dalam diagram berikut:

Persentase (%)
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Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Diagram 19. Kajian Terhadap Mampu Membayar luran BPJS
(n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju {35.4%) disusul
netral (30.4%) sementara yang berpendapat sangat setuju (26.6%)
tidak setuju (6.3%) dan sangat tidak setuju (1.3%) dikatakan
mampu membayar iuran BPJS. Artinya sebagian besar responden
berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes
warga masyarakat mampu membayar iuran BPJS.

e. Warga Masyarakat Mampu Membayar luran Keamanan di
Lingkungan Permukimannya

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.
ditunjukan dalam diagram berikut:
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Persentase (%)
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Setuju

Diagram 20. Mampu Membayar luran Keamanan di Lingkungan

Permukimannya (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (45.6%) disusul
netral (27.8%) sementara yang berpendapat tidak setuju (13.9%)
sangat setuju-(L2.Z%)- dan sangat tidak setuju (0%) d^katakan
mampu membayar iuran keamanan di lingkungan
permukimannya. Artinya sebagian besar responden berpendapat
setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga
masyarakat mampu membayar iuran keamanan lingkungan.

Adapun indikator pemerataan distribusi terhadap kebutuhan dasar,
berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat
ditunjukan dalam diagram berikut:
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Diagram 21. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk

Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar

PeitaDyaan
Skor

1 2 3 4 5

6 0 4 17 27 31

7 0 4 14 39 22

8 0 5 14 41 19

9 0 2 18 39 20

Jumlah 0 15 63 146 92

91

Diagram 22. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden
untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 92 460 36.42 2

4 146 584 46.24 1

3 63 189 14.96 3

2 15 30 2.38 4

I 0 0 0 5

Jumlah 316 1263 100

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban

responden terhadap percanyaan tentang indikator pemerataandistribusi
terhadap kebutuhan dasar adalah 5 (skor tertinggi) x 4 (jumlah item
pertanyaan) x 79 (jumlah responden) = 1580. Dengan demikian
rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skoryang
diperoleh adalah 1.263 atau 79.94%. Dari kriteria yang ditetapkan,
apabila diinterpretasi nilai 79.94% tersebut terletak padadaerah setuju.
Artinya responden berpendapat setuju bahwa BUMDes dapat
meratakan distribusi kebutuhan dasar.
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Adapun untuk mengukurindikator pemerataan distribusi terhadap
kebutuhan dasar dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan.
Penanyaaji ccrsebui mcllpLiLi:

a. Warga Masyarakat Mudah Mendapatkan Sembako

Berdasarkan data diperoleh dari hasil peneHtian yang dilakukan.
ditunjukan dalam diagram berikut:

Persentase (%)
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Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Diagram 23. Kajian Terhadap Mudah Mendapatkan Sembako

(n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat sangat setuju (39.2%)
disusul semju (34.2%) sementara yang berpendapat netral (21.5%)
tidaksetuju (5.1%) dan sangat tidaksetuju (0%) dikatakanmudah

mendapatkan sembako. Artinya sebagian besar responden
berpendapat sangat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan
BUMDes warga masyarakat mudah mendapatkan sembako.

b. Warga Masyarakat Mudah Mendapatkan Bantuan untuk
Membangun Rumah yang Layak Huni

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penehtian yang dilakukan.
ditunjukan dalam diagram berikut:
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Persentase {%)
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Diagram 24. Kajian Terhadap Mudah Mendapatkan Bantuan untuk
Membangun Rumah yang Layak Huni (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakac setuju (49.2%) disusul
sangatsetuju (27.8%) sementarayang berpendapat netral (17.7%)
tidak setuju (5.1%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakanmudah
mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang layak
huni. Artinya sebagian besar responden berpendapat setuju
bahwa sejak ikur dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat
mudah mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang
layak huni.

c. Warga Masyarakat Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:
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Persentase (%)
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Diagram 25. Kajian Memiliki Akses Berobat ke Fasiiitas Kesehatan

(n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat

variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (51.9%) disusul
sangatsetuju (24.1%) sementarayangberpendapatnetral (17.7%)

tidak setuju (6.3%) dansangat tidak setuju (0%) dikatakan memiliki
akses berobat"ke fasiiitas kesehatan; Artinya sebagiaji besar
responden berpendapat setuju bahwa sejak ikut daiam kegiatan
BUMDes warga masyarakat memiliki akses berobat ke fasiiitas
kesehatan.

d. Warga Masyarakat Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.
ditunjukan dalam diagram berikut:
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Persentase(%)
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Diagram 26. Kajian Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya
(n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (49.4%)
disusul sangat setuju (25.3%) sementara yang berpendapat netral
(22.8%) tidak setuju (2.5%) dan sangat tidak setuju (0%)
dikatakan merasa aman di lingkungan permukimannya. Artinya
sebagian besar responden berpendapat setuju bahwa sejak ikut
dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat merasa aman di
Ungkungan permukimannya.

Dimensi Peningkatan Tingkat Kehidupan, Tingkat Pendapatan,
Pendidikan yang Lebih Balk dan Peningkatan Atensi lerhadap Budaya
dan Nilai'Nilai Kemanusiaan

Dari 5 item pertanyaan pada dimensi peningkatan tingkat kehidupan,
tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi
terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, jawaban dari 79
responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan
responden dapat dilihat dalam diagram berikut:
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Tabel 11. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi

Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih
Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai

Kemanusiaan

Pertanyaan
Skor

I 2 3 4 5

10 1 2 42 32

11 0 1 7 42 28

12 0 1 10 37 30

13 0 1 7 34 36

14 0 0 3 33 42

Jumlah 1 4 29 188 168

Tabel 12. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk

Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan

yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-

Nilai Kemanusiaan

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 168 840 49.76 1

4 188 752 44.55 2

3 29 87 5.15 3

2 4 8 0.47 4

1 1 0.06 5

Jumlah 390 1.688 100

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban
responden terhadap pertanyaan tencang dimensi kemudahan akses ini
adalah 5 (skor tertin^i) x 5 (jumlah item pertanyaan) x 79 (jumlah
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responden) = 1.975. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban
responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1688 atau
85.47%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai
85.47% tersebut terletak pada daerah sangat setuju. Artinya responden
berpendapat sangat setuju bahwa sejak berdirinya BUMDes,
masyarakat merasakan peningkatan kebidupan, pendapatan,
pendidikan yang lebih baih dan peningkatan atensi terhadap budaya
dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun umuk mengukur dimensi peningkatan tingkat kehidupan,
tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baikdan peningkatan atensi
terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terdapat beberapa
indikator yaitu kualitas hidup lebih baik, tingkat pendapatan menjadi
lebih baik, atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan meningkat.

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-
indikator dari dimensi peningkatan kehidupan, tingkat pendapatan,
pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya
dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun indikator kualitas hidupyang lebih
baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

60 53.2
50

40

30

20
10 1-3 1-3

0

40.5 ea

11
Persentase(%)

San^t Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Ttdak Missing
Setuju system

Diagram 27. Kajian terhadap Kualitas Hidup yang Lebih Baiic
(n=79)
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Dari diagram tersebut di atas dapatdiketaliui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat sctuju (53.2%) disusul sangac setuju
(40.5%) sementara yang berpendapat netral (2.5%) tidaksetuju (1.3%)
dan sangat tidaksetuju (1.3%) dikatakan merasa mendapatkan kualitas
hidup yang lebih baik. Artinya sebagian besar responden berpendapat
setuju bahwa sejak ikuc dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat
mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Adapun indikator warga masyarakat mendapatkan tingkat
pendapatan menjadi makin meningkat. Berdasarkan data yang
diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam
diagram berikut:

Persentase {%)
60 53.2

50
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30

26- 8.9

msmm

ri#10 —— hi n 1.3

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Missing
Seti^u system

Diagram 28. Kajian terhadap Tingkat Pendapatan Menjadi Makin

Meningkat (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapatdiketahui bahwa terdapatvariasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat setuju (53.2%) disusul sangat setuju
(35.4%) sementara yang berpendapat netral (8.9%) tidak setuju (1.3%)
dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan merasa mendapatkan tingkat
pendapatan makin meningkat. Artinya sebagian besar responden
berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga
masyarakat mendapatkan tingkat pendapatan yang makin meningkat.
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Adapun indikator warga masyarakat mendapatkan pendidikan yang
lebih baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:
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SangatSetuju Setuju Netral TidakSetuju SangatTtdak Missing
Setuju system

Diagram 29. Kajian terhadap Pendidikan IVIenjadi Lebili Bailc (n=79)

Dari diagram tersebuc diatas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat setuju (46.8%) disusui sangat setuju
(38%) sementara yang berpendapat netral (12.7%) tidaksetuju (1.3%)
dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan merasa mendapatkan pendidikan
menjadi lebih baik. Artinya sebagian besar responden berpendapat
setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat
mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Adapun indikator atensi terhadap budaya dan nilai-nilai
kemanusiaan meningkat. Berdasarkan data diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan, ditunjukan dalam diagram berikut:
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Tabel 13. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator
Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Pertanyaan
Skor _

—

1 2 3 4 5

13 0 7 .V4 36

14 0 0 3 33 42

Jumlah 0 10 67 78

Tabel 14. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden

untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 78 390 56.52 I

4 67 268 38.84 2

3 "10- -^0- - 4:3i 3

2 2 0.29 4

1 0 0 0 >

Jumlah 156 690 100

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban
responden terhadap pertanyaan tentang indikator atensi terhadap
budaya dan nilai-nilai kemanusiaan adalah 5 (skor tertinggi) x2 (jumlah
item pertanyaan) x 79 (jumlah responden) = 790. Dengan demikian
rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang
diperoleh adalah 690 atau 87.34%. Dari kriteria yang ditetapkan,
apabila diinterpretasi nilai 87.34% tersebut terletak pada daerah
sangat setuju. Artinya responden berpendapat sangar setuju bahwa
BUMDes dapat meningkatkan atensi terhadap budaya dan nilai-
nilai kemanusiaan.
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Adapun untuk mengukur indikator atensi terhadap budaya dan
nilai-nilai kemanusiaan dilakukan kajian terhadap setiap item
pertanyaan. Pertanyaan tersebut meiiputi:

Saling Menghargai/Menghormati antar-Warga Masyarakat
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

a.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

45.6

Sangat Setuju Setuju

Persentase(%)

8.9

Netral

1.3

TidakSetuju Sangat Tidak
Setuju

1.3

Missing

system

Diagram 30. Kajian Terhadap Saling Menghargai/Menghormati
antar Warga Masyarakat (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat sangat setuju (45.6%)
disusul setuju (43%) sementara yang berpendapat netral (8.9%)
tidak setuju (1.3%) dan sangat tidak setuju (0%) saling
menghargai/menghormati antarwarga masyarakat. Artinya
sebagian besar responden berpendapat sangat setuju bahwa sejak
ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat lebih saling
menghargai/menghormati antar sesama.
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b. Saling Bekerja Sama/Membancu antar-Warga Masyarakat

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

53.2

Sangat Setuju

Persentase (%)

0 0 13

Netrai TidakSetuju Sangat Tidak N^issing
Setuju system

Diagram 31. Kajian Terhadap Saling Bekerja Sama/Membantu antar
Warga Masyarakat (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumiah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyaralcat sangat setuju (53.2%)
disusul setuju (41.8%) sementara yang berpendapat netrai (3.8%)
tidak setuju (0%) dansangat tidak setuju (0%) saling bekerja sama/
membantu antar-warga masyarakat. Artinya sebagian besar
responden berpendapat sangat setuju bahwa sejak ikut dalam
kegiatan BUMDes warga masyarakat lebih saling bekerja sama/
membantu antarsesama.

Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan Pilihan Sosial dari Individu
dan Bangsa

Dari 6 item pertanyaan pada dimensi skala ekonomi dan ketersediaan
pilihan sosial dari individu dan bangsa. Jawaban dari 79 responden
atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden dapat
dilihat dalam diagram berikut:
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Tabel 15. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Dimensi Skala
Ekonomi, Ketersediaan, Pilihan Sosial dari tndividu dan Bangsa

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

15 0 5 9 49 15

16 0 1 12 51 14

17 0 3 12 37 26

18 0 4 29 41 4

19 0 3 24 37 14

20 2 3 12 42 19

Jumlah 2 19 98 257 92

Tabel 16. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari

Individu dan Bangsa

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 92 460 25.25 2

4 257 1.028 56.42 1

3 98 294 16.14 3

2 19 38 2.09 4

1 2 2 0.11 5

jumlah 468 1.822 100

Tabel tersebut menunjukican adanya variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban
responden terhadap pertanyaan centang dimensi kemudahan akses ini
adalah 5 (skor tertinggi) x 6 (jumlah item pertanyaan) x 79 (jumlah
responden) = 2.370. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban
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responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1.822 atau
76.88%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai %
tersebut terletak pada daerah setuju. Artinya responden berpendapat
setuju bahwa sejak berdirinya BUMDes, masyarakat merasakan skala
ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa

Adapun untuk mengukur dimensi skala ekonomi dan ketersediaan
pilihan sosial dari individu dan bangsa terdapat beberapa indikator
yaitu munculnya usaha bangldtan/ikutan, munculnya usaha rintisan,
menurunnya tingkat pengangguran, revitalisasi nilai-nilai budaya lokal
dan akses terhadap teknologi informasi meningkat.

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-
indikator hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat
bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok
usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan
ekonomi keluarga, sebagaimana ditunjukan dalam diagram berikut:
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Diagram 32. Kajian terhadap Munculnya Usaha Bangkitan/lkutan
(n=79)

Dari diagram tersebut di atasdapat diketahui bahwaterdapatvariasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
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menyatakan bahwa masyarakat setuju (62%) disusul sangat setuju

(19%) sementara yang berpendapat netral (11.4%) tidak setuju
(6.3%) dan sangat tidak setuju (0%) terhadap munculnya usaha
bangkitan/ikutan. Artinya sebagian besar responden berpendapat
setuju bahwa sejak ikutdalam kegiatan BUMDes muncul adanya usaha
bangkitan/ikutan.

Adapun indikator munculnya usaha rintisan. Berdasarkan data
yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam
diagram berikut:
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Diagram 33. Kajian terhadap Munculnya Usaha Rintisan (n=48)

Dari diagram tersebut di atas dapatdiketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat setuju (64.6%) disusul sangat setuju

(17.7%) sementara yang berpendapat netral (15.2%) tidak setuju
(1.3%) dansangat tidak setuju (0%) terhadap munculnya usaha rintisan.
Artinya sebagian besar responden berpendapat setuju bahwa sejak ikut
dalam kegiatan BUMDes muncul adanya usaha rintisan.

Adapun indikator menurunya tingkat pengangguran. Berdasarkan
data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. ditunjukkan
dalam diagram berikut:
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Diagram 34. Kajian terhadap Menurunnya Tingkat Pengangguran
(n=79)

Daridiagram tersebut di atas dapac diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat setuju (46.8%) disusul sangat setuju
(32.9%) sementara yang berpendapat netral (15.2%) tidak setuju
(3.8%) dan sangat tidak setuju (0%) terliadap menurunya tingkat
pengangguran. Artlnya sebagian besar responden berpendapat
setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes tingkat
pengangguran menurun.

Adapun indikator revitalisasi nilai-nilai budaya lokal. Berdasarkan
data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. ditunjukkan
dalam diagram berikut:
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Diagram 35. Kajian terhadap Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal
(n=79)

Daridiagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat setuju (51.9%) disusul netral (36.7%)
sementara yang berpendapat sangat setuju (5.1%) tidak setuju (5.1%)
dan sangat tidaksetuju (0%) terhadap revitalisasi nilai-nilai budaya lokal.
Artinya sebagian besar responden berpendapat setuju bahwa sejak ikut
dalam kegiatan BUMDes revitalisasi nilai-nilai budaya lokal meningkat.

Adapun indikator akses terhadap teknologi informasi meningkat.
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator

Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

19 0 3 24 37 14

20 2 3 12 42 19

Jumlah 2 6 36 79 33
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Tabel 18. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden

untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 33 165 27.36 2

4 79 316 52.4 1

3 36 108 17.91 3

2 6 12 1.99 4

1 2 2 0.33 5

Jumlah 156 603 100

Tabel tersebut di atas menunjukkan adanya variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor rertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator akses
terhadap teknologi informasi meningkat adalah 5 (skor tertinggi) x 2
(jumlak-kem pertanyaan) x 79 (jumlah responden) = 790. Dengan
demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunfukkan bahwa
skor yang diperoleh adalah 603 atau 76.33%. Dari kriteria yang
ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 76.33% tersebut terletak pada
daerah setuju. Artinya responden berpendapat setuju bahwa BUMDes
dapat meningkatkan akses terhadap teknologi informasi.

Adapun untuk mengukur indikator akses terhadap teknologi
informasi meningkat dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan.
Pertanyaan tersebut meliputi:

a. Warga Masyarakat Menggunakan Komputer/Laptop

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan, dirunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 36. Kajian Terhadap Menggunakan Komputer/Laptop
(n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumiah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (46.8%) disusul
netral (30.4%) sementara yang berpendapat sangat setuju (17.7%)
tidak setuju (3.8%) dan sangat tidak setuju (0%) menggunakan
komputer/laptop. Artinya sebagian besar responden berpendapat
setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga
masyarakat menggunakan komputer/laptop.

b. Warga Masyarakat Menggunakan Handphone

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan. ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 37. Kajian Terhadap Menggunakan Handphone (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa cerdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (53.2%) disusul
sangat setuju (24.1%) sementara yang berpendapat netral (15.2%)
tidak setuju (3.8%) dan sangat tidak setuju (2.5%) menggunakan
handphone. Artinya sebagian besar responden berpendapat setuju
bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat
menggunakan handphone.

4.3.2. Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden di Provinsi JawaTengah

4.3.2.1. Variabel Partisipasi Masyarakat

4.3.2.1.1. Dimensi Participation In Decision Making

Dari 4 item pertanyaan pada dimensi Participation InDecision Making.
sebanyak 95 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing
tanggapan responden mengenai Participation In Decision Makingdap^t
dilihat dalam diagram berikut:
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Diagram 38. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk

Dimensi Participation In Decision Making

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

1 28 17 27 11 12

2 30 20 24 17 4

3 13 27 31 14 7

4 42 9 27 11 5

Jumlah in 73 109 53 28

Diagram 39. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden

untuk Dimensi Participation In Decision Making

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 28 140 14.89 4

4 53 212 22.55 2

3 109 327 .34.79 1

2 73 146 15.53 3

1 113 115 12.24 5

Jumlah 378 940 100

Diagram tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor terringgi yang diharapkan dari
jawaban responden terbadap pertanyaan tentang dimensi Participation

In Decision Making ini adalah 5 (skor tertinggi) x 4 (jumlah item
pertanyaan) x 95 (jumlah responden) = 1900. Dengan demikian

rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skoryang
diperoleh adalah 940 atau 49.47%. Dari kriteria yang ditetapkan,

apabila diinterpretasi nilai 49.47% tersebut terletak pada daerah
kadang-kadang (dalam batas tertin^i yaitu 41-60).
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Adapun untuk mengukur dimensi Participation In Decision
Making terdapat beberapa indikator yaitu keikutsertaan masyarakat
dalam menghadiri rapat perencanaan pengembangan BUMDes
tersebut, mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/
rapat BUMDes, memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/
rapat pengembangan BUMDes serta keikutsertaan masyarakat dalam

proses/perumusan pembuatan keputusan.

Diagram tersebut menunjukan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan. menunjukkan bahwa sebagian besar
responden masih berpendapat warga masyarakat tidak pernah
menghadiri rapat perencanaan pengembangan BUMDes. Kondisi
seperti ini sebagaimana ditujukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 40. Kajian terfiadap Keikutsertaan Masyarakat dalam

Menghadiri Rapat Perencanaan Pengembangan BUMDes tersebut

(n=95)

Dari diagram tersebutdi atasdapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan tidak pernah (29.5%) disusul kemudian kadang-kadang
(28.4%) sementara yang berpendapat jarang (17.9%) selalu (12.6%)
dan sering (11.6%) menghadiri rapat perencanaan pengembangan

Jarang Tidak pernah
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BUMDes tersebut. Artinya mayoritas responden berpendapat bahwa
warga masyarakat tidak pcrnah menghadiri rapat perencanaan
pengembangan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator Mengemukakan Pendapat atau Saran dalam
Setiap Pertemuan/Rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari
hasil peneiitian yang dilakukan. ditunjukkan dalam diagram berikut:

Persentase (%)

35 31.6

25.3

25 21.1

20

15

10
4.2

121.1
I

Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak pernah

5 4 3 2 1

Diagram 41. Kajian Terhadap Mengemukakan Pendapat atau Saran
dalam Setiap Pertemuan/Rapat BUMDes (n=95)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketaiiui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah (31.6%) disusul
kemudian kadang-kadang (25.3%) sementara yang berpendapat
jarang (21.1%) sering (17.9%) dan selalu (4.2%) mengemukakan
pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut.
Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga
masyarakat tidak pernah mengemukakan pendapat atau saran dalam
setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut.

Adapun indikiuor niemberikan data/informasi dalam setiap
pertemuan/rapat HUMDcs. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
pcneliriiin yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 42. Kajian Terhadap Memberikan Data/lnformasi dalam

Setiap Pertemuan/Rapat Pengembangan BUMDes (n=g5)

Dari diagram tersebut di atasdapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak

menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang (32.6%) disusul
kemudian jarang (28.4%) sementara yang berpendapar tidak pemah
(15.8%) sering (14.7%) dan selalu (7.4%) memberikan data/informasi
dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebuc. Artinya sebagian
besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat kadang-
kadang memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat
BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam proses/perumusan
pembuatan keputusan dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 43. Kajian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam
Proses/Perumusan Pembuatan Keputusan (n=95)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat tidakpernah (44.2%) disusul kemudian
kadang-kadang (28.4%) sementara yang berpendapat sering (11.6%)
jarang (9.5%) dan selalu (5.3%) ikut serta dalam proses/pembuatan
keputusan dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian
besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat tidak pernah
ikut serta dalam proses/pembuatan keputusan dalam kegiatan
BUMDes tersebut.

4.3.2.1.2 . Dimensi Participation in Implementation

Dari 4 item pertanyaan pada dimensi Participation in Implementation.
sebanyak 95 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing
tanggapan responden mengenai Participation in Implementation dapat
dilihat dalam diagram berikut:
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Diagram 44. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk
Dimensi Participationin Implementation

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

5 20 5 33 20 16

6 37 6 19 29 3

7 19 24 28 20 3

8 49 12 24 7 2

Jumlah 125 47 104 76 24

Diagram 45. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden
untuk Dimensi Participation in Implementation

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 24 120 12.6 4

4 76 304 31.8 2

3 104 312 32.7 I

2 47 94 9.8 5

1 125 125 13.1 3

jumlah 376 955 100

Diagram tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi Participation
in Implementation ini adalah 5 (skor tertinggi) x 4 (jumlah item
pertanyaan) x 95 (jumlah responden) ^ 1900. Dengan demikian
rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang
diperoleh adalah 955 atau 50.3%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila
diinterpretasi nilai 50.3% tersebut terletak pada daerah kadang-kadang
{dalam haras tertinggi 41-60). Artinya responden berpendapat bahwa
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kadang-kadang warga masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan
BUMDes.

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan
masyarakat dalam memberikan kontribusi tenaga sebagaimana
ditunjukkan dalam diagram berikut:

Persentase (%)
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Diagram 46. Kajian Terhadap Kontribusi dengan Tenaga (n=95)

Dari diagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang (34.7%) disusul
kemudian sering (21.1%) dengan persentase yang sama bagi responden
yang menjawab tidak pernah (21.1%) sementara yang berpendapat
selalu (16.8%) dan jarang (5.3%) memberikan kontribusi tenaga dalam
kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden
berpendapat bahwa warga masyarakat kadang-kadang memberikan
kontribusi tenaga dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui
ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang
diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam
diagram berikut:
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Diagram 47. Kajian Terhadap Kontribusi Ide/Pemikiran (n=95)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyacakan bahwa masyarakat tidak pernah (38.9%) disusul
kemudian sering (30.5%) sementara yang berpendapat kadang-kadang
(20%) jarang (6.3%) dan selalu (3.2%) memberikan kontribusi ide/
pemikiran dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar
responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering atau juga
kadang-kadang memberikan kontribusi ide/pemikiran dalam kegiatan
BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui uang
dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 48

Kajian Terhadap Kontribusi dengan Uang (n=95)
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Daridiagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang (29.4%) disusul
kemudian jarang (25.2%) sementara yang berpendapat sering (21.1%)
tidak pernah (20%) dan selalu (3.2%) memberikan kontribusi uang
dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden
berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering atau juga kadang-
kadang memberikan kontribusi uang dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui
bahan/material dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang
diperoleh dari hasi! penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam
diagram berikut:
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Diagram 49

Kajian TerhadapKontribusi dengan Bahan (Material)
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Daridiagram tersebut di atas dapac diketahui bahwa terdapatvariasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden cerbanyak
menyatakan bahwa masyarakat tidakpernah (51.6%) disusul kemudian
kadang-kadang (25.2%) sementara yang berpendapat jarang (12.6%)
sering (7.4%) dan selalu (2.1%) memberikan bahan/material dalam
kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden
berpendapat bahwa warga masyarakat tidak pernah memberikan
kontribusi tenaga dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Dimensi Participation in Benefit

Dari 3 item pertanyaan pada dimensi Participation in Benefit, sebanyak

95 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan
responden mengenai Participation in Benefit dapat dilihat dalam
diagram berikut:
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Tabel 19. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
Participation in Benefit

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

9 23 12 13 31 14

10 2 20 31 26 14

U 5 4 31 29 24

Jumlah 30 36 75 86 52

Tabel 20. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi Participation in Benefit

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 52 260 27.9 2

4 86 344 36.9 1

3 75 225 24.2 3

2 36 72 7.7 4

1 30 30 3-2 5

Jumlah 279 931 100

Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban
responden terhadap pertanyaan tentang dimensi Participation in BeneBt
ini adaiah 5 (skor tertinggi) x 3 (jumlah item pertanyaan) x95 (jumlah
responden) = 1425. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban
responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adaiah 931 atau
65.3%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 65.3%
tersebut terletak pada daerah sering (dalam batas tertinggi 61-80).

Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban
responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator
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hasil penelician yang dilakukan, responden berpendapat bahwa
keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok
usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan
ekonomi keluarga.

Diagram 50
Kajian Terhadap Mengikuti Kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi
Desa. yang akan Memberikan Tambahan Penghasilan Ekonomi

Keluarga (n=95)
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Dari diagram.tcrsebutdi atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyacakan bahwa masyarakat sering (32.6%) disusul kemudian tidak
pernah (24.2%) sementara yang berpendapat selalu (14.7%) kadang-
kadang (13.7%) dan jarang (12.6%) mengikuti kegiatan kelompok
usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan
ekonomi keluarga. Artinya sebagian besar responden berpendapat
bahwa warga masyarakat lebih sering mengikuti kegiatan kelompok
usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan
ekonomi keluarga.

Adapun indikator keikutsertaan dalam menggunakan produk/
layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan
BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 51
Kajian terhadap Menggunakan Produk/Layananyang DihasHkan

KelompokUsahaEkonomiDesa(n=95)
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Dari diagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang (32.6%) disusul
kemudian sering (27.4%) sementara yang berpendapat jarang (21.1%)
selalu (14.7%) dan tidak pernah (2.1%) mengikuti kegiatan dalam
menggunakan produk/layanan yang dihasilkan kelompok usaha
ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes. Artinya sebagian besar
responden berpendapat bahwa warga masyarakat kadang-kadang
menggunakan produk/layanan yang dihasilkan kelompok usaha
ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes.

Adapun indikator keikutsertaan memelihara/merawat/merasa
memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan
BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 52
Kajian Terhadap Memelihara/MerawaVMerasa Memiliki Fasilitas
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Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang (32.6%) disusul
kemudian sering (30.3%) sementara yang berpendapat selaiu (25.3%)
tidak pernah (5.3%) dan jarang (4.2%) mengikuti kegiatan
memelihara/merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi
desa dalam kegiatan BUMDes. Artinya sebagian besar responden
berpendapat bahwa warga masyarakat kadang-kadang ikut serta
memelihara/merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi
desa dalam kegiatan BUMDes.

Dimcnsi Participation in Evaluation

Dari 2 item pertanyaan pada dimensi Participation in Evaluation.
sebanyak 95 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing
tanggapan responden mengenai Participation inEvaluation dapat dilihat
dalam diagram berikut:
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Tabel 21. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
Participation in Evaiuation

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

12 8 26 30 22 9

13 10 28 28 23 5

Jumlah 18 54 58 45 14

Tabel 22. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi Participation in Evaluation

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 14 70 11.2 4

4 45 180 28.8 1

3 58 174 27.8 2

2 54 108 17.3 3

1 18 18 2.9 5

Jumlah 189 550 100

Tabel tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi Participation
in Evaluation ini adalah 5 (skor tertinggi) x2 (jumlah item pertanyaan)
X95 (jumlah responden) =950. Dengan demikian rekapitulasi sebaran
jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah
550 atau 57.9%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi
nilai 57.9% tersebut terletak padadaerah kadang-kadang (dalam batas
tertinggi 41-60).
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Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban
responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator
hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa
keikutsertaan masyarakat dalam meiakukan kritik/koreksi terhadap
jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Diagram 53
KajianTerhadap Meiakukan Kritik/Koreksi terhadap Jalannya

Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=95)
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Dari diagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang (31.6%) disusul jarang
(27.3%) sementara yang berpendapat sering (23.2%) selalu (9.5%)
dan tidak pernah (8.4%) meiakukan kritik/koreksi terhadap jalannya
kegiatan pengembangan BUMDes. Artinya sebagian besar responden
berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering meiakukan kritik/
koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Adapun indikator keikutsertaan dalam memberikan saran terhadap
jalannya kegiatan pengembangan BUMDes. Berdasarkan data yang
diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam dia
gram berikut:
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Diagram 54
KajianTerhadapMembGrikanSaran terhadapialannya Kegiatan
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Dari diagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang (29.5%) dengan
persentase yang sama bagi responden yang menjawab jarang (29.5%)
sementara yang berpendapat sering (24.2%) tidak pernah (10.5%) dan
selalu (5.3%) melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan
pengembangan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat
bahwa warga masyarakat lebih kadang-kadang atau juga jarang mem-
berikan saran terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi
Kcbutuhan Dasar yang Meliputi Makanan Perumahan Kesehatan dan
Perlindungan

Dari 9 item pertanyaan pada dimensi peningkatan kemampuan dan
pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan;
perumahan; kesehatan dan perlindungan. jawaban dari 95 responden
atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai
kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam diagram berikut:
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Tabel 23. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan

Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan^ ~

Perlindungan

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

I 2 8 33 36 16

2 4 7 58 21 5

3 2 4 34 44 11

4 2 2 37 48 6

5 1 9 39 39 7

6 1 3 38 47 6

7 3 10 37 40 3

8 1 -'4 ~ "35 " "47 " " 7

9 0 5 38 49 2

Jumlah 16 52 349 371 63

Tabel 24. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi

Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan

dan Perlindungan

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 63 315 10.6 3

4 371 1484 50 1

3 349 1047 35.3 2

2 52 104 3.5 4

1 16 16 0.5 5

Jumlah 851 2966 100
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Diagram tersebut di atas menunjukkan adanya variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi peningkatan
kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi
makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan adalah 5 (skor
tertinggi) x 9 (jumlah item pertanyaan) x 95 (jumlah responden) =
4275. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden
menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 2966 atau 69.4%.
Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 69.4% tersebut
terietak pada daerah setuju. Artinya responden berpendapat setuju
bahwa BUMDes dapat meningkatkan kemampuan dan pemerataan
distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, perumahan,
kesehatan dan perlindungan.

Adapun indikator peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan
dasar. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Tabel 25. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator

Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

1 2 8 33 36 16

2 4 7 58 21 5

3 2 4 34 44 n

4 2 2 37 48 6

5 1 9 39 39 7

Jumlah 11 30 201 188 45
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Tabel 26. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 45 225 13.6 3

4 188 752 45.5 1

3 201 603 36.5 2

2 30 60 3.6 4

1 11 11 0.7 5

Jumtah 475 1651 100

Tabel tersebut di atas menunjukkan adanya variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator
peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar adalah 5 (skor
tertinggi) x 5 (jumlah item pertanyaan) jc 95 (jumlah responden) =
2375. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden
menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1651 atau 69.5%.
Darikriteriayang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 69.5% tersebut
terletak pada daerah setuju. Artinya responden berpendapat setuju
bahwa BUMDes dapat meningkatkan daya beli warga terhadap
kebutuhan dasar.

Adapun untuk mengukur indikator peningkatan daya beli warga
terhadap kebutuhan dasar dilakukan kajian terhadap setiap item
pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:



Mohammad Mulyadi 131

a. Warga Masyarakat Mampu Membeli Sembako
Berdasarkan data diperoleh dari basil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Diagram 55
Kajian Terhadap Mampu MembeliSembako (n=95)

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju Setuju Netral TidakSetuju

|Persentase(%) 16.8 37.9 34.7 8.4 2.1

|Frekuensi 16 36 33 8 2

•Persentase (%) •Frekuensi

Sangat Tidak

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak berpendapat bahwa masyarakat setuju (37.9%) disusul
netral (34.7%) sementara yang berpendapat sangat setuju (16.8%)
tidak setuju (8.4%) dan sangat tidak setuju (2.1%) mengatakan
mampu membeli sembako. Artinya sebagian besar responden
berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes
warga masyarakt mampu membeli sembako.
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Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak berpendapat bahwa masyarakat setuju (37.9%) disusul
netral (34.7%) sementara yang berpendapat sangat setuju (16.8%)
tidak setuju (8.4%) dan sangat tidak setuju (2.1%) mengatakan
mampu membeli sembako. Artinya sebagian besar responden
berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes
warga masyarakt mampu membeli sembako.
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c. Warga Masyarakac Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas
Kesehatan

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Diagrams?
KajianMampuMembiayai BiayaBerobatke Fasilitas Kesehatan

(n=95)

Sanpt Tidak Setuju

HdakSetuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

0 10 20 30 40 50

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju

IPersentase (%) 11.6 46.3 35.8 4.2 2.1

|Frekuensi 11 44 34 4 2

BPersentase (%) ^rekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (46.3%) disusul
netral (35.8%) sementara yangberpendapat sangat setuju (11.6%)
tidak setuju (4.2%) dan sangat tidak setuju (2.1%) dikatakan
mampu berobat ke fasilitas kesehatan. Artinya sebagian besar
responden berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan
BUMDes warga masyarakat mampuberobatke fasilitas kesehatan.
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d. Warga Masyarakat Mampu Membayar luran BPJS

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikutt

Diagram 58
Kajian Terhadap Mampu Membayar luran BPJS (n=95)

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setu)u
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Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju

iPersentase (%) 6.3 50.5 38.9 2.1 2.1

iFreloJensi 6 48 37 2 2

iPerserttase (%) BFrekuensI

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (50.5%) disusul
netral (38.9%) sementara yang berpendapat sangat setuju (6.3%)
tidak setuju (2.1%) dengan persentase yang sama bagi responden
yang menjawab sangat tidak setuju (2.1%) dikatakan mampu
membayar iuran BPJS. Artinya sebagian besar responden
berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes
warga masyarakat mampu membayar iuran BPJS.
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e. Warga Masyarakat Mampu Membayar luran Keamanan di
Lingkungan Permukimannya

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Diagram 59
KajianTerhadap Mampu Membayar luran Keamanan di

Lingkungan Permukimannya (n=95)
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HPersentase (%) 7.3 41.1 41.1 9.4 1.1

gFrekuensi 7 39 39 9 1

•Persentase (%) rekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (41.1%) dengan
persencase yang sama bagi responden yang menjawab netral
(41.1%) sementara yang berpendapat tidak setuju (9.4%) sangat
setuju (7.3%) dan sangat tidak setuju (1.1%) dikatakan mampu
membayar iuran keamanan di lingkungan permukimannya.
Artinya sebagian besar responden berpendapat lebih setuju atau
juga netral bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga
masyarakat mampu membayar iuran keamanan lingkungan.

Adapun indikator pemeraraan distribusi terhadap kebutuhan dasar.
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan>
ditunjukan dalam diagram berikut:
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Tabel 27. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator
Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

6 1 3 38 47 6

7 3 10 37 40 3

8 1 4 35 47 7

9 0 5 38 49 2

Jumlah 5 22 148 183 18

Tabel 28. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 18 90 6.8 3

4 183 _ 732_ _55.7 _ 1

3 148 444 33-8 2

2 22 44 3.3 4

1 5 5 0.4 5

Jumlah 376 1315 100

Diagram 4.92 tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator pemerataan
distribusi terhadap kebutuhan dasar adalah 5 (skor tertinggi) x4 (jumlah
item pertanyaan) x 95 (jumlah responden) = 1900. Dengan demikian
rekapitulasi sebaran jawaban respondenmenunjukkan bahwaskor yang
diperoleh adalah 1315 atau 69.2%. Dari kriteria yang ditetapkan,
apabila diinterpretasi nilai 69.2% tersebut terletak pada daerah setuju.
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Artinya responden berpendapac setuju bahwa BUMDes dapat
meratakan distribusi kebutuhan dasar.

Adapun untuk mengukur indikator pemerataan distribusi terhadap
kebutuhan dasar dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan.
Pertanyaan tersebut meliputi:

a. Warga Masyarakat Mudah Mendapatkan Sembako

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Diagram 60
KajianTGrhadapMudahMendapatkanSennbako (n=95)

Sangat Tidak Setuju

Netral

Sangat Setuju

0 10 20 30 40 50 60

_ , , , Sangat TldakSangat Setuju Setuju Netral Tldak Setuju Setu^u
|Persentase {%) 6.3 49.5 40 3.2 LI

iFrekuensi 6 47 38 3 1

•Persentase (%) ifrekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (49.5%) disusul
netral (40%) sementara yang berpendapat sangat setuju (6.3%)
tidak setuju (3.2%) dan sangat tidak setuju (1.1%) dikatakan
mudah mendapatkan sembako. Artinya sebagian besar responden
berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes
warga masyarakat mudah mendapatkan sembako.
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b. Warga Masyarakat Mudah Mendapatkan Bantuan untuk
Membangun Rumah yang Layak Huni

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Diagram 61
Kajian Terhadap Mudah Mendapatkan Bantuan untuk

Membangun Rumah yang LayakHuni (n=95)

Missing System
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Srt^u- . Netol f ^^"8
Setuju Setuju System- .

iPersentase (%) 3.2 42.1 38.9 10.5 3.2 11

iFrekuensi ~ ' 3 " " "40 -- -37 -IQ 3 2

gPersentase (%) iFrekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (42.1%) disusul
netral (38.9%) sementara yang berpendapat tidak setuju (10.5%)
sangatsetuju (3.2%) dengan persentase yangsama responden yang
menjawab sangat tidak setuju (3.2%) dikatakan mudah
mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang layak
huni. Artinya sebagian besar responden berpendapat setuju
bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat
mudah mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang
layak huni.
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c. Warga Masyarakat Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Diagram 62
Kajian TerhadapMemiliki Akses BerobatkeFasilitas Kesehatan

(n=95>

Missing System |
SangatTidak Setuju |
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Sansat .. , Tidak Missing
^ "7 Seti^u Netral _ , . TidakSetuju ^ Setuju System

|Persentase (%) 7.4 49.5 36.8 4.2 1.1 11

iFrekuerei 7 47 35 4 1 1

^ersentase (%) HFrekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (49.5%) disusul
netral (36.8%) sementara yang berpendapat sangat setuju (7.4%)
tidak setuju (4.2%) dan sangat tidak setuju (1.1%) dikatakan
memiliki akses berobatkefasilitas kesehatan. Artinya sebagian besar
responden berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan
BUMDes warga masyarakat mudah mendapatkan bantuan untuk
membangun rumah yang layak huni.



140 AnalT^s ImgKat Kesejafrteraair Masyarakat Melalui

d. Warga Masyarakat Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikuc:

Diagram 63
KajianTerhadapMerasaAmandi Lingkungan Permukimannya

(n=95)

Missing System

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

0 10 20 30 40 50 60

Netral TidakSetuju
Tidak Setuju System

BPersentase (%) 2.1 51.6 40 5.3 0 LI

BFrekuensi 2 49 38 5 0 1

|Persentase (96) gFrekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (51.6%) disusul
netral (40%) sementara yang berpendapat tidak setuju (5.3%)
sangat setuju(2.1 %) dansangat tidaksetuju (0%) dikatakan merasa
aman di lingkungan permukimannya. Artinya sebagian besar responden
berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes
warga masyarakat merasa aman di lingkungan permukimannya.

Dimensi Peningkatan Tingkat Kehidupan. Tingkat Pendapatan.
Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya
dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Dari 5 item pertanyaan pada dimensi peningkatan tingkat kehidupan.
tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi
terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, jawaban dari 95
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responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan
responden dapat diiihat dalam diagram berikur:

Tabel 29. Distribusi FrekuensiJawaban Responden untuk Dimensi
Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih

Baik dan Peningkatan Atensi terliadap Budaya dan Nilai-Nilai
Kemanusiaan

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

10 1 5 37 41 10

n 3 8 37 32 14

12 4 2 49 30 9

13 2 5 37 37 12

14 1 5 34 44 9

jumlah 11 25 194 184 54

Tabel 30. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan

yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-
Nilai Kemanusiaan

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 54 270 16.4 3

4 184 736 44.6 1

3 194 582 35.3 2

2 25 50 3 4

1 11 11 0.7 5

Jumlah 468 1649 100
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Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor rertinggi yang diharapkan dari jawaban
responden terhadap pertanyaan tentang dimensi kemudahan akses ini
adalah 5 (skor tertinggi) x 5 (jumlah- item pertanyaan) x 95 (jumlah
responden) = 2.375. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban
responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1.649 atau
69.4%. Dari kriteria yang ditetapkan. apabila diinterpretasi nilai 69.4%
tersebut terletak pada daerah setuju. Axtinya responden berpendapat
setuju bahwa sejak berdirinya BUMDes, masyarakat merasakan
peningkatan kehidupan, pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan
peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun untuk mengukur dimensi peningkatan tingkat kehidupan.
tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan
atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terdapat beberapa
indikator yaitu kualitas hidup lebih baik, tingkat pendapatan
menjadi lebih baik, atensi terhadap budaya dan nilai-nilai
kemanusiaan meningkat.

Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban
responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator
dari dimensi peningkatan kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan
yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-
nilai kemanusiaan. Adapun indikator kualitas hidup yang lebih baik,
berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 64
KajianterhadapKualitasHidupyangLebih Baik{n=95)

Missing System

Sangat Tidak Setiqu

Tidak Setuju

Netral

Setuiu

San^t Setuju

|Persentase (%)

iFrekucnsi

0

Sangat
Setuju

10.5

10

10 15 20 25 30

Setuju Netral Tidak Setuju

43.1 38.9 5.3

41 37 5

•Persentase (K) •Frekuensi

35 40 45 50

Sangat Tidak Missing
Setuju

1.1

1

System

tl

1

Dari diagram tersebut di atasdapatdiketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumiah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat setuju (43.1%) disusul netral (38.9%)
sementara yang berpendapat sangatsetuju (10.5%) tidaksetuju (5.3%)
dan sangat tidak setuju (1.1%) dikatakan merasa mendapatkan kualitas
hidup yang lebih baik. Artinya sebagian besar responden berpendapat
setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat
mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Adapun indikator warga masyarakat mendapatkan tingkat
pendapatan makin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari
hasil penehtian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:
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Diagram 65
Kajian terhadap Tingkat Pendapatan Makin Meningkat (n=9S)

Missing System p
SangatTiddkSetuju •

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

0 :

Sangat
Setuju

|Persentase (%) 14.7

iFrekuensi 14

10

Seti^u

33.7

32

15 20 25 30 35 40 45

Netral Tldak Setuju
Tidak Setuju System

38.9

37

a4

8

3.2

3

LI

1

IPersentase (%) gFrekuensi

Daridiagram tersebut di atas dapatdiketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden cerbanyak
menyatakan bahwa masyarakat netral (38.9%) disusul setuju (33.7%)
sememara yangberpendapat sangatsetuju (14.7%) tidak setuju (8.4%)
dan sangat tidak setuju (3.2%) dikatakan merasa mendapatkan tingkat
pendapatan makin meningkat. Artinya sebagian besar responden
berpendapat netral bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga
masyarakat mendapatkan tingkat pendapatan makin meningkat.

Adapun indikator warga masyarakat mendapatkan pendidikan yang
lebih baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Mohammad Mulyadi

Diagram 66
Kajian terhadap Pendidikan MenjadiLebih Baik (n=95)

Missing System

Sangat TIdak Seti4u

TIdakSetuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju
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Sangat Tidak
TIdak Setuju

2.1
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Seti^u

4.2

4

Missing
System
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liPersentase (%) ^rekuemi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat netral (51.6%) disusul setuju (31.6%)
sementara yang berpendapat sangat setuju (9.5%) sangat tidak setuju
(4.2%) dan tidak setuju (2.1%) dikatakan merasa mendapatkan
pendidikan menjadi lebih baik. Artinya sebagian besar responden
berpendapat netral bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga
masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Adapun indikator atensi terhadap budaya dan nilai-niali
kemanusiaan meningkat. Berdasarkan data diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan, ditunjukan dalam diagram berikut:

Tabel 31. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator
Atensi terhadap Budaya dan Nliai-Nliai Kemanusiaan

Pertanyain
Skor

1 2 3 4 5

13 2 5 37 37 12

14 5 34 44 9

Jumlah 3 10 71 81 21
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Tabel 32. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Indikator Atensi terhadap Budaya dan Niiai-Nitai Kemanusiaan

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 21 105 15.8 3

4 81 324 48.7 1

3 71 213 32 2

2 10 20 3 4

1 3 3 0.5 5

Juml&h 186 663 100

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan darl jawaban
responden terhadap pertanyaan tentang indikator atensi terhadap
budaya dan nilai-nilai kemanusiaan adalah 5(skor tertinggi) x2(jumlah
item pertanyaan) x 95 (jumlah responden) = 950. Dengan demikian
rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang
diperoleh adalah 665 atau 70%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila
diinterpretasi nilai 70% tersebut terletak pada daerah setuju. Artinya
responden berpendapat setuju bahwa BUMDes dapat meningkatkan
atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun untuk mengukur indikator atensi terhadap budaya dan
nila i-nilai kemanusiaan dilakukan kajian terhadap setiap item
pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:
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a. Saling Menghargai/Menghormati antar Warga Masyarakat

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikui:

Diagram 67
KajianTerhadapSaling Menghargai/Mer^hormati antar Warga

Masyarakat (n=95)

Missing System

Sangat Tidak Setuju

TidakSetuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

0 5 10 IS 20 25 30 35 40 45

Sangat ^ . -rtj uc . c Sangat Tidak Missing
Set^u TidakSetuju

iPersentase (96) 12.6 38.9 38.9 5.3 2.1 2.1

|Frekuensi 12 37 37 5 2 2

gpersentase (96) ^rekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat setuju (38.9%) dengan
persentase yang sama responden yang menjawab netral (38.9%)
sementara yang berpendapat sangat setuju (12.6%) tidak setuju
(5.3%) dan sangat tidak setuju (2.1%) saling menghargai/
menghormati antar warga masyarakat. Artinya sebagian besar
responden berpendapat lebih setuju atau juganetral bahwa sejak
ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat lebih saling
menghargai/menghormati antar sesama.
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b. Saling Bekerja Sama/Membanru antar Warga Masyarakat

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Diagram 68
Kajian Terhadap Saling Membantu antar WargaMasyarakat {n=95)

Missing System

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju

Netral

Setuju
Sangat Setuju

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SetHu Netral wfk' ""='"8Setuju ^ Setuju ^ , System
Seti^u

BPersentase (%) 9.5 46.3 35.8 5.3 LI 2.1

HFrekuensi 9 44 34 5 1 2

BPersentase (96) gFrekuensf ~

Dari diagram tersebut di atas dapac diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat setuju (46.3%) disusul netral
(35.8%) sementara yang berpendapat sangat setuju (9.5%) tidak setuju
(5.3%) dan sangat tidak setuju (l.i%) saling bekerja sama/membantu
antar warga masyarakat. Artinya sebagian besar responden
berpendapat setuju bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga
masyarakat lebih saling bekerja sama/membantu antar sesama.

Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan Pilihan Sosial dari Individu
dan Bangsa

Dari 6 item pertanyaan pada dimensi skala ekonomi dan ketersediaan
pilihan sosiaJ dari individu dan bangsa, jawaban dari 95 responden
atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden dapat
dilihat dalam diagram berikut:
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Tabel 33. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
Skala Ekonomi dan Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu

dan Bangsa

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

15 2 12 46 28 6

16 3 4 43 38 6

17 2 6 24 45 16

18 5 9 41 34 5

19 5 17 49 16 7

20 4 6 42 32 10

Jumlah 21 54 245 193 50

Tabel 34. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden

Dimensi Skala Ekonomi, Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari
Individu dan Bangsa

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 50 250 13.3 3

4 193 772 40.9 1

3 245 735 39 2

2 54 108 5.7 4

1 21 21 1.1 5

Jumlah 563 1886 100

Diagram 4.107 tersebui menunjukkan adanya variasi dalam setiap
jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari
jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi kemudahan
akses ini adalah 5 (skor tertinggi) x 6 (jumlah item pertanyaan) x 95
(jumlah responden) = 2.850. Dengan demikian rekapitulasi sebaran
jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah
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1.886 atau 66.2%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi
nilai 66.2% tersebut terletak pada daerah setuju. Artinya responden
berpendapat setuju bahwa sejak berdirinya BUMDes, masyarakat
merasakan skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu
dan bangsa.

Adapun untuk mengukur dimensi skala ekonomi dan ketersediaan
pilihan sosial dari individu dan bangsa terdapat beberapa indikator
yaitu munculnya usaha bangkitan/ikutan, munculnya usaha rintisan,
menurunnya tingkat pengangguran, revitalisasi nilai-nilai budaya lokal,
dan akses terhadap teknologi informasi meningkat.

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap
jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-
indikator basil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat
bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok
usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan
ekonomi keluarga, sebagaimana ditunjukan dalam diagram berikut:

Diagram 69
Kajianterhadap MunculnyaUsaha Bangkftan/lkutantns:95y

Missing System

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

0 10 20 30 40 SO 60

Sangat -r,j • ^ , Sangat Tidak Missing
Setmu Tidak setulu

iPersentase (%) 6.3 29.5 48.4 12.6 Z1 11

iFrekuensi 6 28 46 12 2 1

V>ersentase (%) ifrekuensi
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Dari diagramtersebut di atasdapat diketahui bahwaterdapat variasi

jawaban dari responden, di mana jumlah responden cerbanyak
menyatakan bahwa masyarakat netral (48.4%) disusul setuju (29.5%)
sementara yang berpendapat tidak setuju (12.6%) sangat setuju

(6.3%) dan sangat tidak setuju (2.1%) terhadap munculnya usaha
bangkitan/ikutan. Artinya sebagian besar responden berpendapat
netral bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDesmuncul adanya usaha
bangkitan/ikutan.

Adapun indikator munculnya usaha rintisan. Berdasarkan data
yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam
diagram berikut:

Diagram 70
Kajlanterhadap Munculnya Usaha Rintisan (n»95}

Missing System ||
Sanpt Tidak Setuj u •

Tidak Setuju •

Netral •

Seti4u g
Sangat Setuju •

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sangat _ . ^ . -nj i • Sanpt Tidak K/lssIng
^ , Setdu Netra TidakSetuju Jr, ^ ^ »
Seti^u ' ' Setuju System

•PersenQse (%} 6.3 40 453 4.2 3.2 1.1

gprekuensi 6 38 43 4 3 1

^ersentase (%) ^rekuensi

Daridiagram tersebut di atas dapatdiketahui bahwa terdapatvariasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat netral (45.3%) disusul setuju (40%)
sementara yang berpendapat sangat setuju (6.3%) tidak setuju (4.2%)
dan sangat tidak setuju (3.2%) terhadap munculnya usaha rintisan.
Artinya sebagian besar responden berpendapat netral bahwa sejak ikut
dalam kegiatan BUMDes muncul adanya usaha rintisan.
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Adapun indikator menurunya tingkat pengangguran. Berdasarkan
data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan
dalam diagram berikut:

Diagram 71
KajianterhadapMenurunnyaTingkat Pengangguran (n=95)

Missing System

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 SO

Sanpt . ^ , », » I nj Lc . . Sangat Tldak Missing
_ . j Setuju Netral TidakSetuju , c .
Setuju ' ' Setuju System

•Persentase (%) 16.8 47.4 25.3 6.3 2.1 2.1

•Frekuertsi 16 45 24 6 2 2

l^ersentase (%) i^rekuensi

Daridiagram tersebut di atas dapatdiketahui bahwa terdapatvariasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakat setuju (47.4%) disusul netral (25.3%)
sementara yangberpendapat sangat setuju (16.8%) tidaksetuju (6.3%)
dan sangat tidak setuju (2.1%) terhadap menurunya tingkat
pengangguran. Artinya sebagian besar responden berpendapat setuju
bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes tingkat pengangguran
menurun.

Adapun indikator revitalisasi nilai-nilai budaya lokal. Berdasarkan

data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan
dalam diagram berikut:
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Diagram 72
Kajian terhadap Revitallsasi Nilai-Nilai Budaya Lokal (n=95)

Missing System

Sangat Tidak SeCt^u

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju
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Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi
jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak
menyatakan bahwa masyarakac netral (43.2%) disusul setuju (35.8%)
sementara yang berpendapat tidak setuju (9.5%) sangat setuju (5.3%)
dengan persentase yang sama responden yang menjawab sangat tidak
setuju (5.3%) terhadap revitaiisasi nilai-niiai budaya lokal. Artinya
sebagian besar responden berpendapat netral bahwa sejak ikut dalam
kegiatan BUMDes revitaiisasi nilai-nilai budaya lokal meningkat.

Adapun indikator akses terhadap teknologi informasi meningkat.
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
ditunjukan dalam diagram berikut:

Tabet 35. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator
Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat

Pertanyaan
Skor

1 2 3 4 5

19 5 17 49 16 7

20 4 6 42 32 10

Jumlah 9 23 91 48 17
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Tabel 36. Oistribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat

Skor
Responden

Ranking
F FxS %

5 17 85 14 3

4 48 192 31.7 2

3 91 273 45.1 1

2 23 46 7.6 4

1 9 9 1.5 5

Jumiah 188 605 100

Tabel cersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban
responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban
responden terhadap pertanyaan tentang indikator akses terhadap
teknologi informasi meningkat adalah 5 (skor tertinggi) x 2 (jumiah
item pertanyaan) x 95 (jumiah responden) = 950. Dengan demikian
rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang
diperoleh adalah 605 atau 63.7%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila
diinterpretasi nilai 63.7% tersebut terletak pada daerah setuju. Artinya
responden berpendapat setuju bahwa BUMDes dapat meningkatkan
akses terhadap teknologi informasi.

Adapun untuk mengukur indikator akses terhadap teknologi
informasi meningkat dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan.
Pertanyaan tersebut meliputi;

Warga Masyarakat Menggunakan Komputer/Laptop

Adapun kajian terhadap pertanyaan warga masyarakat yang
menggunakan komputer/laptop. Berdasarkan data yang diperoleh
dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam
diagram berikut:

a.
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Diagram 73
Kajian Terhadap MenggunakanKomputer/Laptop (n=95)

Missing Sy^em

Sangat Tldak Setu)u

Ttdak Setuju

Netrai

Setuju

Sangat Se&jju

10 20 30 40 50 60

^ Net.,
BPersentase (%) 7A 16.8 51.6 17.9 5.3 1.1

HFrekuensi 7 16 49 17 5 1

gPersentase (%] iFrekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat
variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden
tcrbanyak menyatakan bahwa masyarakat netrai (51.6%) disusul
tidak setuju (17.9%) sementara yang berpendapat setuju (16.8%)
sangat setuju (7.4%) dan sangat tidak setuju (5.3%) menggunakan
komputer/laptop. Artinya sebagian besar responden berpendapat
netrai bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga
masyarakat menggunakan komputer/laptop.

b. Warga Masyarakat Menggunakan Handphone

Adapun kajian terhadap pertanyaan warga masyarakat yang
menggunakan handphone. Berdasarkan data yang diperoleh dari
hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram
berikut:
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Diagram 74
Kajian Terhadap Menggunakan Handphone (n-95)

Missing System ||
SangatHdakSeti^u •

Tidak Setuju •

Netral H

Setuju •

Sangat Setuju

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Setnu Netral TidakSetujuSetuju ^ ' TJdak Setuju System
HPersentase(%) 10.5 33.7 44.2 6.3 4.2 LI

BFrekuensi 10 32 42 6 4 l

gPersentase (%) gFrekuensi

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapac
variasi jawaban dari rcsponden, di mana jumlah responden
terbanyak menyatakan bahwa masyarakat netral (44.2%) disusul
setuju (33.7%) sementara yang berpendapat sangat setuju (10.5%)
tidak setuju (6.3%) dan sangat tidak setuju (4.2%) menggunakan
handphone. Artinya sebagian besar responden berpendapat netral
bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat
menggunakan handphone.

Pengujian Hipotesis Pengaruh Partisipasi
Teriiadap Kesejaiiteraan Anggota BUIVIDes

Pengujian Hipotesis Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan
Anggota BUMDes Cahaya Makmur Kabupaten Sigi di Provinsi
Sulawesi Tengah

Untuk melihat pengaruh partisipasi pengaruh partisipasi terhadap
kesejahteraan anggota BUMDes. Dilihat hasil penghitungan
statistik dalam diagram Model Summaryy khususnya angka R Square
dibawah ini:
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Tabel 37. Hasit Uji Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan
Anggota BUMDes Cahaya Makmur Kabupaten Sigi di Provinsi

Sulawesi Tengah

Model Summary''

Model R R Square
Adjusted Std. Error ot

the EstimateR Square

I .490^ .240 .230 10.04615

a. Predictors: (Constant). Panisipasi

b. Dependent Variable: Kesejahteraan

Besarnya angka R square (r^) adalah 0.240. Angka tersebut
merupakan angka besarnya pengaruh partisipasi terhadap kesejahteraan
anggota BUMDes, dengan cara menghitung Koefisien Determinasi
(KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

KD = r^ X 100 %

KD = 0.240 X 100 %

KD = 24 %

Angka tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh partisipasi
terhadap kesejahteraan an^ota BUMDes adalah 24%.Adapun sisanya
sebesar 76 % (100% - 24 %) dipengaruhi oleh faktor lain {epsilon).

Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut sudah benar atau
salah, dipedukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan angka F
sebagaimana tertera dalam diagram di bawah ini.
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ANOVA'

Mode!
Sum of

- -

df
Mean

^ S^juare
F Sig.

1 Regression 2454.988 1 2454.988 24.325 .000''

Residual 7771.239 77 100.925

Total 10226.227 78

a. Dependent Vana )le: Kesejahteraan

b. Predictors: (Constant). Partisipasi

Dengan hipotesis, sebagai berikut:

Ho : Tidak ada hubungan linier antara partisipasi dengan
kesejahteraan anggota BUMDes.

Hi : Ada hubungan linier antara partisipasi dengan kesejahteraan
anggota BUMDes.

Model Summary''

~ Modet-
R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error

of the

Estimate

1 .741- .549 .544 9.63374

a. Predictors: (Constant). Partisipasi

b. Dependent Variable: Kesejahteraan

Pengujian dilakukan dengan dua cara. Pertawa, dengan
membandingkan besarnya angka Fpenelitian dengan Fdiagram, di mana
F penelitian dari SPSS sebesar 24.325 >Fdiagram sebesar 3.02. Kedua,
dengan membandingkan angka tarafsigniPikansi (sig) hasil penghitungan
dengan taraf signiPikansi 0.05 (5%). Berdasarkan hasil yang diperoleh
tersebut, maka Ho ditolak dan Hy diterima. Artinya, ada hubungan
linier antara partisipasi dengan kesejahteraan anggota BUMDes.
Dengan demikian, model regresi tersebut sudah layak dan benar.
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Pengujian Hipotesis Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan
Anggota BUMDes Tirta Mandiri Kabupaten Klaten, di ProvinsiJawa
Tengah

Untuk melihat pengaruh partisipasi masyarakat partisipasi terhadap
kesejahteraan anggota BUMDes. Dilihat hasil penghitungan
statistik dalam diagram Model Summary, khususnya angka R Square
di bawah ini:

Tabel 38. Hasil Uji Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan
Anggota BUiVIDes Tirta IVIandiri Kabupaten Ktaten di Provinsi

Jawa Tengah

Coefficients'

Model

Unsrandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 31.868 3-531 9.025 .ODD

Partisipasi 1.143 .107 .741 10.635 .000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan

Besarnya angka R square (r^) adalah 0.549. Angka tersebut
merupakan angka besarnya pengaruh partisipasi masyarakat dalam
pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan
cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan
rumus, sebagai berikut:

KD = r^ X 100 %

KD = 0.549 X 100 %

KD = 54.9 %

Angka tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh partisipasi
masyarakat dalam pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan
masyarakat adalah 54.9 %. Adapun sisanya sebesar 45.1 % (100% -
54.9 %) dipengaruhi oleh faktor lain {epsilon).
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Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut sudah benar atau
salah, diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan angka F
sebagaimana tertera dalam diagram di bawah ini.

ANOVA"

Model
Sum of

Squares
df

Mean

Square
F Sig.

1 Regression 10496.560 1 10496.560 113.099 .000''

Residual 8631.226 93 92.809

Total 19127.785 94

a. DependentVariable: Kesejahteraan

b. Predictors: (Constant). Partisipasi

Dengan hipotesis. sebagai berikut:

Ho: Tidak ada hubungan linier antara partisipasi masyarakat dalam
pengembangan BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat.

Hi : Ada hubungan linier antara partisipasi masyarakat dalam
pengembangan BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat.

Pengujian dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan
membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F diagram, di
mana F penelitian dari SPSS sebesar 113.099 > F diagram sebesar 3.02.
Kedua, dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil
penghitungan dengan taraf signifikansi 0.05 (5%). Berdasarkan hasil
yang diperoleh tersebut, maka Ho ditolak dan Hy diterima. Artinya,
ada hubungan linier antara partisipasi dengan kesejahteraan anggota
BUMDes. Dengan demikian, model regresi tersebut sudah layak dan benar.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi,
diperoleh hasil bahwa besarnya pengaruh partisipasi masayarakat dalam



Mohammad Mulyadi 161

pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat adalah

positifdan signiPikan. Adapun besarnya pengaruh X terhadap Yadalah:

1. Partisipasi terhadap kesejahteraan anggota BUMDes Cahaya
Makmur Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah 24 %.
Adapun sisanya sebesar 76 % (100%-24 %) dipengaruhi oleh
faktor lain {epsHori). Artinya ada hubungan linier yang signifikan
(berarti) antara partisipasi masyarakat dalam pengembangan
BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat.

2. Partisipasi terhadap kesejahteraan anggota BUMDes Tirta
Mandiri Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah 54,9 %.
Adapun sisanya sebesar 45,1 % (100%-54,9 %) dipengaruhi oleh
faktor lain {epsilon). Artinya ada hubungan linieryang signifikan
(berarti) antara partisipasi masyarakat dalam pengembangan
BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka beberapa saran yang
diajukan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan BUMDes diTirta
Mandiri Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah lebih
menunjukkan hasil uji pengaruh yang lebih besar atau lebih
signiPikan. Hal ini karena di BUMDes Tirta Mandiri masyarakat
yang terlibat dalam kegiatan BUMDes cukup banyak dan dapat
dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat.

2. Kegiatan BUMDes yang diikuti oleh warga masyarakat adalah
kegiatan yang dapat mendatangkan tambahan pendapatan
sehingga kegiatan tersebut baik untuk terus dilanjutkan.

3. Bagi para peneliti atauakademisi yang akan melanjutkan penelitian
semacam ini agar perlu menambahkan beberapa variabel bebas
atau variabel antara, agar besarnya pengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat dapat dilihat lebih luas.
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BAGIAN 3

BUMDES DAN RELEVANSINYA

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dl SEKTOR KESEHATAN

Nur Sholikah PutH Sunt'

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 alenia ke empat adalah untuk memajukan kesejahteraan
umum. Dalam hal ini peran desa sangat penting dalam mewujudkan
pembangunan nasional. Selain itu, salah satu program dari Nawacita
adalah memperkuat desa dan memberikan perhatian lebih ke
pemerintahan desa. Pembangunan ekonomi di desa perlu adanya
peningkatan sehingga tidak terlalu tertinggal dengan pembangunan
ekonomi di kota, dengan kata lain tidak adanya kesenjangan yang cukup
lebar. Terkait hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam melakukan
pembangunan dari desa bertujuan untuk mewujudkan perekonomian
berkeadilan dan upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Pemerintah desa bersama masyarakat harus saling bekerja sama dalam
melakukan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan tersebut
adalah memberikan peluang bagi kemampuan desa sebagai tulang
punggung ekonomi secara regional dan nasional. Salah satu upayanya
adalah dengan mendirikan BUMDes.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan
bahwa desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan
desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui pembentukan

Calon Peneliti padaPusat Penelitian (Puslit) Badan Keahlian DPRRI.
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BUMDes.- Dalam hal ini, penguatan desa tidak lepas dari penggalian
potensi kearifan lokal. UU tersebut dijadikan landasan payung hukum
untuk membentuk BUMDes. BUMDes dikeiola menggunakan
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desa. Dalam
Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes menyatakan bahwa salah
satu tujuan didirikan BUMDes adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.' Dengan didirikannya
BUMDes maka pemenuhan kebutuhan warga desa dapat lebih mudah
terpenuhi. Selain itu, warga akan menjadi lebih aktif dalam
mengembangkan desanya.

Inisiasi berdirinya BUMDes sudah mulai dari terbentuknya UU
Nomor 32 Tahun 2004. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa setiap
desa dapat mendirikan BUMDes untuk dapat memenuhi kebutuhan
dan potensi desa. Orientasi BUMDes axialah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa salah satunya dengan penyediaan
pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat. Setiap daerah memiliki
peraturan daerah yang digunakan sebagai acuan untuk mengatur
mekanisme BUMDes di daerah masing-masing. BUMDes dapat
menjalankan usaha perantara yang dapat memberikan jasa pelayanan
kepada masyarakat desa. Salah satu jasa pelayanannya berupa
memberikan bantuan pelayanan kesehatan seperti iuran BPJS. Selain
itu, BUMDes juga memberikan kontribusi dalam kemudahaan akses
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pengadaan mobil
ambulance untuk warga desa yang membutuhkan penanganan untuk
diantar ke fasilitas kesehatan.

Menurut United Nations Development Program (UNDP),
kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indikator Pembangunan

' Pasal 87 Undang-undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa.
r̂^sal3 Permendesa Nomor 4Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan

dan Pembubaran BUMDes.
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Manusia (IPM). Komponendari IPM tersebutdi antaranyapendidikan,
kesehatan dan ekonomi. Ketiga komponen tersebut sangat penting
untuk meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, tingkat produktivitas
yang juga dapat terwujud jika pembangunan ekonomi semakln baik.
Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang sehat/ Berbagai
upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan
seperti meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
berkualitas. Salah satu tujuan dari Suistanable Development Goals
(SDG) adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Hal ini selaras dengan
deklarasi PBB 1948 Pasal 25 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang
berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan
kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk pelayanan kesehatan
serta pelayanan sosial lainya.^

Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan
pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan
di Indonesia yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya sehinga terwujud manusia yang bermutu, sehat dan
produktif serta tercipta kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
kemandirian masyarakat untuk saling bergotong-royong mewujudkan
kesejahteraan masyarakat juga sangat diperlukan. Kemandirian diartikan
sebagai upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan
mengoptimalkan potensi yang ada. Oleh karena itu, kemandirian
masyarakat terutama di desa dapat diartikan sebagai suatu gerakan desa
melalui pengembangan potensi yang ada untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat.'' Salah satu contohnya adalah peran BUMDes yang
memadukan usaha ekonomi dan kesehatan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat terutama di bidang kesehatan.

BUMDes juga merupakan bentuk implementasi dari pemberdayaan
masyarakat. Di sisi lain, secara tidaklangsung BUMDesjugaikut andii

BadanPusatStatistik, IndikatorKesejahteraan Rak)^c2016Qakarta: BPS, 2017).

^Pasal 25 Ayat (I) Deklarasi PBB1948.

^BadanPusatStatistik, IndikatorKeseiahceraan Rakyat 2015(]^k3jxz\ BPS, 2016). Hal 19.
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untuk mewujudkan tercapainya Universal Health Coverage (UHC)
yang mencakup pelayanan kesehatan seluruh penduduk dari aspek
promotif, preventif, kurarif dan rehabilitatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, cullsan ini ingin menggambarkan
bagaimana peran BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat terutama di sektor kesehatan.

B. Badan Usah Milik Desa (BUMDes)

Terjadi pergeseran paradigma dari pembangunan masyarakat desa
menjadi pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari pembangunan
masyarakat adalah negara dan modal, sedangkan pemberdayaan
masyarakat pada institusi, masyarakat lokal yang dibangun secara
partisipatif. Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan
budaya. Dalam hal ini, peran masyarakat dibutuhkan dalam ikut serta
pembuatan program sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan
kemampuan masyarakat terurama dalam pemecahan masalah dengan
mengidentifikasi kemudian menggerakan swadaya masyarakat.^

Pemerintah sudah sejak lama melaksanakan berbagai program
pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan. Akan tetapi, hasil yang
dicapai belum maksimal sebagaimana yang diinginkan. Hal ini
dikarenakan, intervensi dari pemerintah pusat cukup dominan, sehingga
dapat menghambat kreativitas masyarakat desa dalam mengembangkan
ekonomi di pedesaan. Eksistensi desa sangat diperlukan untuk
menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aspek penting dalam
pembangunan desa adalah proses dan intervensi. Proses yang dimaksud
adalah melibatkan masyarakat untuk berperan aktifdalam proses yang
dtlakukan. Sedangkan intervensi tidak lepas dari campur tangan

' Sulaeman, Pemberdayaan Masyarakat diBidang Kesehatan (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2012).
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pemerintah seperti pengawasan. Oleh karena itu, perlu adanya
keseimbangan relasi antara BUMDes dengan pemerintah daerah.

Dibutuhkan dua pendekatan khusus untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di pedesaan, di antaranya: (1) kebutuhan
masyarakat dalam upaya melakukan perubahan, serta (2) kemampuan
pemerintah desa dengan masyarakat dalam melakukan implementasi
pembangunan yang sudah disusun atau dikenal dengan sebutan
political will}

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa

memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan dapat
menanggula^j^ kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi
lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara
berkelanjutan serta mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan
kegotongroyongan untuk mewujudkan keadilan sosial/' "' Berdasarkan
hal tersebut, maka langkah yang ditempuh pemerintah untuk
mewujudkannya adalah dengan mendirikan kelembagaan ekonomi
yang pengelolaanya dilakukan seluruhnya oleh masyarakat desa.
Kelembagaan ekonomi tersebut dikenal dengan sebutan Badan Usaha
Milik Desa(BUMDes). Sesuai dengan namanya, pengelolaan BUMDes
seluruhnya dilakukan dari desa, oleh desa dan untuk desa. Dalam hal
ini, pemerintah pusat hanya mendanai awal pembentukan BUMDes
dan melakukan pengawasan terkait jalannya BUMDes. Keberadaan
BUMDes menjadikan usaha masyarakat desa lebih produktif dan
efektifkarena disesuaikan dengan potensi asli desa. Selain itu, BUMDes

dapat mendorong pemerataan ekonomi sampai ke desa. Terkait
fungsinya, BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga

"An^raeni," Peranan Badan Usaha Milik DesaPada Kesejahteraan Masyaraicat Pedesaan
Studi BUMDes diGunungKidul Yogyakarta "Modus, Volume: 28, 2016. hal: 155-167

Undang-Undang Nomor6Tahun 2014, op.cic
Program Desa Lestari, Pendekatan Ucuh Penguacan Kelembagaan EkonomiDesa

(Yogyakarta: Yayasan Panabulu,2016).
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sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes dikatakan sebagai lembaga
sosial, karena dalam kegiatannya, BUMDes juga menyediakan
pelayanan sosial. Sedangkan dikatakan sebagai lembaga komersial desa
karena salah satu tujuan BUMDes adalah mencari keuntungan dari
penjualan sumber daya lokal yang hasilnya nanti dapat untuk
mensejahterakan masyarakat desa." BUMDes juga berpihak pada
pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dengan melakukan pelayanan
barang dan jasa yang pengadaan kebutuhannya tidak memberatkan
masyarakat, yaitu dengan harga yang terjangkau. Terkait dengan sektor
rill dan lembaga keuangan maka BUMDes tetap mempertahankan
efisiensi dan efektifitas.'-

Desa mempunyai modal sosial yang kuat dibandingkan dengan
modal ekonomi. Modal sosial ini salah satu poin untuk menentukan
keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan modal
sosial adalah ikatan sosial, jembatan sosial dan jaringan sosial. Sedangkan
menurut World Bank dalam Anggraeni (2016) modal sosial
diartikan sebagai interaksi antar-orang yang berkontribusi pada
ekonomi dan pembangunan sosial.'-^ Perlu adanya rasa kepercayaan dan
tanggung jawab dalam modal sosial tersebut. Modal sosial dibedakan

menjadi duayaitu: (a) modal sosial internal yang merupakan hubungan
antar-orang dalam organisasi, dan (b) modal sosial eksternal
hubungannya antara organisasi dengan pihak luar.''̂

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 213 Ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes

'' Wjanarka Peran Badan Usaha MUik Desa (BUMDes) dalam Pembeidayaan Masyarakat
di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto (Skripsi) (Surabaya:
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran",2012).

'• Ramadana," Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan
Ekonomi Desa (Scudi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malajig)",/ouma/
Administrasi Publek, Volume I, 201.3, ha! 1068-1076.

" Anggraeni, op. cir
DeMassis," Product innovation in Family versus Nonfamily Firms: an Exploratory

Analysis"JournalofSmallBussiness Management, Volume.53,2013, hal 1-36,2016.
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sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.'̂ BUMDes merupakan
badan usaha yang dimiliki oleh seluruh masyarakat desa yang didasarkan
pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa seperti: (1) pemenuhan
kebutuhan pokok, (2) pemanfaatan sumber daya desa secara optimal
yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, (3) adanya unit usaha yang
dikelola oleh masyarakat desa. Terkait dengan hal di atas, BUMDes
juga dijadikan sebagai ajang pembelajaran bagi masyarakat desa untuk
meningkatkan kemampuan berwirausaha, managerial dan tata kelola
desa.'̂ ' Di sisi lain, dengan adanya BUMDes dapat menggerakan
dinamika ekonomi desa dan menangkal kekuatan korporasi baik asing
maupun nasional karena sumber daya alam yang dimiliki desa rawan
terjadi intervensi modal.

Selain itu, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat desa. Semangat gotong-royong yang
diciptakan BUMDes tidak hanya memberikan manfaat berupa
keuntungan dalam pembanguan aspek fisik tetapi juga dalam aspek
sosial."* Eksistensi BUMDes diharapkan dapat menciptakan produk
dan program unggulan lokal yang inovatif sehingga dapat menjadi citra
positif. BUMDes memiliki beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:
(1) mendorong perkembangan perekonomian desa, (2) meningkatkan
pendapatan asli desa, (3) meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha
ekonomi produktif masyarakat desa, (4) mendorong berkembangan
usaha mikro sektor informal. Dalam hal peningkatan kesejahteraan
masyarakat, BUMDes memberikan kontribusi yang sangat signifikan.
Tata aturan yang terwujud dalam BUMDes termasuk dalam mekanisme

Pasal 213 Undang-Undang Nomor32Tahun 2004 tentang Pemerincah Daerah.
Putra. Biiku/Badan Usaha Milik Desa: Spirir Usaha KolekcifDesa (Jakarta: Kenienterian

Pembangunan Daerah Tenin^aldanTransmigrasi RI, 2016).
Ramadana, op.cit

Prasetyo,"Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ".JumaJDialetika, VolumeXI,
No. 1,2016
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kelembagaan yang solid. Model usaha yang diciptakan tidak dikuasai
oleh kelompok tertentu.

Lembaga perekonomian desa tidak hanya terdapat di Indonesia,
melainkan negara Asia lainnya seperti Jepang dan Thailand. Di Jepang,
program pengembangan ekonomi di pedesaan dikenal dengan sebutan
One VUlage One Commodity{OVOQ) di mana satu desa menghasilkan
satu komoditas. Program ini sangat bermanfaat karena dapat
mengenraskan kemiskinan. Sedangkan di Thailand dikenal dengan
sebutan OTOP yaitu pengembangan produk khas lokal dengan
mengandalkan tradisi setempat. Terdapat tiga prinsip dasar dalam
pengembangan OTOP di antaranya: (1) produk lokal yang mengglobal,
(2) produk yang dihasilkan berdasarkan kreativitas dan kemampuan
sendiri, serta (3) mengembangkan kemampuan sumber daya manusia.'''

C. Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif masyarakat dalam
mewujudkan pemenuhan kebutuhan. Selain itu, pemberdayaan
masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat
sehingga dapat hidup dengan baik melalui pemanfaatan potensi yang
ada di lingkungan. Karakteristik pemberdaayaan masyarakat menurut
defmisi Asian Development Bankmen^andun^unsuT, (1) berbasis lokal,
(2) berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan, (3) berbasis
kemitraan, (4) secara holistik, serta (5) berkelanjutan.-"

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai
program. Pemberdayaan masyarakat terutama di desa dilakukan

'' Tambunan, Pusar Global, Apakah Ancaman acau Tantangan bagi UKM? Ekonomi
Kerakyatan Jatam Kancah Globalisasi (Jakarta: Kcnienteriaii Negara Koperasi dan
UKM, 2003).

Zubaedi. Pengembangan Masyrakar: Wacana dan Praktik. (Kencana: Jakarta, 2013).
Hal 76.
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dengan cara: (a) Mendorong partisipasi masyarakat dari mulai
perencanaan; (b) Mengembangkan program secara berkelanjutan; serta
(c) Melakukan monitoring terhadap program yang dilaksanakan.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menciptakan iklim
yang dapat meningkatkan potensi masyarakat kemudian memperkuat
potensi tersebut sehingga dapat menciptakan banyak peluang usaha.

Pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan memiliki tujuan
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga
harapan hidup meningkat. Dengan meningkatkan harapan hidup,
maka dapat berkontribusi menciptakan ekonomi yang lebih baik.''
Pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan merupakan peran aktif
masyarakat yang diberdayakan dalam kegiatan dan program kesehatan.
Dalam hal ini dimuiai dari mengidentifikasi kebutuhan, mengambil
keputusan serta memanfaatkan sarana yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan. Selain dapat meningkatkan ekonomi,
pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan juga dapat meningkatkan
sosial dan transformasi budaya. Pemberdayaan masyarakat juga
merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan.

Menurut Departemen Kesehatan (2009),"^ terdapat empat unsur
dalam pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan, di antaranya
sebagai berikut:

1. Pergerakan pemberdayaan

Inisiator, motivator dan fasilitator dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat dan swasta yang memiliki komitmen dan kompetensi
yang memadai.

2. Sasaran pemberdayaan

Masyarakat dan pemerintah berperan sebagai agen perubahan
dalam penerapan perilaku hidup sehat.

Bloom dan Canning, Health and Reconciling the Micro and Macro Evidence,
(Califonia: Standford University,2005).

Departemen Kesehatan. Sistem Kesehatan Nasionalijakiina: Depkes, 2009).
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3. Kegiatan hidup sehat

Kegiatan hidupsehat yang dilakukan sehari-hari akan membentuk
pola dan lama kelamaan akan membudaya dalam kehidupan
bermasyarakat.

4. Sumber daya

Dalam proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan,
potensi yang digunakan meliputi dana, sarana prasarana, budaya,
metode, pedoman dan media.

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya melibatkan
masyarakat sebagai aktor utama. Partisipasi masyarakat harus
dimaksimalkan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan
agar masyarakat selalu terlibat secara aktif dalam proses-proses
kegiatan masyarakat sehingga tercipta kemandirian. Di sisi lain,
pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan merupakan bentuk
upaya kesehatan, baik perorangan dan masyarakat secara terencana,
terpadu dan berkesinambungan sehingga tercapai derajat kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya.'̂ Di samping itu, harus dilihat sebagai
upaya komprehensif dalam membangun masyarakat secara langsung
di tingkat desa.

D. Kesejahleraan Masyarakat di Sektor Kesehatan

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang terdapat pada Pembukaan
UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu,
setiap warga negara berhak untuk mencapai kesejahteraannya.
Kesejahteraan dimulai dari pemenuhan kebutuhan hidup seperti
makanan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Rhames Mishra
dalam bukunya berpendapat bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial
adalah negara berusaha untuk memclihara dan menetapkan standar

^Sulaeman, op.dt
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kehidupan minimum serta menjunjung tinggi kepentingan bersama.^"^
Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
defmisi dari kesejateraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
baik material, spiritual, sertasosial warga negara sehingga mendapatkan
penghidupan yang layak serta mampu mengembangkan diri untuk

dapat melaksanakan fungsi sosial.

Salah satu unsur dari kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan.
Dalam hal ini, kesehatan masyarakat harus selalu dipelihara dan
ditingkatkan. Kesehatan masyarakat dapat menciptakan sumber daya

manusia yang berdaya saing dalam pembangunan nasional.

Masalah kesehatan di Indonesia cukup komplek terutama terkait
peiayanan kesehatan. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan

pelayanan kesehatan secara memadai karena terkendala oleh biaya.
Padahal setiapwarga negara berhak mendapatkannya. Hasil dari sidang

World Health Assembly (WHA) salah satunya adalah diperlukan
adanya sistem pembiayaan kesehatan yang dapat menjamin akses
masyarakat sehin^a dapat memperoleh pembiayaan yang berkelanjuian
melalui Universal Health Coverage (UHC) antara lain dengan asuransi
kesehatan sosial. Selain itu, UHC disepakati masuk rancangan resolusi
Sidang Majelis Umum PBB ke-67 tahun 2012 yang diselenggarakan
di New York. Oleh karena itu, UHC merupakan agenda prioritas
global yang harus segera diwujudkan di Indonesia. Dalam hal ini, upaya
untuk mencapai UHC di Indonesia akan meluaskan sektor informal

yang salah satu kendalanya adalah mendapatkan kesulitan terkait
pengumpulan iuran.-^ Kelompok informal mendominasi perekonomian
di Indonesia, proporsi kelompok informal sebesar 62,1%."^

Suatu negara sudah dikatakan mencapai UHC apabila semua
penduduk sudah terdaftar menjadi peserta, mendapatkan pelayanan

Rames Mishra. The WelikreStatein CrisisSociaJTboaghcandSocial, {Q3j\z.<iia.:W2\tsx.ti
Press. 1987). Hal. 130.

Shihab, BPJSJaian Pan/angMewujudkanSistemJaminan SosiaJ Nasional, (Depok:
Cinta Indonesia, 2013).

Nasional Percepatan Penan^ylanganKemiskinan, op.cit
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kesehacan secara komprehensif, kemudahan akses serta pemerataaan

tenaga dan fasilitas kesehatan. UHC juga merupakan upaya untuk

incngcncaskan kemiskinan dengan cara memberikan perlindungan
keuangan terhadap pengeluaran kesehatan yang disebabkan karena
sakit terutama pada penduduk yang miskin. Menurut WHO dalam
Badan Pusat Statistik (2017), UHC mempunyai tiga tujuan penting,
yaitu: (1) kesetaraan dalam akses pelayanan kesehatan. Dalam hal ini

semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan apabila
membutuhkan tanpa terkecuali, (2) peningkatan kualitas pelayanan,
serta (3) terlindunginya masyarakat dari risiko fmansial sehingga
masyarakat tidak mengalami kesulitan ekonomi karena mengakses
pelayanan kesehatan.-^

Dalam upaya mewujudkan UHC dan perilaku serta lingkungan
yang sehat, maka pemerintah tetap berperan aktif dan mendanal
program-program kesehatan yang manfaatnya dapat digunakan oleh
masyarakat. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah sangat
diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan jaminan kesehatan
sampai ke tingkat desa.

Pelaksanaan UHC di Indonesia masih banyak permasalahan selain
pencapaian target, seperti kekurangan dana, fasilitas dan SDM
kesehatan yang belum merata serta kualitas Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) di Indonesia yang belum optimal. Berbeda dengan negara
berkembang lainnya yang sudah mencapai UHC seperti negara

Thailand sekitar20 tahun. Di negara tersebut, UHC cenderungsukses

karena adanya standar fasilitas dan kualitas pelayanan. Negara Asia
lainnya yang dapat mencapai UHC adalah Korea dan Jepang. Seluruh
penduduk di Korea tercakup dalam program asuransi kesehatan dalam
kurun waktu 12 tahun, sedangkan Jepang mencapai 40 tahun.

-• Badan PusatStatistik,op.c/f
ibid

•''Tim NasionaJ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, op.dt
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Berdasarkan pengaJaman dari negara yang mencapai UHC, reformasi
terhadap jaminan kesehatan sebagian besar dilaksanakan secara
bertahap yaitu dari PNS, kelompok formal dan kelompok miskin.
Beberapa negara berkembang mendapatkan tantangan yang harus
dihadapi ketika harus berambisi untuk mencakup UHC, yaitu dalam
menjangkau populasi tertentu. Banyak kelompok informal yang
belummempunyai jaminan kesehatan dan lokasi usaha mereka sebagian
tidak permanen.

E. Kontribusi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan

Dalam hal menciptakan Universal Health Coverage melalui jaminan
kesehatan sebagai salah satu wujud dari kesejahteraan masyarakat, seperti
diketahui bersama bahwa dalam pembayaran iuran jaminankesehatan,
masuknya sektor informal dalam skema berbasis iuran menjadikan
tantangan tersendiri bagi Negara. Hal ini dikarenakan banyak pekerja
informal yang memiliki pekerjaan tidak stabil sehingga dapat
menghambat pengumpulan iuran reguler. Dalam hal ini, peran
BUMDes sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Di
negara seperti Filipina dan Vietnam, banyak intervensi yang dilakukan
untuk mengatasi kelompok informal seperti subsidi iuran, sosialisasi
tentang cara mendaftar, menjelaskan keuntungan yang didapat,
membuat pendaftaran melalui bank ataupun toko serta telepon
seluler.^® Cara tersebut bisa diadopsi bekerja sama dengan BUMDes,
di mana warga masyarakat desa bisa melakukan pendaftaran dan
pembayaran iuran melalui BUMDes.

Pemanfaatan dana BUMDes dalam bidang kesehatan selain terkait
jaminan kesehatan adalah pembangunan fasilitas kesehatan. Salah satu
contoh adalah BUMDes yang berada di Kabupaten Bojonegoro,

'Tim Nasional Percepatan Penan^ulangan Kemiskinan, op.ck
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tepatnya di Desa Pejambon. BUMDes tersebut sudah berhasil
membangun puskesmas untuk keperluan masyarakat, sehingga akses
masyarakat rerhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) ditemukan
bahwa sebanyak 2% dana BUMDes digunakan untuk membangun/
memperbaiki fasilitas kesehatan. Walaupun persentase tersebut cukup

kecil tetapikesadaran masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan
melalui fasilitas kesehatan perlu diapresiasi. '̂ Hal ini membuktikan
bahwa masyarakat peduli akan kesehatan. Selain dari sisi fasilitas
kesehatan, BUMDes di Desa Pejambon juga memberikan program
bantuan berupa pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang
membutuhkan. Bahkan sebanyak 48% masyarakat di Desa Pejambon

mengharapkan bahwa salah satu manfaat dari BUMDes dapat
meningkatkan derajat kesehatan. Dari sisi kemudahan akses terhadap
fasilitas kesehatan, BUMDes yang berada di Desa Puuwonua, Sulawesi
Utara menyediakan mobil ambulance untuk masyarakat desa terutama
yang tidak mampu. Sehingga masyarakat lebih cepat tertangani apabila
dalam kondisi darurat.

Beberapa BUMDes yang sudah menjalankan program terkait
kesehatan di antaranya BUMDes di Desa Talaitad Utara. BUMDes
tersebut sudah membantu memudahkan masyarakat terkaitiuran BPJS.
BUMDes bekerja sama dengan BPJS di mana masyarakat dapat
membayarkan iuran BPJS. Kemudian ada BUMDes di Desa
Manjungan Klaten yang sudah membiayai 300 warga untuk menjadi

peserta BPJS. Biaya tersebut diperoleh dari hasil laba usaha yang
dijalankan BUMDes tersebut yaitu sebesar 10%. Hal ini membuktikan
peran BUMDes sangat besar untuk terciptanya Universal Health
Coverage (UHC).^'

" Prasetyo, op.ck

" "BPJS Kesehatan Teken MoU dengan BUMDesManjungan", https://manjungan.
desa.idybpjs'i(£sehatan-tei<en-m0u-dengan-bumdes-manjungan/, diakses 6April2018.
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Selain kedua desa di atas, BUMDes yang letaknya di Desa Doudo
tepatnya di Kabupaten Gresik juga sudah menerapkan kerjasama dengan
BPJS demi terciptanya UHC dengan membuka loket pendaftaran dan
pembayaran iuran JKN. Selain jarak yang menguntungkan karena
memudahkan masyarakar untukcidak langsung datang ke kantor BPJS,
BUMDes juga diuntungkan karena mendapatkan biaya administrasi
yang nantinya dapat digunakan untuk masyarakat desa setempat."

Hasil penelitian rerkait BUMDes yang dilakukan di daerah Palu
dan Klaten menunjukan bahwa sejak berdirinya BUMDes memberikan
manfaat yang cukup besar terutama di sektor kesehatan sepeni, masyarakat
menjadi mampu membiayai berobat ke fasilitas kesehatan dan mampu
membayar iuaran BPJS. Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian:

a. Kajian terhadap kemampuan berobat ke fasihtas kesehatan di
daerah Palu

Pendapat Responden

• Sangat Setuju • Setuju • Netral Tidak Seluju

Gambar 1. Kajian Terhadap Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas
Kesehatan (n=79)

BPJS Keseiiatan, "Pentingnya Dukungan Pemda Untuk Mencapai UniversalHealth
Coverage ". Media Eksternal BPJS Kesehatan, Edisi 44,2018
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Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebagian besar
responden menyatakan setuju (51,9%) bahwa sejak berdirinya
BUMDes, warga masyarakat mcmiliki kemudahan akses dan
mampu berobatdi fasihtas kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa

manfaat BUMDes sangat dirasakan secara langsung oleh
masyarakat sekitar.

b. Kajian terhadap kemampuan berobat ke fasilitas kesehatan di
daerah Klaten

Pendapat Responden

4.20%

• Sangai Setuju -Setuju • Netral •Tidak Setuju • Sangat Tidak Setuju

Gambar 2. Kajian Terhadap Mampu Membiayai Biaya Berobat ke
Fasilitas Kesehatan (n=95)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hampir setengah dari
responden menyatakan setuju (46,3%) bahwa sejak berdirinya
BUMDes, warga masyarakat memiiiki kemudahan akses dan
mampu berobat di fasilitas kesehatan.
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Sedangkan kajian terhadap kemampuan membayar luran BPJS
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Kajian kemampuan membayar iuran BPJS di daerah Palu

Pendapat Responden

1.30%

26.60K

Sangat Setuju "Setuju a Netral iTidakSetuju • Sangal Tidak Setuju

Gambar 3. Kajian Terhadap Mampu Membayar luran BPJS (n=79)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hampir setengab dari
responden menyatakan setuju (35,4%) bahwa sejak berdirinya
BUMDes, warga masyarakat menjadi mampu membayar iuran
BPJS.
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b. Kajian kemampuan membayar iuran BPJS di daerah Klaten

f^ndapat Responden

210% 2.10%

SangatSetuju •Setuju ""Neiral • wTirfakSetuju • Saogst TidakSeU^u

Gambar 4. Kajian Terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=95)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa setengah dari responden
menyatakan setuju (50,5%) bahwa sejak berdirinya BUMDes,
warga masyarakat menjadi mampu membayar iuran BPJS.

F. Penutup

BUMDes memiliki manfaat yang cukup besar terutama di sektor
kesehatan. BUMDes juga dapat menciptakan kesejahteraan di sektor
kesehatan. Banyak masyarakat yang merasa terbantu semenjak adanya
BUMDes. BUMDes juga memberikan alternatif solusi untuk
mcmecalikan masalah kesehatan terutama terkait akses dan pelayanan
kesehatan.
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Di sisi lain, secara tidak langsung BUMDes dapat dijadikan
terobosan untuk terciptanya Universal Health Coverage (UHC) yang
merupakan cita-cita global termasuk Indonesia. UHC merupakan
konsep pelayanan kesehatan yang mencakup aspek aksesibilitas
pelayanan kesehatan dari preventif, promotif, kuratifsampai rehabilitatif
yang berkualitas dan komprehensif. Selain itu, UHC bertujuan untuk

mengurangi masalah fmansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan
yang dibutuhkan sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap
pembangunan negara. Dalam hal ini, implementasi UHC sudah
dilakukan di Indonesia yaitu melalui JKN.

Di Indonesia diperlukan inovasi dan langkah strategis supaya pro
gram dapat berjalan optimal dan cita-cita UHC dapat tercapai.

Dibutuhkan waktu yang cukup panjang tidak hanya bertahun-tahun
melainkan dekade untuk mencapai UHC. Sebagian besar negara di
Asia yang sudah mencapai UHC rata-rata membutuhkan waktu lebih
dari 10 tahun. Mereka mempunyai strategi perencanaan jangka
panjang yang digunakan sebagai referensi. BUMDes bekerja sama
dengan BPJS untuk memberikan bantuan berupa iuran BPJS kesehatan
kepada masyarakat desa yang belum terdaftar. Dengan adanya
kerjasama tersebut maka dapat menguntungkan kedua belah pihak
demi terciptanya jaminan kesehatan yang adil dan merata. Selain itu,
BUMDes juga mengembangkan usahanya untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di sektor
kesehatan.
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Epilog

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di pedesaan adalah
pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk
mengelola secara mandiri lingkup desa mereka melalui lembaga-
lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah
satunya adalah dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
telah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik
desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan danpotensi
desa inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes
sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjatnya, dalam Undang-undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang digunakan
untuk mengatur dan menggerakan perekonomian sesuai dengan potensi
dan kebutuhan desa. Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan
BUMDes sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang
dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu membutuhkan pengelolaan
BUMDes yang serius agar dapat memaksimalkan potensi desa.

Fakta membuktikan bahwa setelah diterbitkannya Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, jumlah BUMDes mengalami
peningkatan yang sangat banyak. Hal ini setidaknya dipicu dari aturan
pada Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut yang menyatakan bahwa salah
satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan
pengembangan BUMDes. Hal ini memicu pembentukan BUMDes
di seluruh Indonesia kurang lebih 21,5 kali pada tahun 2017
dibandingkan dengan jumlah BUMDes pada tahun 2014.
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Jumlah ini pun diyakini akan terus meningkat karena salah satu
amanah daJam penggunaan dana desa, selain untuk pembangunan
infrastruktur, juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat, salah
satunya melaiui wadah bernama BUMDes. Di bawah pengelolaan
BUMDes, sejumlah desa wisata bahkan telah membuat sebuah desa

menjadi sangat mandiri. Di samping itu, desa tampak mulai bergeliat
dengan berbagai potensi yang dimilikinya.

Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses
pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran,
penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan
aset daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan
pemerintah juga ditandai oleh adanya patron-klien antara pemerintah,
pejabat, dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keputusan dan
sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk
pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi
mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen
peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan.
Disini terbentang hambatan struktural bagi partisipasi masyarakat yang
murni (genuine) dan substantif sebagai salah satu tujuan desentralisasi
dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas
partisipasi simbolik {degree of tokenism), bahkan masih ditemukan
partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut
sebagai partisipasi.

Hal ini disebabkan karena pemerintah masih memandang bahwa
masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan,
perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di Dewan
Perwakilan Rakyat. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan
keinginan yang kuat (terutama dalam level institusional dan operasional)
untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-
sungguh keingginan dan harapan masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen
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kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk
menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,
perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan
publik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan,
aspirasi dan harapan masyarakat.

Dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah seringkali hanya
mengakui dan melibatkan keiompok-kelompok organisasi masyarakat
sipil yang berbadan hukum formal (NGO/LSM). Hal ini menyebabkan
organisasi masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak
berbadan hukum misalnya asosiasi petani, kelompok nelayan, kelompok
kesenian lokal, kelompok pendidikan, kelompok agama dan asosiasi
masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembuatan
kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta
pengelolaan sumber daya alam dan aset negara/daerah. Padahal peran
mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit
dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara
ekonomi, sosial maupun budaya.

Apabila menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di desa
adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah
mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk
kepentingan mereka sendiri. Pemberitahuan ini tidak selalu dapat
berjalan dengan baik, dan hal ini sangat tergantung pada cara-cara
pendekatan yang dilakukan. Satu hal yang menjadi catatan bahwa
masyarakat tidak merasa memiliki apabila pembangunan tersebut tidak
mengikutsertakan mereka.

Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena
mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan
pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai
objek dan subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami
pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam
pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian
penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi
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bahwa kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya
dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif
masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan
adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan
cara bekerja. Pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau
berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini dapat
disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka
terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat
bersifat umum adaJah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati
langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan kepada mereka.

Harus diakui bahwa upaya pengelolaan BUMDes yang dapat
semakin memperkokoh peran partisipasi masyarakat bukaniah hal yang
mudah dicapai. Sejumlah faktor turut berperan, di antaranya, penama,
faktor sosial ekonomi. Hal ini mencakup beberapa aspek penting seperti
tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap keberadaan
BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan, konteks tingkat
pendidikan, sosial budaya dan tingkat kesejahteraan ekonomi
masyarakat setempat. Kedua, faktor peran kepemimpinan daerah untuk
mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam struktur kelembagaan
baik dari tingkat perencanaan sampai tingkat evaluasi. Ketiga, faktor
sumber daya ekonomis/sosial lokal yang dijadikan sebagai landasan
pembentukan sebuah BUMDes. Data menunjukkan bahwa sejumlah
BUMDes yang dinilai berhasil lebih didominasi oleh 'nilai jual' sumber
daya ekonomis/sosial lokal yang telah dikembangkan sebelumnya.
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